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A. PENDAHULUAN

peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa ta-

kut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Anca-
man itu dapat ditimbulkan oleh bencana alam atau karena ben-
cana buatan manusia. Perpindahan penduduk dalam skala be-
sar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu
negara, sehingga tidak banyak menarik perhatian suatu negara.
Kemudian masalah pengungsi meluas menjadi persoalan nega-
ra-negara di kawasan tertentu saja dan terakhir dianggap meru-
pakan masalah bersama umat manusia.

Pengungsi merupakan persoalan klasik yang timbul dalam

Perang Dunia ke | dan Perang Dunia ke Il merupakan con-
toh hasil dari sebuah peradaban umat manusia, yang telah me-
nimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia, exodus besar-
besaran penduduk yang melintasi wilayah suatu negara meng-
ilhami betapa perlunya pengaturan secara internasional. Kon-
vensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun
1967 tentang Status Pengungsi merupakan salah satu bentuk
keperdulian masyarakat internasional, terutama di Eropah pada
waktu itu, terhadap penyelesaian masalah pengungsi.

Kerawanan sosial, ekonomi dan politik dalam negeri di ne-
gara-negara di kawasan tertentu seperti Afrika, Amerika Latin,
ataupun kawasan Asia bagian tenggara, terutama di kawasan
Indo-Cina menjurus kepada peruncingan bersenjata, terutama
yang bersifat non-internasional. Manusia perahu merupakan ben-
tuk pengungsi awal abad 20 yang lahir di kawasan Asia Teng-
gara. Juga pengungsi domestik pasca reformasi yang terjadi di

“Indonesia merupakan fenomena baru bahwa pengungsi itu tidak

saja merujuk kepada mereka yang pergi melintasi batas negara
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tetapi mereka-mereka yang masih dalam wilayah satu negara
juga disebut pengungsi dan memerlukan pengaturan yang khu-
sus. Keadaan yang terahir ini memerlukan adanya pedoman
yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan pertolongan dan
perlindungan terhadap mereka yang terlantar di dalam negeri
mereka sendiri. Sementara perlindungan dan pertolongan dari
negara induk masih sangat kurang bahkan tidak ada sama sekali.
Petunjuk itu kemudian apa yang disebut dengan Guiding Prin-
ciples on Internal Displacement atau Prinsip-Prinsip Panduan
Bagi Pengungsi Internal yang dikeluarkan oleh Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (Kantor Perserikat-
an Bangsa-Bangsa Untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan).

Kalau diperhatikan organisasi internasional yang bergerak di-
bidang kemanusiaan, seperti Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946)
telah memberikan banyak sumbangan untuk pembentukan ins-
trumen internasional perlindungan para pengungsi. Kemudian di-
lanjutkan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada masa Liga
Bangsa-Bangsa ini dibentuk Komisaris Tinggi untuk Pengungsi
(The High Commissioner for Refugees). Kemudian The Nansen
International Office for Refugees (1931-1 938), The High Commis-
sioner for Refugees Coming From Germany (1933-1938), The
Office of the High Commissioner of the League of Nations for Re-
fugees (1939-1946), dan Intergovernmental Committee for Refu-
gees (1938-1947). Disamping itu juga ada komisi lain yang juga
dibentuk dalam kerangka LBB ini, seperti UNRRA (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration (1943), IRO (The
International Fiefugee; Organization). Ahirnya di tahun 1951 di-
bentuk sebuah komisi yang sebelumnya hanya untuk masa kerja
beberapa tahun saja. Tetapi kemudian menjadi permanen, badan
tersebut adalah UNHCR (United Nations High Commissioner for
Refugees). Tulisan ini mencoba untuk merangkum tulisan-tulisan
yang terdapat dalam buku ini dengan sistematika sebagai beri-
kut: Istilah dan Pengertian Pengungsi, Perlindungan Interna-
sional Pengungsi, Hukum Pengungsi Internasional, Pengungsi

dan Hak Asasi Manusia, Peran dan Tugas UNHCR, Pengungsi -

di Indonesia.
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B. ISTILAH DAN PENGERTIAN PENGUNGSI

Refugee merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang dalam
Bahasa Indonesia disebut pengungsi. Dalam Bahasa Inggris isti-
lah refugee tidak menimbulkan permasalahan, karena dasar hu-
kum perlindungan mereka adalah dua instrumen internasional
tentang pengungsi yaitu Konvensi Tahun 1951 tentang Status
Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi
ataupun instrumen regional lainnya.

Instrumen-instrumen internasional dan instrumen-instrumen
regional di atas memberikan beberapa kriteria yang harus dipe-
nuhi untuk dapat dikatakan seseorang itu memiliki haknya
dengan status sebagai pengungsi. Kriteria-kriteria seperti adanya
rasa takut akan persekusi yang berdasarkan ras, agama, ke-
bangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial, pendapat
politik, dan orang-orang itu berada diluar wilayah negaranya,
merupakan kriteria yang dipergunakan oleh UNHCR untuk men-
dapatkan statusnya sebagai pengungsi.

Dalam kasus pengungsi di Indonesia, khususnya dalam
konteks pengungsi Aceh, Kalimantan Barat, pengungsi Maluku,
belum seluruhnya memenuhi kriteria pengungsi menurut instru-
men pengungsi. Unsur mereka masih berada dalam lingkup
wilayah Indonesia merupakan kendala bagi mereka untuk diakui
hak mereka dengan status sebagai pengungsi menurut Konvensi
tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi.
Pengungsi internal atau internal displacement merupakan istilah
baru untuk pengungsi dalam negeri di Indonesia berdasarkan
Guiding Principles on Internal Displacement atau Prinsip-Prinsip
Panduan Bagi Pengungsi Internal juga disebut dengan Internally
Dispaced Persons (IDPs). Dalam poin 2: Pengantar: Lingkup
dan Tujuan pengertian pengungsi internal (/DPs) adalah sebagai
berikut: ‘

...internallly displaced persons are persons or
groups - of persons who have been forced or obliged
to flee or to leave their homes or places of habitual
residence, in particular as a result of or in order to
avoid the effects of armed conflict, situations of
generalized violence, violations. of human rights or
natural or human-made disasters, and who have not
crossed an internationally recognized State border'.

1 £ - .

- Gilbert Jaeger., “On the History of the International Protection of Refugees”, IRCRC

September 2092 Vo..83 No. 843, hal. 729 dalam: http://www.icrc.org/ Web/Eng/ site

engO.nst/iwpList128/ 5BA471F787461F15C1256 BEG0060BACE BAB I. Pendahuluan

BAB I. Pendahuluan




Akibatnya dalam kasus-kasus yang melibatkan exodus pen-
duduk secara besar-besaran karena adanya kerusuhan (bukan
karena konflik bersenjata internasional), keterlibatan lembaga-
lembaga seperti Dinas Sosial, Departemen Dalam Negeri, Depar-
temen Pertahanan dan Keamanan ataupun departemen peme-
rintah lainnya masih dipertanyakan. Persoalannya adalah sejauh
mana perlakuan yang diberikan kepada orang-orang yang
terlantar ini memenuhi standard yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan instrumen internasional atau regional di atas.
Dalam Prinsip 25 (2) buku Panduan Bagi Pengungsi Internal
memberikan hak kepada lembaga-lembaga kemanusiaan inter-
nasional untuk menawarkan jasa mereka dalam upaya mem-
bantu para pengungsi internal.® Namun karena persoalan do-
mestik suatu negara lebih banyak bernuansa politis, negara

nasional lebih suka mempekerjakan lembaga-lembaga nasional’

mereka. Tingkat profesionalisme mereka tentu saja masih diper-
tanyakan apabila menyangkut dengan perlakuan terhadap para
pengungsi internal. Walaupun dalam Prinsip 25 poin 1 mene-
rangkan bahwa yang pertama-tama memiliki kewajiban dan
tanggungjawab untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke-

- pada para pengungsi internal adalah pihak-pihak berwenang di
tingkat nasional.®* Namun Poin 1 ini tidak menjelaskan pihak-
pihak yang berwenang itu siapa saja. :

Kembali kepada istilah pengungsi di atas, dalam kurun waktu
antara 1935-1939, diartikan sangat sempit terbatas pada etnis
tertentu saja, misalnya dalam the Arrangement relating to the
Issue of Identity Certificate to Russian and Armenia tanggal 12
Mai 1926* yang berbunyi sebagai berikut: ‘any person of Russian
origin who d’oes not enjoy or who no longer enjoys the protection
of the Government of the USSR and who has not acquired
another nationality’. Sedansgkan definisi pengungsi Armenia
dirumuskan sebagai berikut ‘any person of Armenian origin
formerly a subject of the Ottoman Empire who does not enjoy or
who no longer enjoys the protection of the Government of the
Turkish republic and who has not acquired another nationality’,
Demikian juga perumusan pengungsi untuk pengungsi Jerman,
Kurdi, Turki dan sebagainya. Konsep perlindungan yang terdapat

2 Lih. Principle 25 (2) Section IV Principles Relating to Humanitarian Assistance,
dalam Guiding Principles on Intemal Displacement, OCHA (Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs). ] :
:. Lih. Principle 25 (1) /bid.

- Antonio Fortin, “The Meaning of *Protection’ in the Refugee Definition”, International
ajoz;gr:! of Refugee Law, vol. 12 No. 1, Oxford University Press 2001,

. Ibid.
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dalam definisi-definisi pengungsi di atas, hanya menekankan pa-
da usaha keamanan dan kemanusiaan para pengungsi.

Setelah tahun 1951 banyak. sekali pergolakan-pergolakan
yang berupa peruncingan senjata antar negara yang menyebab-
kan pengungsian penduduk secara besar-besaran. Secara yuri-
dis para pengungsi yang terjadi pada pasca tahun 1951 tidak me-
menuhi kriteria pengungsi menurut Konvensi tahun 1951 yang
hanya menekankan pada peristiwa yang terjadi sebelum tahun
1951 baik yang terjadi di Eropa ataupun di tempat lain. Demikian
juga dalam Statuta UNHCR tahun 1951. Secara lengkap Kon-
vensi tahun 1951 dan Statuta UNHCR berbunyi sebagai berikut:

A. For the purposes of the present Convention, the term
‘refugee,... shall apply to any person who:

(1) Has been considered a refugee under the Ar-
rangements of 12 May 1926 and 30 June 1928
or under the Conventions of 28 October 1933
and 10 February 1938, the Protocol of 14 Sep-
tember 1939 or the Constitution of the Internatio-
nal Refugee Organization;

(2) As a result of events occurring before 1 January
1951 and owing to well-founded fear of being
persecuted for reasons of race, religion, na-
tionality, membership of a particuiar social group
or political opinion, is outside the country of his
nationality and is unable, or owing to such fear,
is unwilling to avail himself of the protection of
that country; or who, not having a nationality and
being outside the country of his former habitual
residence as a result of such events, is unable
or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

B. (1) For the purposes of this Convention, the words
‘events occurring before 1 January 1951" in article 1,
section A, shall be understood to mean either (a)
“events occurring in Europe before 1 January 1951"; or
(b) "events occurring in Europe or elsewhere before 1
January 1951"; and each Contracting State shall make
a declaration at the time of signature, ratification or
accession, specifying which of these meanings it
applies for the purpose of its obligations under this
Convention. {

BAB I. Pendahuluan



Demikian juga dalam Statuta UNHCR tahun 1951 (Pasal 1)
pengungsi juga dirumuskan sangat umum dan hati-hati sekali dan
masih merujuk kepada situasi yang terjadi sebelum tahun 1951

yaitu:

‘As a result of events occuring before 1 January 1951
and owing to well-founded fear of being persecuted
for reasons of race, religion, nationality, member-
ships of a particular social group or political opinion,
is outside the country of his nationality and is unable,
or owing to such fear, is unwilling to avail himself of
the protection of that country; or who, not having a
nationality and being outside the country of his
former habitual residence as a result of such events,
is unable or, owing to such fear, is unwiling to return
toit’.

Bertitik tolak dari fakta itu maka dalam Protokol tentang Sta-
tus Pengungsi tanggal 31 Januari 1967 kata-kata “As a result of
events occurring before 1 January 1951” dihilangkan. Maksud
daripada penghilangan kalimat “sebagai akibat dari peristiwa
sebelum 1 Januari 1951” itu adalah agar semua kejadian yang
menimbulkan arus pengungsi secara besar-besaran yang terjadi
pasca tahun 1951 dapat dimasukan dalam kategori pengungsi
menurut Protokol.

Beberapa “4nstrumen pengungsi yang diberlakukan secara
regional di kawasan tertentu seperti Afrika dan Amerika Latin,
memberikan definisi yang agak berbeda dengan definisi pe-
ngungsi yang diatur dalam instrumen-instrumen sebelumnya,
seperti Convention Governing the Specific Aspects of Refugee
Problems in Africa (1969) ataupun the Cartagena Declarartion on
Refugees (1984). Ciri-ciri khas dari dua instrumen regional
terakhir ini disamping tetap merujuk kepada definisi pengungsi
menurut Konvensi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967 juga
memasukkan tentang ciri-ciri khas yang ada didaerah itu:yaitu

adanya'...owing to external aggression, occupation, foreign

domination or events seriously disturbing public order in either
part or the whole of his country of origine or nationality, is
compelled ...° Juga dalam Deklarasi Kartagena telah mem-
perluas pengertian atau definisi pengungsi yang terdapat dalam

€, Lih. Article 1(2): Definition of the term “Refugee” dalam Convention Governing the
Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969

BAB I. Pendahuluan
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Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status
Pengungsi, yaitu *... icludes among refugees persons who have
fled their country because their lives, safety or freedom have
been threathened by generalized violence, foreign aggression,
internal conflicts, massive violation of human rights or other
circumstances which have seriously disturbed public order’”

Sar)gat menarik dari dua instrumen regional tentang pe-
ngungsi di atas, kalau kita berbicara tentang pengungsi internal di
Indonesia. Walaupun sudah ada buku panduan tentang pe-
nggngsi internal, namun prinsip-prinsip panduan itu belum me-
miliki landasan hukum yang kuat. Demikian juga kalau dilihat
dalam Keputusan Presiden Rl Momor 3 tahun 2001 yang tidak
memberikan penjelasan mengenai pengertian pengungsi. Karena
|tu. sudah selayaknya Pemerintah mengeluarkan peraturan ber-
kaitan dengan pengungsi dalam negeri, dengan merujuk kepada
ketentuan Konvensi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967. Se-
hingga walaupun Indonesia belum meratifikasi kedua instrumen
internasional di atas, perlakuan terhadap para pengungsi baik
yang bersifat lintas batas atau pengungsi internal tetap meme-
nuhi standard baku internasional.

C. PERLINDUNGAN PENGUNGSI

Perlindungan terhadap para pengungsi telah dikenal dalam
Perjanjian Lama bahwa memberikan perlindungan terhadap
orang-orang pelarian yang membutuhkan perlindungan karena
tela? melakukan perbuatan kriminal, merupakan suatu keharus-
an. " Praktek diatas kemudian berkembang dimana gereja dapat
memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang minta per-
lindungan gereja yang kemudian diperkuat melalui Council of
Sardis di tahun 347 dan hukum Theodosius abad ke 4 dan hu-
kum Justinian dalam abad ke 6. Sampai tahun 1983, the Code
of Canon Law Gereja Katholik Romawi masih memasukan ke-
tentuan di atas bahwa: “A church enjoys the right of asylum, so
that guilty persons who take refuge in it must not be taken from it,

7 Lih. Part Il (3) Cartagena Declaration on Refugees (1984), :

. Bill Erehck, Director of Policy: Entry for the Human Rights Encyclopedia dalam

y'\:l‘o:tldwude Refugee Information: U.S. Committee for Refugee: Evolution of the Term
efugee’. o h .

BAB I. Pendahuluan



except in the case of necessity, without the consent of the
ordinary, or at least of the rector of the church”®

Dalam agama Islam, prinsip pemberian perlindungan kepada
orang asing yang kemudian dikenal dengan sebutan suaka (asy-
lum) memiliki landasan hukum agama yang kuat yaitu diatur
dalam Al-Quran dalam Surah Ibrahim (X1V) ayat 35. dan Surah
Al-Barrah (IX) ayat 6. Bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada
Tuhan agar mesjid yang beliau dirikan bersama Nabi Ismail, yang
kemudian bernama masjidil Haram di kota Mekkah, merupakan
tempat yang aman (asylum) bagi orang-orang yang membutuh-
kan perlindungan. Mesjid merupakan tempat yang suci dan
rumah Tuhan, sehingga tidak ada kekerasan terhadap mereka-
mereka yang mencari perlindungan di dalam Masjidil Haram.
Demikian juga dalam Surah Al-Barrah (Kebebasan) (IX) yang
mengharuskan untuk memberikan perlindungan kepada orang-
orang yang membutuhkan perlindungan. '

Perlindungan para pengungsi baru memiliki nuansa inter-
nasional dimulai pada saat Liga Bangsa-Bangsa yaitu setelah
Perang Dunia Pertama berakhir, ! Perlindungan para pengungsi
pada masa ini dicerminkan dalam perumusan istilah pengungsi
yang hanya difokuskan pada keetnisan dan asal wilayah dari
orang-orang yang terlantar (displaced persons), khususnya
mereka-mereka yang tidak memiliki warga negara. Perumusan ini
tentu saja menyimpang dari ketentuan hukum internasional yang
berlaku umum pada waktu itu. Koreksi atas penyimpangan itu
adalah dikeluarkannya ‘“Nansen Passport” untuk kelompok-
kelompok nasional yang telah kehilangan perlindungan dari
negara asal meyeka seperti dalam kasus di atas.

Sela_ma periode Liga Bangsa-Bangsa (1921 -1946) berbagai
badan dibentuk untuk membantu Komisi Agung Pengungsi; The
Nansen International Office for Refugees (1931-1938), The Office

®. The Canon, No. 1179, dikutip dari  Bill Frelick, Director of Policy: Entry. for the
Human Rights Encyclopedia dalam... Op cit. =

'°. Dalam tradisi masyarakat Badui yaitu pada masa pra-lslam terdapat suatu tradisi
untuk memberikan perlindungan (asylum/igra) terhadap orang asing selama tiga hari.
Kemudian tradisi ini diperluas terhadap orang-orang yang meminta perlindungan pada
n.*akn_.: terjadi peperangan. Lih. Bab II. Perlindungan Internasional Pengungsi, Supra.

- Gilbert Jaeger., "On the History of the International... hal. 727; Juga Lih. Waldo
Chamberlin, “Leaque of Nations”, Encyclopedia Americana, vol. 17, Grolier In-
corporated, 1984, hal. 111; juga: Daniéle, Clive Nettleton and Hugh Poulton, Re-
fugee: Asylum in Europe?, London: MRG, dalam anonim, What is Refugee
(http://migration.ucc.ie/ immigration/ what_is_a_refugee.htm)
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of The High Commissioner for Refugees Coming From Germany
(1933-1938), The Office of The High Commissioner of The Lea-
gue of Nations for Refugees (1939-1 9462 dan Intergovernmental
Committee for Refugees (1938-1947)." Perlindungan interna-
sional terhadap para pengungsi semakin memiliki landasan hu-
kum yang kuat pada waktu dibentuk The International Refugee
Organization (IRO) pada tanggal 15 Desember 1946 melalui Re-
solusi 62 (1) Majelis Umum PBB yang memberikan rincian secara
jelas mengenai fungsi dan kewenangan /RO. Mulai dari regis-
trasi, penentuan status pengungsi, repatriasi, sampai ke penem-
patan kembali-pengungsi.'® Disamping itu, /RO juga diberi kewe-
nangan untuk membantu “displaced persons” (orang-orang yang
terlantar). **

Lembaga terakhir yang dibentuk dalam kerangka Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa adalah United Nations High Commis-
sioner for Refugee (UNHCR) dibentuk berdasarkan Resolusi Ma-
jelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 428 (V), dan keber-
adaannya diakui sejak bulan Januari 1951. Awal pembentukan
UNHCR adalah untuk masa tiga tahun yaitu dari 1 Januari 1951
sampai dengan 31 Desember 1953, namun masa kerja itu diper-
panjang untuk lima tahun berikutnya yaitu 1958, 1963, 1968 dan
1973. UNHCR menggantikan /RO (1947-1952) yang juga akhir-
nya mengambil alih kerja urusan pengungsi dari UNRRA (1943-
1947). Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR berpedoman ke-
pada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan ECOSOC. Dalam Statuta UNHCR tahun
1950 menyebutkan tentang fungsi utama UNHCR adalah: '°

‘providing international protection” and “seeking per-
manent solution to the problem of refugees by
assiting Governments to facilitate the voluntary repa-
triation of such refugees, or their assimilation within
the new national communities’ '

2_Ibid., hal. 729

", Lih. Pasal 2 Konstitusi /RO. Pada masa /RO, dicatat terdapat pengungsi yang
datang dari 30 negara, terutama Eropa bagian timur. Dari bulan Juli 1947 sampai
dengan Januari 1952, IRO telah memukimkan kembali sebanyak satu juta pengungsi
ke negara dunia ke tiga, merepatriasi pengungsi sebanyak 73.000 orang dan
mengurus 410.000 oranqg yang terlantar di negara mereka sendiri (Human Rights and
Refugees, Human rights Fact sheet No. 20, Printed at United Nations, Geneva, 1994,
hal. 4.

1 Tra)ining Module RLD 1 June 1992 UNHCR, An Introduction to the International
Protection of Refugees, hal. 8-9.

%, Lih. Statuta UNHCR tahun 1950.
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Untuk melaksanakan fungsi di atas UNHCR melakukan ko-
ordinasi, membuat fiasons (penghubung) dengan pemerintah-
pemerintah, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM
dan organisasi-organisasi antar pemerintah. UNHCR mencari
penyelesaian yang permanen terhadap masalah pengungsi me-
lalui repatriasi sukarela.'® Karena itu dalam melaksanakan man-
dat diatas, kriteria yang dijadikan ukuran untuk seseorang pe-
ngungsi harus memenuhi persyaratan yang dltuangkan dalam
Pasal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951'7 "... is a
person who, because of fear of persecution arising from hrs race,
creed, or political philosophy, is living outside his former home
country and is unable or unwilling to avail himself of that country’s
protection.'

Kalau diperhatikan konsep perlindungan yang diberikan oleh
UNHCR lebih menekankan pada usaha pengembangan instru-
men hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan
memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan
ketentuan instrumen hukum internasional.'®

D. HUKUM PENGUNGS! INTERNASIONAL

Bertitik tolak dari perlindungan internasional terhadap para
pengungsi di atas, dirasakan betapa perlu adanya suatu bidang
hukum yang baru dalam hukum internasional yang berkaitan de-
ngan pengungsi. Ada yang mengatakan bahwa Hukum Pe-
ngungsi Internasional ini merupakan cabang dari Hukum Hak
Asasi manusia. Pertanyaan yang mendasar adalah: “Apa itu Hu-
kum Pengungsi’, “Apa-apa saja yang diatur di dalam Hukum
Pengungsi”. Sebagai sebuah cabang dari ilmu hukum yang baru
lahir dan masih berusia sangat muda, tentu saja definisi yang
dikemukakan dibawah ini belum dapat memberikan kepuasan
kepada setiap orang. Walaupun demikian, secara umum dapat
dikatakan bahwa Hukum Pengungsi Internasional itu adalah se-

kumpulan peraturan yang diwujudkan dalam beberapa“ instru- )

*®. Aronim, *Protection and resettlement of refugees”, dalam: http:// www.irvl.net
consmutlon IRO.htm

. Lih. Pasal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan bandingkan
dengan Protokol tahun 1967, dan Deklarasi mengenai Teritorial Asylum tahun 1967.

. Khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk
mendapalkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan.
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men-instrumen internasional dan regional yang mengatur tentang
standar baku perlakuan terhadap para pengungsi.'®

Perlu diketahui bahwa Hukum Pengungsi Internasional ma-
sih sangat muda yang ditandai dengan disahkannyaThe 19571
Convention Relating to the Status of Refugees. Setelah Perang
Dunia Pertama. Perkembangan Hukum Pengungsi semakin eksis
dengan ruang lingkup yang universal saat disahkannyaThe 1967
Protocol Relating to the Status of Refugees. Ditambah lagi de-
ngan adanya keinginan masyarakat internasional di beberapa
belahan bumi tertentu untuk mengatur masalah pengunga yang
ada di dalam kawasan mereka, misalnya di Afrika,? Eropa®' dan
Amerika Latin.??

Sebagai cabang ilmu hukum internasional yang masih sangat
muda belia keampuhan Hukum Pengungsi Internasional masih
diperdebatkan terutama bila dihubungkan dengan daya ikat hu-
kum mternasmnal itu sendiri yang menekankan pada moral
internasional.?® Pertanyaan semakin serius dikemukakan apabila
dihubungkan dengan semakm meningkatnya jumlah pengungsi
dari tahun ke tahun.? Pertanyaan yang diajukan disini adalah
mengapa instrumen pengungsi baik pada tingkat internasional
ataupun pada tingkat regional tidak dapat mengatasi masalah
pengungsi?. Argumentasi yang dikemukakan beraneka ragam
antara lain: Hukum internasional tidak memilki kewenangan untuk

" Instrumen-instrumen internasional dan instrumen regional yang dimaksud dalam
definisi di atas adalah: Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951; Protokol
Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi; Instrumen lain yang memiliki daya laku
internasional seperti The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons,
The 1961 Convention on the Reduction of Stateless Persons, The Geneva Convention
of 1949 Relating to the Protection of Civilian Persons in Time of War, The 1977
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, The 1967 United
Nations Declarartion on Territorial Asylum dan Instrumen regional tentang Pengungsi
seperti Afrika, Eropa, dan Amerika Latin (Dikutif dari: Training Module RLD 1 June
1992 UNHCR, An Introduction to the Intemational Protection of Refugees, hal. 17).

¥ Misalnya Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in
Afnca tahun 1969, lih. Bab IV Pengungsi dan hak Asasi Manusia, Supra.

. Antara lain spt. European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees (ETS
No 031) entered into force April 9, 1960; European Agreement on Transfer of
Hesponsnblhty for Refugees (Strasbourg, 16.X.1980).

2 Seperti antara lain Cartagena Declaration on Refugees tahun 1984.

s . Lih. J.G. Starke, Introduction to International Law, Ninth Edition, London, But-ter-
wnhs 1984, hal. 17

#, Misalnya saja di tahun 1951 dicatat jumlah pengungsi 1 juta orang dan di tahun
2001 telah berjumlah 21.126.010 orang. Lih. UNHCR, Konvensi Pengungsi Tahun
1951: Pertanyaan dan Jawaban, Diterbitkan oleh UNHCR Public Information Section,
hal. 10 (t.t)
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masuk kedalam jurisdiksi nasional suatu negara,25 instrumen-
instrumen pengungsi di atas tidak dirancang untuk mencegah
terjadinya pengungsi, melainkan untuk menetapkan standard
baku yang berlaku secara internasional dalam memperlakukan
para pengungsi, faktor lainnya adalah beberapa negara yang
telah meratifikasi konvensi masih mereservasi pasal-pasal Kon-
vensi tahun 1951, Konvensi tahun 1951 itu sendiri menentukan
beberapa pasal-pasalnya tidak dapat direservasi dan harus
diterima secara utuh.%® Terlepas dari argumentasi diatas, walau-
pun suatu negara yang belum atau bukan peserta Konvensi
tahun 1951 atau Protokol tahun 1967 ataupun intsrumen interna-
sional pengungsi, tidak berarti bahwa negara itu dapat mele-
paskan diri dari tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat
dunia dalam menyelesaikan masalah pengungsi. Ketentuan
tentang prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku secara uni-
versal dan diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab tetap me-
ngikat negara-negara per se.¥’ Terutama terhadap ketentuan
Pasal 33 Konvensi tahun 1951 yang mengatur prinsip non-
refoulement.

Berkaitan dengan instrumen-instrumen intemasional dan re-
gional tentang pengungsi paling tidak terdapat lima prinsip umum
yang berkaitan dengan Hukum Pengungsi Internasional yang
perlu diketahui, seperti prinsip suaka (asylum), non eks tradisi,
non refoulement, hak dan kewajiban negara terhadap para
pengungsi, kemudahan-kemudahan (facilities) yang diberikan
oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi.

%, Sebuah kejadian untuk dapat dikatakan telah mengancam perdamaian dan
keamanan intemasional harus memenuhi ketentuan Bab VIl (Tindakan yang berkaitan
dengan Ancaman terhadap Perdamaian, Pelanggaran terhadap Perdaiaman, dan
Tindakan-Tindakan Agresi) pasal 39-51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lih.
Charter of the United Nations and Statute of the Intemational Court of Justice, United
Nations, New York, 1994. .

% Seperti Pasal 1 tentang Definisi pengungsi, Pasal 3 tentang non-dislgnmmasi
terhadap ras, agama atau negara asal, Pasal 4 tentang Kebebasan menjalankan
agama; Pasal 16:1 tentang Kebebasan ke pengadilan; Pasal 33 tertang -non-
refoulment (tidak dipulangkan); dan Pasal- 36-46 tentdang informasi mengenai
perundangan nasional dan klausula akhir. Perkembangan baru dalam Protoko! tahun
1867 tentang Status Pengungsi bahwa Negara-negara dibolehkan melakukan
reservast terhadap pasal-pasal 36-46 Konvensi tahun 1951 ) e
Z Lih. Pasal 38 Statuta Mahkama Intemasional, Opcit. .

2_Lih. Asillum dalam lan Brownlie, Principles.of Public International Law, Third. Edition,
The English Language Book Society and Oxford University Press, 1979, Chapter XVI:
Diplomatic and Cosular Relations, hal. 344-361, juga lih. Enny Soeprapto,
“Perlindungan Intemasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi,
Suatu Pengantar”, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari mengenai Aspek
Hukum Refugees dan Displaced Persons, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
Padang, 30 Juli 1998. :
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E. PENGUNGSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Berbicara tentang pengungsi ini akan sangat menarik apabila
dihubungkan dengan hak asasi manusia. Mengapa demikian, ka-
rena pengungsi adalah kelompok manusia yang sangat rentan
terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asainya
maupun dinegara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah
orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokemen
perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain,
bukan atas keinginan diri peribadi tetapi karena terpaksa karena
tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan
mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu. Dengan demikian
wajar saja kalau pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi tidak
dapat dihindari. Pengungsi adalah manusia, sehingga mereka
juga memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara sama
seperti warga negara lainnya. Oleh karena itu berkaitan dengan
masalah pengungsi dan hak asasi manusia ini terdapat beberapa
instrumen hak asasi manusia internasional dapat dijadikan dasar
perlindungan terhadap para pengungsi tersebut. Instrumen hak
asasi manusia internasional itu adalah: Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
International Covenant on Economic, Social and Cuitural Rights
(ICESCR).

Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua negara-ne-
gara di dunia ini telah menjadi peserta pada Konvensi-konvensi
Hak Asasi Manusia Intemasional, karena diantara konvensi itu
terdapat pasal-pasal yang sangat sensitif dengan permasalahan
yang ada dalam negeri mereka. Salah satu contoh ketentuan

-yang terdapat dalam /ICCPR dan ICESCR yang memberikan pe-
ngakuan terhadap kelompok bangsa atau masyarakat (peoples)
dapat menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri, hak ber-
politik, dan hak dalam bidang ekonomi dan kebudayaan.?® De-
ngan diratifikasinya instrumen hak asasi manusia ini menjadikan

. masalah hak asasi manusia tidak tunduk dalam yurisdiksi
domestik suatu negara. Walaupun hukum perjanjian internasional
telah memberikan beberapa.solusi seperti penggunaan “reser-
vasi” untuk tidak terikat kepada pasal-pasal tertentu, namun re-

®. Uih. Pasal 1 ICCPR dan Pasal 1 ICESCR.
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servasi ¥ tidak dapat dilakukan, dengan alasan apapun terhadap
pasal-pasal 6, 7, 8 (para 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 dari /CCPR.

Kalau diperhatikan beberapa kawasan di dunia yang telah
maju dalam pengaturan hak asasi manusia seperti Kawasan Afri-
ka terdapat The African Charter on Human and People’s Rights
(1981). Untuk kawasan Amerika terdapat konvensi hak asasi
manusia yang bernama American Convention on Human Rights
(1969). Untuk kawasan Eropa terdapat European Convention on
Human Rights (1950) atau disebut juga dengan nama Conven-
tion for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms (1950) dengan 11 Protokolnya, Sayang sekali bahwa ber-
kaitan dengan itu, untuk kawasan ASEAN sampai dengan hari ini
masih belum ada suatu konvensi hak asasi manusia yang di-
berlakukan secara luas di kawasan ASEAN, juga konvensi yang
mengatur masalah pengungsi Adanya anggapan bahwa konsep
hak asasi manusia yang dianut oleh negara-negara di kawasan
ini berbeda dengan konsep hak asasi manusia yang ada di barat.
Pandangan seperti ini’ mengakibatkan nilai-nilai universal hak
asasi manusia tidak dapat diterapkan di negara-negara tersebut.
Relativisme kebudayaan hak asasi manusia inilah yang sangat
mempengaruhi pelaksanaan hak asasi manusia di negara-negara
di dunia, terutama dikawasan timur.

Walaupun demikian, yang perlu diketahui bahwa dalam De-
klarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 beberapa pasal
yang ‘berkaitan dengan pengungsi yaitu Pasal 9 yang mengatur
tentang . hak sesenrang untuk tidak mendaPat perlakuan
sewenang-wenang, diasingkan atau penahanan,®' Pasal 13 me-
ngenai- hak seseorang untuk mencari perlindungan di- negara
lain® dan Pasal 14:1 mengatur tentang hak untuk bepergian dan
keluar masuk negaranya. ol

Selanjutnya dalam ICCPR terdapat:-beberapa pasal- yang
berkaitan dengan pengungsi seperti Pasal-12-(1-4) yang menga-
tur tentang hak- seseorang untuk bepergian. Tidak semua ‘hak-
hak pengungsi itu -diatur. dalam instrumen. hak asasi di- atas.
Tetapi unsur utama dari-perlindungan internasional tethadap para
-pengungsi ‘adalah hak mereka.untuk tidak dipulangkan secara .

% Untuk memahami tentang lembaga reservasi ini lih. Mochtar Kusumaatmadija,
Pengantar Hukum Intemasional, Buku | ~ Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Bandung,
Cet. Pertama, tahun 1976, hal.124-125 ’

~ % Lih. Pasal 9 DUHAM 1948

2 Lih. Pasal 13 DUHAM 1948

¥, Lih. Pasal 14 DUHAM 1948
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paksa ke negara dimana kehidupan dan kebebasan mereka
terancam. Dalam Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi
prinsip untuk tidak dipulangkan secara paksa ini disebut prinsip
non-refoulement yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi tahun
1951. Prinsip non-refoulement ini juga diatur dalam Pasal 3
Konvensi tentang anti penyiksaan.

Namun kadang kala kendala yang dihadapi oleh para pe-
ngungsi adalah banyak negara-negara belum menjadi peserta
dari Instrumen HAM di atas dan juga pada Konvensi tahun 1951
ataupun Protokol tahun 1967. Sehingga tidak jarang kehadiran
pengungsi di negara persinggahan (transit), atau negara tujuan,
dipulangkan secara paksa. Perlakuan seperti itu jelas ber-
tentangan dengan dengan prinsip-prinsip hukum internasional
yang telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Kewajiban
internasional yang melekat kepada setiap negara yang mengang-
gap mereka adalah bagian masyarakat internasional, terlepas
apakah negara itu menjadi anggota dari organisasi internasional
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau anggota organisasi
internasional lainnya, ataupun peserta atau bukan dari sebuah
konvensi internasional untuk memperlakukan secara manusiawi
para pengungsi.

Dalam kampanye Amnesty International untuk hak asasi
manusia pengungsi yang dicanangkan dalam bulan Maret 1997,
ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh para pengungsi yang
selalu diabaikan oleh kebanyakan negara atau pemerintah di
seluruh dunia yaitu: %

1. Perlindungan hak asasi manusia di negara asal tindakan un-
tuk mencegah pelanggaran HAM, sehingga orang-orang ti-
dak dipaksa untuk meninggalkan negara mereka. untuk men-
cari tempat yang aman;

2. Perlindungan hak asasi manusia di negara suaka tindakan

untuk meyakinkan bahwa mereka yang melarikan diri karena
dilanggar hak asasinya dibolehkan mencari tempat yang
aman, bahwa mereka diberikan perlindungan yang efektif ter-
hadap pemulangan kembali secara paksa (refoulement), dan
hak asasi mereka dihormati di negara dimana mereka men-
cari perlindungan. ‘ ' ‘

*_Refugees and Human Rights, dalam ..... hal. 1-2
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3. Perlindungan hak asasi manusia pada tingkat internasional
tindakan untuk menyakinkan bahwa pertimbangan hak asasi
manusia merupakan segalanya dalam membuat keputusan
untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi,
seperti kebutuhan untuk melindungi orang-orang yang ter-
lantar (pengungsi internal//DP) di negara mereka sendiri, pe-
ngembangan dalam hukum pengungsi internasional dan
praktek hukum pengungsi, serta program-program untuk me-
mulangkan kembali pengungsi ke negara asal mereka.

F. PERAN DAN TUGAS UNHCR

United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)*
adalah lembaga internasional yang diberi mandat untuk mem-
berikan perlindungan internasional dan solusi yang permanen
terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-
pemerintah, pelaku-pelaku lain ataupun organisasi-organisasi
terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan (repatriation)
ataupun penempatan para pengungsi.*®* Kedua aspek mandat
UNHCR diatas terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.
Seiring semakin meningkatnya skala operasi UNHCR, ruang ling-
kup kegiatan, dan permasalahan yang dihadapi oleh para pe-
ngungsi juga semakin rumit dan kompleks, meningkatnya jumlah
para donator maka kewenangan yang dimiliki oleh UNHCRpun
mengalami perubahan.*” Dalam solusi permanen, paling tidak,
terdapat tiga pemecahan yang diberikan oleh UivricR yaitu %
mengembalikan para pengungsi ke negara asal, memukimkan
para pengungsi di negara pemberi suaka pertama, memukimkan
para pengungsi ke negara ketiga.

UntL_Jk mglgksanakan fungsinya dengan baik berdasarkan
Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), diminta kepada
negara-negara di dunia untuk bekerjasama dengan UNHCR

%, UNHCR berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang merupakan

badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lih. Chapter 10 Piagam Perserikatan
?sangsa-Bangsa) ‘ 5 &

- Lih. Pasal 1 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for
Sefugees 1951. 3

. Iylemh:k kesejarahnya, U{VHCR memiliki fungsi utama sebagai sebuah organisasi
bagi perlindungan pengungsi (refugee). Kemudian fungsi utamanya ini_berkembang ke
program-program bantuan lainnya untuk beragam kategori bangsa (people), termasuk
orang-orang yang terantar yang ada diperbatasan negaranya sendiri (displaced)
retumees, Asylum seekers (pencari asilum ), stateless person. '

38 : : ;
- Daniko Bautista, Struktur Badan PBB Urusan Pengungsi
Mandatnya, Jakarta, tanpa tahun. e, (Sl foeeite
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dengan cara menjadi peserta konvensi, membuat perjanjian-per-
janjian khusus dengan UNHCR dan membantu beberapa ke-
giatan UNHCR lainnya *®

Perkembangan baru dalam kegiatan UNHCR terhadap pe-
nangan masalah pengungsi ini adalah berkaitan dengan Isu-isu
Internally Displaced Persons (IDPs). Awal tahun 1990-an dan
periode berakhirnya perang dingin banyak terjadi konflik internal
di negara-negara di dunia. Beberapa istilah yang dipergunakan
untuk menujuk kepada konflik internal seperti “conflict based on
identities”, “ethnic conflict”, atau “religious conflict’*® Dalam si-
tuasi seperti ini biasanya pihak yang bertikai selalu menghindari
konfrontasi dengan pihak militer satu sama lain. Yang menjadi
target adalah masyarakat sipil, harta benda dan infrastruktur
masyarakat lainnya. Masyarakat sipil merupakan target utama
untuk menjadi korban persekusi secara pribadi dibandingkan
korban-korban insidental dari konflik internal.

Pasal 9 Statuta UNHCR memberikan landasan kerja tam-
bahan yang berkaitan dengan pengungsi, dimana Komisi Tinggi
akan “mengajak dalam beberapa kegiatan ... sebagaimana yang
ditentukan oleh Majelis Umum dalam sumber-sumber yang
terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan”. Inilah dasar yang
dimiliki oleh UNHCR untuk memberikan bantuan kepada Internal-
ly Displaced Persons.

Pelaksanaan pertama kalinya dari otoritas ini adalah di tahun
1957, ketika UNHCR diminta untuk mempergunakan jasa-jasa
baiknya untuk menekan transfer dana bantuan bagi orang China
yang berasal dari Taiwan di Hongkong. Ditahun 1972, Majelis
Umum meminta kembali Komisaris Tinggi untuk melanjutkan
bantuannya untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan
kemanusiaan. UNHCR juga memberikan bantuannya untuk
memukimkan kembali pengungsi dan displaced persons di
Sudan. Selanjutnya tahun 1974, Sekeretariat Jenderal meminta
UNHCR untuk . mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan
terhadap orang Yunani dan Turkish Cypriots yang juga termasuk
dalam: kategori Internally displaced. Akhirmya Majelis Umum

%, United Nations General Assembly Resolutin 428 (V), 14 Desember 1950, Psl.2.

. Marguerita Contat Hickel, Protection of Internally Displaced Persons Addected by
Armed Conflict: Concepts and Chalengge, dalam http://www.icrc.org/web/ eng/siteeng0
-nsffiwplist 128/ 5BA471 F787 461F15C1256B6600608ACF. More Results from: www,

Refugees.org
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menggariskan otoritas UNHCR dalam pengertian yang lebi
komprehensip, dimana diungkapkan bahwa:*' ? g, sk

‘D.ukungan bagi usaha Komisi Tinggi, atas dasar per-
mlnt_aan khusus dari Sekertaris Jenderal atau kompe-
ten_SI dari Badan-badan utama, dan atas kepedulian
dari negara yang berkaitan, dan juga dicatatkan se-
bagalipel.engkap dalam mandat dan keahlian dari
organisasi-organisasi yang relevan, memberikan
bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi orang-
orang tt_arlantar bersama dengan negaranya sendiri
dalam Situasi tertentu meminta keahlian tertentu dari
_Badan Ini, khususnya dimana usaha-usaha tadi da-
pat memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pe-
mecahan masalah pengungsi.’

Dalam melaksanakan sejumiah ke iatan, UNHCR
tuhkan dana operasional sebagaimanagdisebutkan dalr::\r"]nﬂ| elg?elggl
20 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner
for Refugees bahwa dana administrasi Kantor UNHCR ditang-
gung sepenuhnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sum-
bangajn sulfarela dari berbagai donatur yang be;sifat tidak
mengikat. Di antara negara-negara donor terbesar bagi kegiatan

UNHCR ini adal i i i i
it ida ah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggeris

G. PENGUNGSI DI INDONESIA

. Sampai dengan sekarang ini Indonesia masi I i-
fikasi Konvensi tahun 1951 ataupun Protokol tahﬁnqlceglgr;t:riraegl
Status_ Pengungsi. Hal ini perlu sebagai pertimbangan bag%
Pemerintah Indonesia mengingat posisi geografis Indonesia
yang menghubungkan dua benua dan dua samudra. Walaupun
Indoqe§|a bukan tujuan akhir para pengungsi, tapi wilayah yang
luas ini dapat merupakan daerah persinggahan parafpengungsi
Contoh Pulau Galang yang dijadikan tempat pemukiman semen:
tara untuk para pengungsi dari Indo-Cina merupaka{h pengala-
man yang sangat berharga bagi Indonesia dalam membetikan

*'. Dennis McNamara, UNHCR's Prote
Persons, http:www.nrc.no/ global-klp
more results from:www.nrc.no Hal. 2.

- UNHCR, Special Report Comprehensive Plan i
) | ) of Action, The Indo-Chi
and The CPA, Public Information Center UNHCR, Switzerland, 18 9;50 e

ction Mandate in Relation to Internally Displac
! ed
-survey/rights/have/no-borders/ mcnamaref htm
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bantuan terhadap para pengungsi yang berasal dari negara lain.
Disamping para pengungsi dari negara lain, masalah pengungsi
dalam negeri seperti pengungsi Aceh, pengungsi Sambas, pe-
ngungsi Maluku dan mungkin akan masih banyak lagi pengungsi-
pengungsi dari daerah lainnya di Indonesia.

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah sejauh mana
keterikatan Indonesia dalam memberikan bantuan berupa per-
lindungan, perumahan dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan
lainnya kepada para pengungsi yang singgah di Indonesia,
seperti dalam kasus Pulau Galang, mengingat sampai dengan
saat ini Indonesia belum merupakan peserta pada Konvensi
tahun 1951 tentang Status Pengungsi ataupun pada Protokol
tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Permasalahan yang per-
tama ini berkaitan erat dengan kewenangan lembaga-lembaga
internasional seperti UNHCR dalam menangani masalah pe-
ngungsi mengingat batasan pengungsi seperti yang tertuang
dalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 sangat berlainan
sekali. Permasalahan ke dua adalah setelah pasca kejatuhan
rezim Suharto di tahun 1998, banyak sekali terjadi kerusuhan di
dalam negeri dan tingginya tuntutan daerah untuk melepaskan
diri dengan pemerintah pusat, telah menimbulkan kehawatiran
para penduduk dan menimbulkan gelombang perpindahan pen-
duduk secara besar-besaran dari satu propinsi ke propinsi
lainnya yang lebih aman. Arus perpindahan penduduk antar
daerah yang terjadi karena kerusuhan dalam bahasa Indonesia
disebut dengan pengungsi. Permasalahan yang timbul dengan
kasus terahir ini adalah apakah pengertian pengungsi dalam
bahasa Indonesia itu adalah identik dengan pengungsi seperti
yang diatur dalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol Tahun
1967 tentang Status Pengungsi. Juga sejauh mana dan lembaga-
lembaga apa saja yang bertanggungjawab untuk menangani
masalah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan diatas relevan untuk
diajukan mengingat pengalaman Indonesia dalam menangani
masalah pengungsi dimulai sejak kedatangan manusia perahu
asal Vietnam di sekitar tahun 1976, dan yang terakhir mengungsi
dari wilayah Timor Timur pasca jajak pendapat tanggal 30
Agustus 1999° yang mengakibatkan mayoritas masyarakat
Timor Timur memilih merdeka terlepas dari Indonesia.* Se-
dangkan secara internal sampai dewasa ini Indonesia masih

3, East Timor Refugees., dalam http://www.converge.org.nz/pma/etunh-htm
*_ Timor Timur menjadi Negara Timor Leste yang dideklarasikan pada tanggal 20 Mei
2002.
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dihadapkan pada masalah “pengungsi internalidomesti
" e om
disebut dengan istilah internally displaced persons/ IDg:t»'k yang

Menurut Konvensi Tahun 1951 Tentan i
S ang Status Pen
pasal | A (2) memberikan definisi pengungsi yang terjadigsut-:‘l?es-l

littknya’ dan mereka telah berada diluar wilayah ne i
mereka beftempat tinggal, karena mereka %dak ir?;i:na r::g;zg:
patkan perlindungan dari hegara tersebut. Ini adalah landasan
UNHCR untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk
dalam kategori pengungsi atau tidak. '

adalah karena para pengungsi-pengungsi seperti

Sambas n:ngsjh berada dalam wilaygh lgdonegiar.“A/(\j:s;aigggg-’
an seperti ini membuat lembaga internasional, seperti UNHCR
yang selalu bekerja berdasarkan mandat Majelis Umum Perseri-
ka}gn Bangsa_-Bangsa mendapat kesulitan untuk melaksanakan
misi [(emanusnaan, Misi itu baru dapat dilaksanakan'deng'an baik
apabila ada pel_'mintaan dari Pemerintah Indonesia yang dituju-
kan kepad{:l Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemu-
g;\,r;_, gl;jzl!slUmum melalui mandatnya dapat memeri;mtahkan
e i Indonesia untuk melaksanakan“ tugas kemgnusia-

Sulith)}a untuk menempatkan po;sisi ‘
] au : ) pengungsi dalam negeri
di Indonesia juga akan timbu| kalau dikonfrontirgkepada bebgr‘:lr-l
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pa instrumen regional yang ada seperti Organization of African
Unity (OAU) Convention yang menekankan pada “orang-orang
yang pergi meninggalkan negara tempat asal mereka karena
adanya bencana perang saudara, kekerasan, dan juga karena
adanya perang berhak untuk mendapatkan status sebagai pe-
ngungsi di Negara-Negara yang menjadi peserta Konvensi tahun
1951 dengan tidak memperhatikan apakah adanya unsur rasa
takut yang sangat akan persekusi sebagaimana diatur dalam
Pasal | A Konvensi Tahun 1951°. % ,

Usaha terakhir untuk menjustifikasi pengertian pengungsi
yang ada di Indonesia adalah dengan Deklarasi Kartagena™
yang diberlakukan di kawasan Amerika- Latin. Bahwa definisi
pengungsi yang dipergunakan di kawasan harus memasukkan
orang-orang yang pergi meninggalkan negara mereka dengan
alasan jiwanya terancam, keamanan, serta kebebasan karena
adanya kekerasan, agresi pihak asing, konflik internal, pe-
langgaran HAM yang berat, ataupun karena adanya hal-hal lain
sehingga ketertiban umum terganggu. *° Berdasarkan analisa
yuridis tersebut maka jelaslah bahwa definisi pengungsi untuk
pengungsi dalam negeri di Indonesia bukanlah definisi yuridis
yang memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam instrumen-
instrumen internasional dan regional di atas.

Sejauh ini ada pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk
memberikan bantuan terhadap para /nternal Displaced Person
(IDP) di Indonesia yaitu Guiding Principles on Internal Displa-
cement. Sedangkan secara nasional instrumen hukum yang ada
termuat dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 dan Keputus-
an Presiden No.3 tahun 2001. Secara yuridis Guiding principles
-on internal displacement' tidak memiliki kekuatan yuridis yang
mengikat, karena bukan merupakan suatu perjanjian internasio-
nal. Namun demikian karena prinsip-prinsip yang termuat sangat
manusiawi dan universal, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip
yang ada merupakan perwujudan dari kebiasaan-kebiasaan inter-
nasional. Disebutkan dalam prinsip panduan ini mengenai defi-

“. Pasal 1 ayat (2): “owing to extemal aggression, occupation, foreign domi-nation or
events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of

origin or nationality’.
° Cartagena Declaration on Refugees disahkan dalam sebuah koloqium yang berjudul

i
[ 4

“Coloquio Sobre la Protection International de los Refugiados en Américan Central,
México y Panamé: Problemas Juridicos y Humanitarios” yang dilaksanakan di
Kartagena, Kolumbia dari tanggal 19-22 November 1994.

“. Lih. Konvensi Kartagena, /bid.

45
. Lih. Pasal 1 Konvensj Tahun 1951 t
ot entang Status Pengungsi
(s'qu::‘l;efistg 11/ ayat 2 Protocol Relating to the Status of Refu%ees of 31 January 1967
T Www. unhcr.ch/refworld/refworld/ legal/ instrume/asylum/ protebg.htm)
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itu:

..internallly displaced persons are persons or
groups of persons who have been forced or obliged
to flee or to leave their homes or places of habitual
residence, in particular as a result of or in order to
avoid the effects of armed conflict, situations of
generalized violence, violations of human rights or
natural or human-made disasters, and who have not
crossed an internationally recognized State border'.

Berdasarkan pengertian ini, maka pengungsi domestik yang
terjadi di Indonesia memenuhi kriteria seperti yang dimuat dalam
“prinsip-prinsip panduan” ini, dengan demikian berarti penanga-
nannya memiliki dasar internasional. Dengan kata lain, pe-
ngungsi domestik di Indonesia pada dasarnya harus dilindungi
dan diberikan hak-hak yang melekat kepada mereka selama
dalam pengungsian, seperti persamaan derajat, hak dan ke-
bebasan yang sama menurut hukum internasional dan hukum
nasional sama seperti masyarakat lainnya di negaranya. Mereka
tidak boleh dibedakan dengan alasan bahwa mereka adalah
pengungsi.*® Akan tetapi tidak meniadakan pertanggungjawaban
kriminal menurut hukum internasional, terutama berkenaan de-
nga.. yenosida, kejahatan perang dan kemanusiaan (angka 2).
Dengan demikian pemerintah suatu negara mempunyai tugas
dan kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan
kemanusiaan kepada pengungsi domestik dalam batas wilayah
i yuridiksi negara mereka.®'

Palembang, Akhir Agustus 2002

AR.

% Lih. Principle | ayat 1 Guiding principles on internal displacement.
- Lih. Prinsip 3 angka 11 Guiding principles on internal displacement
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A. PENDAHULUAN

yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Refugee Law.

Pemakaian istilah Hukum Pengungsi (Refugee Law) masih
terdapat perbedaan, yaitu tergantung dengan konsteks apa istilah
ini dipergunakan, apakah dalam kaitannya dengan hukum nasio-
nal (Indonesia), hukum internasional ataupun hukum humaniter
internasional.

Pokok bahasan dalam tulisan ini adalah Hukum Pengungsi

Dalam bahasa Indonesia kata refugee diartikan dengan pe-
ngungsi. Namun arti dari kata atau istilah pengungsi dalam baha-
sa Indonesia berlainan dengan apa yang dimaksudkan dalam
Hukum Pengunigsn (Refugee Law), walaupun memiliki beberapa
persamaannya. Selanjutnya pada tingkat internasional, terutama
dalam beberapa instrumen atau konvensi internasional, penger-
tian pengungsi (refugee) telah mengalami perkembangan tergan-
tung dengan situasi dan kondisi setempat. Keadaan ini terjadi se-
jalan dengan tanggungjawab dan peran dari United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam memberikan
bantuan dan perlindungan terhadap mereka yang tergolong da-
lam status pengungsi.

i) Dalam bahasa Indonesia pengertian pengungsi adalah orang-orang yang mening-
galkan tempat asalnya, baik dalam suatu negara yang sama ataupun antar negara.
Sedangkan dalam Hukum Pengungsi (Refugee Law), hanya menunjuk kepada orang-
orang yang meninggalkan Negara asalnya pergi ke Negara lain. Lebih lanjut lihat
pengertian pengungsi secara harfiah, Bagian C supra.

BAB II. Istilah dan Pengertian Pengungsi
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Istilah dan definisi pengungsi (refugee) pertama kali muncul
pada waktu Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai titik
kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa.? Pada saat
itu diperkirakan terdapat tidak kurang dari 1,5 juta pengungsi.®
Dari jumlah tersebut terdapat setengah juta pengungsi Armenia
yang terlantar setelah terjadinya pembunuhan secara besar-
besaran dan pemulangan mereka secara paksa di Turki. Orang-
orang yang terlantar ini mencari tempat pengungsian ke negara-
negara di kawasan Timur Tengah, Uni Soviet dan ke negara-
negara Barat lainnya.

Selanjutnya perang yang terjadi antara Yunani dan Turki juga
memicu terjadinya pengungsian secara besar-besaran penduduk
yang bermukim di wilayah kedua negara. Keadaan semakin tidak
menentu setelah runtuhnya Tsar Russia, Imperium Otoman Turki,
juga sewaktu terjadi perang antara Rusia dan Polandia yang
dikenal dengan sebutan the Russo-Polish War®,

Para pengungsi adalah orang-orang yang sangat miskin dan
tidak dapat mencari penghidupan serta memperbaiki taraf kehi-
dupan mereka tanpa adanya bantuan perlindungan dari negara
dimana mereka berada. Kepergian mereka juga karena terpaksa,
akibatnya mereka tidak dapat mengurus dokumen-dokumen
(surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mere-
ka berjalan melintasi batas negara mereka untuk pergi me-
ngungsi ke negara lain. Keadaan yang sangat sulit dan mem-
prihatinkan ini yang mengilhami timbulnya definisi tentang pe-
ngungsi.® A

Dalam rangka mendapatkan pengertian yang mendalam ten-
tang pengungsi, dalam bagian ini akan dibicarakan pengertian-
pengertian pengungsi baik secara harfiah maupun menurut pen-
dapat para sarjana yang memiliki perhatian terhadap masalah
pengungsi. Selain itu, juga akan dikemukakan pengertian pe-
ngungsi menurut beberapa konvensi atau instrumen internasional
global dan regional yang berkenaan dengan pengungsi.

2 Peter J. Taylor, Political Geography Worid Economy, Nation State and localir}, Es-
sex: Longman,3". Ed.1993 dalam httpz//migration.ucc.ie/ immigration/ what_is_a_re-
fugee. htm.

3, UNHCR, “The Foundation of Refugee Protection”, Information Paper, dalam http:
//migration.ucc.ie/ immigrationlwhat_is_a_refugee.htm. ’ .
‘. Anonim, What is a refugee, dalam: http://migration.ucc.ie/ immigration/what_is_a_re-
fugee. htm.

®. Daniele Joly, Haven or Hell: asylum policies and refugee in Europe, London; Mac-
Millan Press, 1996 dalam http://migration.ucc.ie/ immigration/ what_is_a_ refu-gee.htm
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B. BEBERAPA ISTILAH YANG BERKAITAN DENGAN
PENGUNGSI.

Dalam hukum pengungsi internasional selain istilah pengung- -

si (refugee), juga dikenal istilah-istilah yang lain yang berkaitan
dengan pengungsi, seperti mandat refugees, refugees sur pjace,
stateless persons, statutory refugees, war ref.ugees,. dan displa-
ced persons (orang-orang terlantar). Juga istll'ah lain yang ber:
kaitan dengan pengungsi seperti economic migrant. Berikut ini
akan dijelaskan pengertian dari istilah-istilah tersebut.

1. Migran Ekonomi (Economic migrant):

Persons-who, in pursuit of employment or a bet}er over all
standard of living (that is, motivated by economic consnc!e-
rations), leave their country to take up residence elsewhere’.

2. Pengungsi sur place (Refugees sur place):

A person who was not a refugee when she left her country,
but who became a refugee at a later date. A person becames
a refugee sur place due to circumstances arising in her
country of origin during her absence.

3. Pengungsi Statuta (Statutory refugees):

Persons who meet the definitions of intematior!al instruments
concerning refugees prior to the 16951 Convention are usually
referred to as “statutory refugees.

4. Pengungsi Perang (War refugees)’

Persons compelled to leave their country of origin as a result
of international or national armed conflicts are not normally
considered refugees under the 1951 Conventions gf 1967
Protocol. They do, however, have the protection provided for
in other international instrumens, i.e. the Geneva Convention
of 1949, et.al. In the case of forces invasion and subsequent
occupation, occupying forces may begin to persecute

¢, Stateless Persons, Statutory Refugees, Social Group, UNHCR, UNHCR Statute, War
Réfugees., dalam http:// www.unhrc.org/er/ glossary/glossary/htm
?. ibid.
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segments of the populations. In such cases, asylum seekers
may meet the conditions of the Convention definition’.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud
dengan economic migrant’ adalah orang-orang yang mencari
pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimba-
ngan ekonomi) meninggalkan negaranya untuk bertempat
tinggal dimanapun. Sedangkan yang dimaksud dengan
refugees sur place adalah seseorang yang tidak termasuk
kategori pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi
kemudian menjadi pengungsi. Seorang menjadi refugee sur

place akibat keadaan yang terjadi di negara asalnya selama

dia tidak ada. Akhirnya yang dimaksud dengan war refugees
adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya
akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau
nasional yang tidak dianggap pengungsi biasa menurut
Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi jenis ini
mendapat perlindungan menurut instrumen internasional
yang lain, yakni Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.°

5. Pengungsi Mandat dan Pengungsi Statuta

Dalam pelaksanaan tugasnya, UNHCR sering kali me-
munculkan istilah Pengungsi Mandat dan Pengungsi Kon-
vensi atau Pengungsi Statuta. Istilah-istilah yang dipergu-
nakan itu bukan istilah yuridis. Melainkan sebutan yang di-
pergunakan untuk alasan praktis atau kemudahan saja.
Maksud dari istilah itu adalah sebagai berikut:*®

a. Pengungsi Mandat dipergunakan untuk menunjuk orang-
orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh
UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat
yang ditetapkan.oleh Statuta UNHCR. Istilah Pengungsi
Mandat dipergunakan terhadap para pengungsi yang
berada di bawah kewewenangan atau mandat UNHCR,
seperti: . .

® . Perlindungan yang diberikan sesuai dengan Konvensi IV tahun 1949 tentang
Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang dan Protokol Tambahan | dan Il tahun
1977.

® Enny Suprapto., Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-prinsip Dasar
Hukum Pengungsi, Satu Pengantar., Makalah disampaikan pada Seminar Sehari
mengenai Aspek Hukum Refugees dan Displaced Persons, FH Universitas Bung

Hatta, Padang, 30 Juli 1998, hal 15. Lihat juga ketentuan pasal 1 A (1 dan 2) Konvensi
tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

BAB Il. Istilah dan Pengertian Pengungsi

31

1. Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh
UNHCR, dimanapun mereka berada, sebelum ber-
lakunya Konvensi 1951 pada 22 April 1954 dan/atau
sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober

1967, dan;

2. Orang-orang yang diakui sebagai Pengungsi pieh
UNHCR yang berada di luar Neggra-negara Pihak
pada Konvensi 1951 (sesudah mulai berlakunya Kon-
vensi 1951 sejak 22 April 1954) danlatalri ‘Proltokol
1967 (sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4

Oktober 1967).

b. Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada

na-orang vang berada di dalam wilayah Negara-negara
g;ﬁag pade? }gon?rensi 1951 (setelah mulai berlakunya kon-
vensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan{atal.! Protokol 1967
(sesudah mulai berlakunya protokol inl_ s_ejak. 4 QOktober
1967), yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh Nega-
ra-negara Pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1'967 ber-
dasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan
oleh instrumen-instrumen tersebut.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan Mandat
Refugee (pengungsi mandat) adalah seseorang yang meme-
nuhi kriteria Statuta UNHCR, sebagai pengungsi dan oleh
karenan,~ mendapat perlindungan dari Persgnkatan Bang-
sa-Bangsa, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di
luar Negara Peserta Konvensi 1951 atau Protokol 1967.
Sedangkan yang dimaksud dengan Statutory refugeeg
(Pengungsi statuta) adalah orang-orang yang rpemenuhl
kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen
internasional sebelum tahun 1951.

Jadi antara kedua istilah ini hanya deak_ai Untll:ik mem-
bedakan antara “pengungsi sebelum Konvensi 1951" dengan
"pengungsi menurut Konvensi 1951". Kedua kelompok yang
dalam instrumen-instrumen internasional masuk dal‘am kate-
gori "refugee (pengungsi)® yang mendapat perlindungan
UNHCR.
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‘6. Pengungsi Dalam Negeri (Internally Displaced
Persons /IDPs)

Istilah displaced persons (DPs) digunakan oleh Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa dan UNHCR pertama kali pada tahun
1972 untuk menunjuk orang-orang di Sudan, yang karena
terjadi konflik bersenjata internal di negara itu terpaksa me-
ninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat-
tempat lain yang lebih aman, tetapi masih di dalam wilayah
negara mereka sendiri. Istilah di atas tetap dipakai sampai
tahun 1974. UNHCR mengartikan istilah displaced persons
(DPs) sebagai orang-orang yang karena konflik bersenjata
internal terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk
pergi ke tempat lain yang lebih aman tetapi masih di dalam
wilayah negara mereka sendiri. Sejak tahun 1975 UNHCR
dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memakai istilah displaced
persons (DPs) untuk menunjuk orang-orang yang mening-
galkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat lain yang
dirasanya aman, sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata
di negara asalnya, tetapi yang (sudah) berada di luar per-
batasan negara asalnya. Untuk displaced persons dalam
pengertian semula (tetap masih berada dalam wilayah ne-
gara yang sama), dan untuk itu UNHCR memakai istilah
internally displaced persons (IDPs)"

Istilah displaced persons dalam berbagai resolusi Majelis
Umum tahun 1975 yang memberikan hak kepada UNHCR
untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada orang-
orang terlantar (persons displaced) di luar negara asal yang
tidak dimasukan dalam pengertian pengungsi, tetapi mereka
ditemukan dalam "kondisi seperti pengungsi®, akibat kejadi-
an-kejadian (kadang-kadang sebagai "bencana buatan ma-
nusia) yang timbul dalam negara asal mereka."’

Dalam Guiding Principles on Internal Displacement,
angka 2: pengantar, memuat pengertian dari istilah Internally
Displaced Persons (IDPs) sebagai berikut:

" ...internallly displaced persons are persons or
groups of persons who have been forced or obli-
ged to flee or to leave their homes or placas of

1% Ibid., hal. 17-18

"', Training Module RLD | Juni, 1992 UNHCR., An Introduction to the International
Protection of Refugees., hal. 35.
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habitual residence, in particular as a result of or
in order to avoid the effects of armed conflict,
situations of generalized violence, violatioqs of
human rights or natural or humanmade (j|sas-
ters, and who have not crossed an international-
ly recognized State border’.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud de-
ngan internally displaced persons (IDPs) adala_h orang-orang
atau sekelompok orang yang dipaksa atau diharuskan me-
ninggalkan rumah atau tempat tingg_al merekg, terutama se-
bagai akibat atau disebabkan konflik bersenjata, dalam si-
tuasi terjadi pelanggaran, pelanggaran hak asasi manusia
atau peristiwa alam atau karena perbuatan manusia, dan_tl—
dak menyeberang perbatasan negara yang diakui secara in-
ternasional.

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa istilah
internally displaced persons (IDPs) timbul karena f_adanya
bahaya yang mengancam keselamatan penduduk. Misalnya
karena adanya pertikaian bersenjata, atau karena ban_yaknya
terjadi pelanggaran, pelanggaran hak asasi manusia atau
karena terjadinya bencana alam (natu_ral disaster) seperti
banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Juga karena
bencana buatan manusia (man-made disaster).

Dalam pada itu, perlu dikemukakan bahyva} telah terjadi'
perkembangan dalam penggunaan kata at.au istilah ‘]o_erso_ns
dalam displaced persons (DPs) dan m{erpally c_hsplaced
persons (IDPs) menjadi "people", sehingga istilah-istilah yang
kini dipakai oleh UNHCR adalah ggsplaced peoples (DPs) dan
internally displaced people (IDP).

7. Orang-Orang Tanpa Warga Negara (Stateless Per-
sons)

Dimaksud dengan orang-orang tanpa warga negara atau
stateless persons adalah 'persons who either from bll‘.th' or as
result of subsequent changes in their country of origin are
without c:itizenship'.13 Jadi orang yang termasuk dalam ka-

i

2. UNHCR, The State of the World's Refugees, A Humanitarian Agenda, Oxford Uni-
versity Press, 1997, hal. 6 dan 116-126 dalam: Enny Suprapto., Op.Cit., h_al. 19
'3 Stateless Persons, Statutory Refugees, Social Group, UNHCR ...Op.cit
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tegori statelees persons adalah setiap orang baik sejak ke-
lahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya men-
jadi tanpa kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab
seseorang dapat menjadi tidak bernegara, yaitu sejak lahir
atau akibat perubahan dalam negara asalnya. Upaya inter-
nasional dalam rangka mengurangi “stateless persons"
sudah ada yaitu melalui ‘The Convention on the Reduction of
Statelessnes (1961)." Salah satu bentuk perubahan yang
terjadi dalam suatu negara yang dapat menyebabkan sese-
orang atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraan
adalah peristiwa succession of state atau suksesi negara.
Menurut lan Bronwlie bahwa *State succession-arises when
there is a definitive replacement of one state by another in
respect of sovereignty over a given territory in conformity with
international law.” Untuk menghindari seseorang kehila-
ngan kewarganegaraan dalam peristiwa suksesi negara, Re-
solusi Majelis Umum 55/153 mengenai “Nationality of natural
persons in relation to the succession of States” dalam pasal 1

lampirannya menentukan:

' Every individual who, on the date of the succession
of States, had the nationality of the predecessor
State, irrespective of the mode of acquisition of that
nationality, has the right to the nationality of at least
one of the State concerned...".

Berdasarkan resolusi ini, maka setiap orang yang pada
saat terjadi suksesi negara, berkewarganegaraan dari negara
lama (predecessor state) memiliki hak atas kewarganegaraan

- dari salah satu negara yang -tersangkut. Maksudnya orang
yang bersangkutan dapat memilih kewarganegaraaanya baik
dari negara lama atau negara pengganti (successor state).
Pilihan ini, tentunya untuk menghindari agar seseorang tidak
kehilangan kewarganegaraan dan akan menjadi seorang
“stateless persons’. < ;

%, Lihat lebih lanjut uraian dalam Bab III

*®, Suksesi negara dapat terjadi dalam bentuk: (1) Total dismemberment of an existing

. state; (2) Cession; (3) De-colonization of part of a state; (4) Merger of existing state;
dan (5) Partial cession or annexation of state territory. Lih. lan Brownlie., Principles of

Public Intemational Law., 3rd. Ed. Oxford University Press., 1979, hal 651
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C. PENGERTIAN PENGUNGSI

1. Pengertian secara harfiah

Sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa_
Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilahperggungsn
adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu per-
gi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menye-
lamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman).

Sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti
orang yang mengungsi. Pengungsi politik adalah penduduk
suatu negara yang pindah ke negara lain ka(ena alasan po-
litik, biasanya mereka menganut aliran politik ¥?ng berten-

. tangan dengan politik penguasa negara asainya.

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi
terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (na-
tural disaster) seperti banjir, gempa, gunung meletus, keke-
ringan. Mengungsi juga terjadi bukan karena bencana alam
(non-natural disaster) atau-sering disebut_ bencana buatan
manusia (man-made disaster), seperti konflik bersenjata, per-
gantian rezim politik, penindasan kebebasan 1f_}mdamental:
pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya_. Mengungsi
dapat dilakukan baik dalam lingkup satu wilayah negara
ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan
politik. , »

2. Menurut pendapat para ahli
Beberapa ahli memberikan pengertian pengungsi, antara
lain: ‘

a. Malcom Proudfoot'

Sarjana ini memberikan pengertian. pepgungsi de-
ngan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang

. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, 1985.

"7 Enny Soeprapto, Op éit., ) .
'8, Malcom J. Proudfoot, European Refugees: 1939-52 A Study in Forced Migrartion
Motvement, London: Faber & faber Ltd, 1957, hal. 32 dikutip dalam : ht tp:/migration.
ucc.ie/immigration/what_is_a_refugee. him
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Dunig IIl. Walaupun tidak secara jelas ia memberikan pe-
ngert:ar? tgntang pPengungsi, namun dari komentarnya
dapat ditarik suatu gambaran sebagai berikut:

‘These forced movements, ...were the resylt
of the persecution, forcible deportation, or
flight of Jews and the political opponents of
the authoritarians governments; the tranfe-
rence of ethnic populations back to their ho-
meland or to newly created provinces acqu-
ired by war or treaty; the arbitrary rear-
rangement of prewar boundaries of sove-
reign states; the mass flight of civilians under
the terror of bombarment from the air and
under the threat or pressure of the advance
or retreat of armies over immense areas of
Europe; the forced removal of populations
frpm coastal or defence areas under military
dictation; and the deportations for forced
labour to bolster the German war effort °

Jadi berdasarkan komentar dij atas, bahwa pada Pe-
rang Dunia I, dapat disimpuikan bahwa pengungsi ada-
lah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain aki-
bat ada_nya Penganiayaan, deportasi secara paksa, atauy

Cara sepihak sebelum Perang terjadi; perpindahan pen-
duduk sipil secara besar-besaran akibat adanya sera-
ngan udara dan adanya tekanan atay ancaman dari para
militer di beberapa wilayah di Eropa; pindahan secara
paksa penduduk dari wilayah pantai atay daerah per-
tahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan
tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

Pietro Verri

Sarjana ini_ memberikan definis; tentaf;g refugee
dengan mengutip bunyi pasal 1 UN Convention on the
Status of Refugees tahun 1951 adalah’ [It] applies to any
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person who has fled the country of his nationality to avoid
persecution or the threat of persecution''®

Pengertian ini memperlihatkan bahwa pengungsi
adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya kare-
na adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancam-
an penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi
masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat
disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun
1951.

3. Pengertian Pengungsi Dalam Instrumen Interna-
sional dan Regional

Yang dimaksud dengan instrumen internasional disini
adalah Statute of the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees, yang dikenal dengan sebutan
Statuta UNHCR tanggal 14 Desember 1950; Convention on
the Status of Refugees, tanggal 25 Juli 1951 dan mulai di-
berlakukan tanggal 22 April 1954,° dan Protocol Relating to
the Status of Refugees, tanggal 31 Januari 1967, dan mulai
berlaku tanggal 4 Oktober 1967.2' UN. Protocol Relating to
the Status of Refugees of 31 January 1967, dan UN
Declarartion on Territorial Asylum of 1967.

Sedangkan instrumen regional yang berkaitan dengan
pengungsi adalah the 1928 Havana Convention on Asylum,
the 1933 Montevideo Convention on Political Asylum, dan the

1954 Caracas Convention on Territorial Asylum and Diplo-
matic Asylum, the 1951 Cartagena Declarartion on Refugees.

Berikut ini akan dijelaskan pengertian refugees menurut
konvensi atau instrumen-instrumen internasional di atas.

a. Instrument Internasional

Instrumen Internasional dimaksudkan di sini adalah
ketentuan-ketentuan yang berlaku secara global. Adapun
instrumen dimaksud terdiri dari:

. Pietro Verri, Dictionary of the Intemational Law of Armed Conflict, International
Committee of the Red Cross, Geneva 1992, hal. 96.
- Selannjutnya Convention on the Status of Refugees tahun 1951 itu disingkat

dengan sebutan Konvensi 1951,
', Protocol Relating to the Status of Refugees tahun 1967 ini disingkat dengan sebu-

tan Protokol 1967.
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Selanjutnya dalam fungsi UNHCR sebagaimana
disebutkan dalam Statuta tercermin di definisi yang di-
berikan terhadap pengungsi dan juga tugas-tugas yang
diemban oleh Badan ini. Yaitu memberikan bantuan
serta perlindungan secara internasional  terhadap
orang-orang yang terpaksa pergi meninggalkan negara
asalnya, karena adanya rasa ketakutan yang sangat
akan persekusi. Ketakutan itu bisa didagarkan kepada
ras, agama, kebangsaan, juga mungkin !(arena ke-
anggotaan pada salah satu kelompok.sosml ataupun
karena pendapat politik. Juga mereka tidak dapat atau
tidak bermaksud untuk melindungi diri dari perlin-
dungan negara tersebut, atau untuk'krgmbali, karena
adanya rasa ketakutan akan persekusi.

1. Menurut Statuta UNHCR.

Instrumen ini disahkan oleh Majelis Umum Per-
serikatan Bangsa-Bangsa, dalam Resolusi 428 (V),
bulan Desember 1959. United Nations High Com-
missioner for Refugees (Komisi Tinggi Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi) di bentuk
pada bulan Januari 1951. Secara garis besar Statuta
UNHCR ini terdiri dari tiga bab yaitu: 1. Ketentuan-
Ketentuan Umum, 2. Fungsi UNHCR, 3. Organisasi
dan Keuangan. Dalam Ketentuan-Ketentuan Umum
disebutkan mengenai fungsi UNHCR yaitu:?

\..of providing international protection,
under the auspices of the United Nations,
to refugees who fall within the scope of
the present Statute and of seeking per-
manent solutions for the problem of
refugees by assisiting Governments con-
cemed, private organizations to facilitate
the voluntary repatriation of such re-
fugees, or their assimilation within new
national communities.’

Dalam Statuta menyebutkan paling tidak terdapat
sembilan tugas yang diemban oleh UNHCR dalam
memberikan perlindungan terhadap para pengungsi
yang kalau disimpulkan berbunyi sebagai berikut:

1. to promote the conclusions and ratifi_cation c_)f
international conventions, supervising their
application and proposing amendements; E

2. to promote measures to improve the situ- :
ation of refugees and reduce the number |
requiring protection; 1

Terlihat ada dua tugas umum yang diemban oleh
UNHCR yaitu memberikan perlindungan secara inter-
nasional dan mencarikan penyelesaian yang permanen
terhadap para pengungsi. Juga disebutkan dalam ke-
tentuan itu bahwa misi UNHCR adalah “kemanusiaan
dan sosial” dan “tidak bersifat politik”. Dalam melak-
sanakan tugasnya UNHCR berpedoman kepada kebi-
jakan yang telah diberikan oleh Majelis Umum Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa maupun Badan Ekonomi dan
Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ecosoc). UNHCR
adalah lembaga yang bersifat sementara. ‘Awalnya
dibentuk untuk jangka waktu tiga tahun.® Kemudian
diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun ‘sampai
dengan sekarang ini. - .

3. to assist efforts to promote voluntary repa-
triation or local settlement;

4. to promote the admission of refugees to the
territories of States;

5. to facilitate the transfer of refugee’s assets;

6. to obtain from Governments informatior) con-
cerning refugee numbers and conditions,
and relevant laws and regulations;

7. to keep in tauch with Governments and in-

. Lih. Pasal 1 Statuta UNHCR tergovernments organizations;

2 Lih, Pasal 1 Konvensi Tahun 1951.
%, Training Module...Op cit., hal. 10..
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8. to establish contact with private organiza-
tions;

9. to facilitate the coordination of their efforts.

Aspek penting berkaitan dengan UNHCR ini se-
bagaimana diatur dalam bab tiga dan bab terakhir
Statuta UNHCR adalah berkaitan dengan organisasi
da'n keuangan. Terdapat empat ketentuan yang ber-
kaitan dengan pemilihan, pemilihan dan pengangkatan
para staf, penunjukan wakil-wakil UNHCR dimana para
pen_gungsi itu ditempatkan serta pendanaan untuk
kegiatan-kegiatan UNHCR.

Menurut Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pe-

ngungsi (The 1951 Convention Relating to the Status
of Refugees)

o Seperti telah disebutkan di atas, dalam Konvensi
ini dibedakan dua kategori pengungsi, yaitu "Pengung-
si Mandat' dan "Pengungsi Statuta". Secara umum
pengertian "pengungsi® dapat dilihat dalam ketentuan
pasal | A (2) sebagai berikut: 2

"As a result of events occurring before 1
January 1951 and owing to well founded fear
of being persecuted for reasons of race,
religion, nationality, membership of a parti-
cular social group or political opinion, is out-
side the country of his nationality and is
unable or, owing to such fear, is unwilling to
avail himself of the protection of that country;
or who, not having a nationality and being
o_utside the country of his former habitual re-
sidence as a result of such events, is unable

or, owing to such fear, is unwilling to return to
it'.

Jad.i berdasarkan Konvensi tahun 1951, bahwa pe-
ngungsi adalah orang-orang yang berada diluar ne-
garanya dan terpaksa meninggalkan negara mereka

% Pasal 1 Konvensi Tahun 1951,
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karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal
1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat
akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsa-
an, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau-
pun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi
yang tidak memiliki warga negara, mereka berada di-
luar negara dimana mereka bertempat tinggal sebe-
lumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak
dapat, atau karena adanya rasa takut yang sedemikian
rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara
tersebut.

Dijumpai adanya rasa takut yang sangat akan
persekusi (penganiayaan) berdasarkan ras, agama, ke-
bangsaan, keanggotaan pada salah satu organisasi
sosial ataupun karena pendapat politiknya dijadikan
dasar bagi UNHCR untuk menentukan apakah sese-
orang itu termasuk dalam kategori pengungsi atau
tidak. ’

Selanjutnya Konvensi Tahun 1951 juga mengatur
tentang ‘the exclusions clauses’ dan the cessasion
clauses. Suatu keadaan dimana seseorang tidak da-
pat diberikan status sebagai pengungsi yang termasuk
dalam ‘the exclusions clauses’ yaitu mereka-mereka
yang telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi na-
mun mereka tidak membutuhkan atau berhak untuk
mendapatkan perlindungan.”’ Mereka yang termasuk
dalam kategori ini adalah:

e Orang-orang yang telah menerima perlindungan
atau bantuan dari badan-badan atau lembaga-lem-
baga lain Perserikatan Bangsa-Bangsa selain dari
UNHCR; ‘

77 Kotentuan 'the exclusions clauses’ awalnya diberlakukan untuk para pengungsi
Palestina dan UNRWA (United Nations Reliefs and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East, yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa di bulan Desember 1948 bertugas untuk mengurus para pengungsi yang
berasal dari Palestina, Jordania, Libanon, Syria dan penduduk di wilayah yang
diduduki Israel. Bantuan itu hanya diberikan kepada para pengungsi yang masih
berada dalam kawasan UNRWA. Apabila para pengungsi di atas telah berada di luar
kawasan UNRWA, mereka tunduk kepada ketentuan atau mandat yang telah diberikan
oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada UNHCR.
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* Orang-orang yang telah menikmati hak dan kewa-

jiban yang sama seperti warga negara di negara
dimana dia tinggai;

* Orang-orang yang telah melakukan kejahatan ter-
hadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan
terhadap kemanusiaan:

e Orang-orang yang telah melakukan pelanggaran
yang serius terhadap hukum negara-negara com-
mon law sebelum mengajukan permohonan ke ne-
gara lain untuk mendapatkan suaka (asylum),

e Ataupun orang-orang yang telah melakukan per-
buatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan
dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

The cessasion clauses adalah seseorang tidak lagi
dianggap sebagai pengungsi apabila, misalnya telah
terjadi perubahan politik yang sangat mendasar di ne-
gara asalnya, dan memungkinkan mereka untuk mem-
buat pemukiman baru di negara itu. Contoh penerapan
cessasion clauses ini adalah untuk pengungsi dari
Polandia, Cekoslovakia dan Hongaria.

Perbedaan prinsipil antara dua klausul di atas ada-
lah pada ‘the exclusions clauses’ proses penentuan
status pengungsi baru akan ditetapkan sedangkan pa-
da klausul yang terakhir orang-orang itu telah menda-
patkan statusnya sebagai pengungsi.

Menurut Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang
Status Pengungsi (Protocol Relating to the Status of
Refugees of 31 January 1967).

Dalam Protokol 1967 ini pengertian pengungsi su-
dah diperluas, terlihat dalam Pasal 1 ayat 2 pengungsi
diartikan sebagai berikut: 2

' For the purpose of the present i’rotocol, the
term “refugee” shall, except as regards the
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application of paragraph 3. o'f'ihis Articl_e, mean
any person within the definition of Article 1 of
the Convention ‘as if the words “As a result of
events occurring before 1 January 1951 aqd
..." and the words"... a result of such events: in
Article 1 A (2) were comitted.'

Adanya perluasan mengenai definisi pengungsi se-
perti yang dimuat dalam Konvensi tghun 1951 seba}ga!
akibat adanya kelompok pengungsi baru yang ter!adl
disepanjang tahun 1950 -1960 an, khususnya di Afnk‘a._
Karena itu negara-negara yang ikut dalam protokol ini
menerapkan definisi pengungsi menurut _Konven5|
1951, namun tanpa adanya batasan waklu..tha nega-
ra-negara hanya terikat kepada Protokol saja, mafka ti-
dak mungkin untuk rnerggasukan batasan geografis un-
tuk masalah pengungsi.

4. Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa_ tahun
1967 Tentang Asilum Teritorial (UN. Declaration on
Territorial Asylum 1967). -

Dalam Deklarasi Suaka Territorial tahun 1967 ini
memperluas efektifitas perlindungan ipterqasuonal ter-
hadap para pengungsi. Perlindungan itu @maksuFIkan
untuk mengembangkan instrumen hukum mternasnpnal
untuk para pengungsi dan juga untuk rn_emastlkan
bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan instrumen-
instrumen khususnya yang berkaitan dengan hak untuk
bekerja, jaminan sosial, serta akses .terl_ﬂadap dokumen
perjalanan. UN Declaration on Terntonaji _A;qum 1367
ini hanya terdiri dari 4 pasal. Deklarasi ini, di bagian
Pembukaan, merujuk kepada Pasal 14 Universal De-
claration of Human Rights yang menyatakan bahwa:

*_ Pada waktu Negara-negara menyatakan terikat (acqeding) terhada_p Kohnvdeans:b1e%581_
dan atau Protokol 1967, Negara-negara dapat mengajukan reservar;m ter erln er%ka pee
rapa pasal yang diperkirakan tidak mungkin dapat dlbarlakukgn tert adg;i oieka ke
cuali pasal-pasal : Pasal 1 (definisi pengungsi); Pasal 3 (non-dlsl-':ml'mnkam e amap dar;
agama atau asal negara); Pasal 4 (kebebasan untuk menjalan gn4sag(informa5‘|
kepercayaan; Pasal 33 (prinsip non-refou!qmem}: dap_ Pasal :IB - LU
mengenai legislasi nasional; klausul akhir)(dikutip dari: Training Module.... Op Cit, hal.

9.
;". Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 14 Desember

1967 melalui Resolusi No. 2312 (XXII)

*. Lih. Pasal 1 ayat 2 Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967
dalam: http://www. unhcr.ch/refworld/refworld/ legal/ instrume/asylum/ protebg.htm
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1. jEve_ryone has the right to seek and to en-
Joy in other countries asylum from perse-
cution.

2. This right may not be revoked in the case
of prosecutions genuinely arising from non-
political crimes or from acts contrary to the
purposes and principles of the United Na-
tions.

Deklarasi tahun 1967 juga merujuk kepada Pasal
13 ayat 2 dari Universal Declarartion of Human Rights
yang menyatakan: *Everyone has the right to leave any
country, including his own, and to return to his country’

b. Menurut Instrumen Regional

Ada beberapa instrumen regional yang secara khu-
Sus mengatur tentang pengungsi seperti: :

1. Organization of African Unity (OAU) Convention

Pengesahan terhadap naskah Konvensi OAU®
dilakukan dalam tahun 1969 dengan merujuk kepada
Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi
sebagai “the basic and universal instrument relating
to the status ot refugees”. Jadi definisi pengungsi
menurut OAU masih tetap berpegang kepada definisi
yang diberikan oleh Konvensi tahun 1951 Selanjut-
nya yang merupakan tambahan sesuai dengan ka-
rakteristik di Afrika yaitu orang-orang yang terpaksa
meninggalkan negara-negara mereka karena:**

owing to external aggression, occupation,
fqreagn domination or events seriously distur-
b!ng public order in either part or the whole of
his country of origin or nationality’ :

n _‘f‘erjadmya pengungsian secara besar-besaran penduduk di Afrika akibat ber-
akhimnya era kolonisasi di kawasaan tersebut. Untuk itu, di awal tahun 1963 OAU
menganggap perlu adqnya sebuah Konvensi Regional yang mengatur tentang
Pengungsi yang sesuai dengan situasi khusus yang ada di kawasan itu. Konvensi
pOAU hanya berlaku terhadap para pengungsi yang ada di kawasan Afrika saja.

%, Lihat pasal 1 ayat (2)
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Dengan demikian, orang-orang yang pergi me-
ninggalkan negara tempat asal mereka karena ada-
nya bencana perang saudara, kekerasan, dan juga
karena adanya perang berhak untuk mendapatkan
status sebagai pengungsi di Negara-Negara yang
menjadi peserta Konvensi tahun 1951 dengan tidak
memperhatikan apakah adanya unsur rasa takut
yang sangat akan persekusi sebagaimana diatur
dalam Pasal | A Konvensi Tahun 1951.

2. Menurut Negara-negara Amerika Latin

Instrumen hukum pertama yang dipergunakan
untuk memberikan perlindungan terhadap para pe-
ngungsi adalah the 1928 Havana Convention on
Asylum (Konvensi Havana Tahun 1928 tentang Sua-
ka), the 1933 Montevideo Convention on Political
Asylum (Konvensi Montevideo®Tahun 1933 tentang
Suaka Politik) dan the 1954 Caracas Conventions on
Territorial Asylum and Diplomatic Asylum (Konvensi
Karakas Tentang Suaka Teritorial dan Suaka Di-
plomatik tahun 1954). Kelemahan konvensikon vensi
adalah tidak mengatur tentang peristiwa yang terjadi
di tahun 1970-an dan 1980-an. Karena itu dalam
Deklarasi Kartagena, memuat definisi pengungsi sa-
ma dengan definisi yang ada dalam Konvensi OAU.*

Deklarasi Kartagena® sangat penting, disam-
ping Konvensi Tahun 1951 dan Konvensi OAU, kare-
na telah memberikan rekomendasi, inter alia, bahwa
definisi pengungsi yang dipergunakan di kawasan
harus memasukkan orang-orang yang pergi mening-
galkan negara mereka dengan alasan jiwanya tef-

%, Anonim, What is a refugee, Op Cit.

- Deklarasi Kartagena atau disebut juga dengan Cartagena Declarartion on Refugees
disahkan dalam sebuah kologium yang berjudul “Coloquio Sobre la Protection
International de los Refugiados en Américan Central, México y Panama: problemas
Juridicos y Humanitarios” yang dilaksanakan di Kartagena, Kolumbia dari tanggal 19-
22 November 1994. Deklarasi Kartagena ini telah dipraktekkan oleh sejumlah negara-
negara di kawasan Amerika Latin dan telah diundangkan dalam perundangan nasional
negara-negara di kawasan tersebut. Beberapa organisasi regional dikawasan tersebut
telah menandatangani Deklarasi di atas, seperti, Executive Committee, Organization of
American States (OAS) dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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ancam, keamanan, serta kebebasan karena adanya

! kekerasan, agresi pihak asing, konflik internal, pe-

f | langgaran HAM yang berat, ataupun karena adanya

} hal-hal lain sehingga ketertiban umum terganggu.

‘, Secara lengkap rekomendasi itu dituangkan dalam
poin (3) sebagai berikut: *

_ ‘To reiterate that, in view of the expe-

rience gained from the massive flows of

: refugees in the Central American area, it is
; necessary to consider enlarging the concept
of a refugee, bearing in mind, as far as
. appropriate and in the light of the situation
prevailing in the region, the precedent of the
OAU Convention (article 1, paragraph 2) and
| the doctrine employed in the reports of the
! !n}er—American Commission on Human
‘ Rights. Hence the definition or concept of a
|
|

refggee to be recommended for use in the
region is one which, in addition to containing
the elements of the 1951 Convention and the
1967 Protocol, includes among refugees
persons who have fled their country because
their lives, safety or freedom have been
threatened by generalized violence, foreign
aggression, internal conflicts, massive viola-
tion of human rights or other circumstances
which have seriously disturbed public order'.

D. PERKEMBANGAN KONSEP “PERSONS OF
CONCERN”

Dengan semakin meningkatnya jumlah dan jenis orang-orang
yang terpaksa meninggalkan tempat kediaman atau negara me-
}r{eka.ka_rena adanya peristiwa-peristiwa dalam negeri,' menyebab-

an jenis orang yang mendapat bantuan dan perlind a i
UNHCR telah berkembang melebihi apa yangptela}?%?tge?gpigs
dalam Statuta UNHCR itu sendiri. Orang-orang yang dikategori-
kan dalam pengertian “persons of concern”telah berkembang se-

35 i v
| . Lih. Poin (3) kesimpulan yang dicapai dalam Cartagena Colloguium. dal p:
| www.unhcr.ch/ refwworld/refworld/legal/instrume/ asy!ur?t/can_eng.gtm P
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demikian rupa sejalan dengan kejadian-kejadian yang ada dibe-
lahan bumi. Keadaan ini, tentu saja, berbeda dengan situasi pa-
da waktu UNHCR pertama kali dibentuk pada 1 Januari 1951.%

Tanggapan yang responsif dari masyarakat internasional ter-
cermin dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Per-
serikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Ekonomi dan Sosial (Eco-
soc) Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya terhadap beberapa
kasus pengungsi Afrika yang terjadi di tahun 1960-an. Memban-
jirmya pengungsi Afrika ini sebagai akibat timbulnya konflik ber-
senjata dalam negeri pada negara-negara di Afrika. Sehingga
memerlukan suatu pendekatan yang sedikit pragmatis dalam
menentukan status pengungsi.

Kejadian lainnya adalah kasus pengungsi Cina di Hong
Kong, yaitu arus perpindahan penduduk dari dataran Cina ke
Hong Kong. Maielis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mem-
berikan wewenang kepada UNHCR untuk menggunakan “jasa-
jasa baik” (good offices)nya untuk memindahkan dan mendis-
tribusikan para pengungsi yang tidak termasuk dalam kompeten-
si Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jasa-jasa baik itu diberikan ke-
pada Pengungsi Cina di Hong Kong yang secara yuridis tidak
dapat dianggap sebagai pengungsi.

Perkembangan lain lagi adalah apa yang disebut dengan
istilah “displaced persons’ atau dalam bahasa Indonesia disebut
dengan orang-orang yang terlantar karena adanya huru hara,
ataupun kejadian lainnya sehingga terjadinya migrasi atau per-
pindahan penduduk secara besar-besaran. Teniu saja orang-
orang yang dikategorikan dalam pengertian displaced persons
tidak dijumpai dalam definisi pengungsi yang terdapat dalam
Statuta UNHCR. Namun orang-orang ini tetap menjadi perhatian
dari UNHCR, sehubungan dengan banyaknya istilah muncul da-
lam beberapa resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang disahkan sejak tahun 1975. Resolusi-resoiusi Ma-
jelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan wewenang
kepada UNHCR untuk memberikan bantuan dan memberikan
perlindungan kepada orang-orang yang terlantar (displaced
persons) yang berada di luar negara asalnya namun tidak secara
ketat harus memenuhi kriteria pengungsi, tetapi cukup adanya
“situasi yang seperti pengungsi” (refugee-like situation) dikarena-

% UNHCR dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa No. 319 A (IV) tanggal 3 Desember 1949 yang memutuskan untuk membentuk
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi masalah pengungsi.
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tuk meninggalkan negara asal mereka dilfa_lrenakan adanya
alasan yang sah seperti alasan keadaan politik dan keamanan

j kan adanya bencana yang timbul karena buatan manusia (“man-
| yang tidak memungkinkan disana.

made disaster’) yang terjadi di negara tempat asal mereka.
Istilah-istilah yang demikian ini umumnya dapat difahami karena
sesuai dengan definisi pengungsi yang diatur dalam OAU
Refugee Convention dan Cartagena Declaration.

Peristiwa lain yang dianggap sebagai landmark bagi per-

kembangan istilah pengungsi adalah kasus pengungsi Seme-

nanjung Indo-Cina dan Cyprus setelah peristiwa tahun 1975.

Secara yuridis mereka tidak termasuk dalam kategori pengungsi

1 | ataupun orang-orang yang terlantar (displaced persons). Di tahun

: | 1972, UNHCR diminta oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa, karena memiliki pengalaman dan keahlian di bidang

kemanusiaan, untuk memberikan bantuan terhadap orang-orang

yang terlantar (persons displaced) yang ada didalam wilayah

negaranya. Beberapa bantuan kemanusiaan yang telah dila-

| kukan oleh UNHCR di Bangladesh, Lebanon, Nicaragua, dan
1 Uganda.”

" | UNHCR berfungsi tidak saja memberikan perlindungan dan
' : bantuan terhadap para pengungsi yang melintasi batas wilayah
& | negara mereka, tetapi juga terhadap mereka yang ingin pulang
£ | secara suka rela (returnees) ke negaranya. Disini UNHCR telah
| diminta oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
tetap melanjutkan kerja kemanusiaan sebagai bagian dari
operasi repatriasi sukarela,®®

Berdasarkan beberapa peristiwa di atas, akhirnya sudah ti-
dak dapat dipungkiri bahwa definisi pengungsi sebagaimana
yang diatur dalam Konvensi tahun 1951 ataupun Protokol tahun
1967 sudah tidak dapat lagi menampung arus pengungsi yang
situasi wan sifatnya jauh berbeda dengan keadaan pada waktu
Konvensi ataupun Protokol itu dibuat.

Perluasan definisi pengungsi dan orang-orang yang terlantar
(displaced persons) terlihat pada beberapa instrumen di tingkat
regional. Kriteria pengungsi dan orang-orang yang terlantar juga
telah diperluas pengertiannya dalam beberapa resolusi  Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perluasan pengertian dari
kedua istilah di atas juga terlihat dalam beberapa perundangan
nasional yang memberikan hak tertentu berkaitan dengan hak
untuk masuk ke suatu negara, hak untuk tinggal ataupun hak un-

¥ Training Module, ...Op Cit, hal. 33-34
%, Ibid, hal. 34.
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BAB Ili
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL
PENGUNGSI

Achmad Romsan, SH., MH., LL.M.

A. PENDARHULUAN

adaannya dan terjadi dalam setiap peradaban umat ma-

nusia. Banyak contoh-contoh kasus yang berkaitan de-
ngan pengungsi, baik yang diceritakan dalam ajaran-ajaran aga-
ma, seperti pengungsian umat Israel dari Mesir ke tanah yang
dijanjikan Tuhan pada zaman nabi Musa. Pengungsian Nabi Mu-
hammad SAW beserta para sahabat ke Madina. Bahkan contoh
yang sangat ekstrim adalah terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari
surga ke dunia ini, juga dianggap pengungsi yang pertama di
dunia.' Nabi Isa juga dianggap pengungsi. Dalam agama Hindu
dikenal cerita tentang seorang tokoh bernama Ramayana yang
juga dianggap sebagai pengungsi yang hidup dalam penga-
singan (exile) yang ditinggalkan dalam hutan selama 14 tahun.

M asalah pengungsi adalah masalah klasik, karena keber-

WSt el ettt ..

Pada abad ke 17, dalam sejarah Amerika, perpindahan pen-
duduk dari Inggris ke Amerika dan menempati daerah yang
dikenal dengan nama “New England”, juga merupakan pengung-
si. Perang Balkan (1912-1913) menimbulkan gelombang pe-
ngungsian ke bagian tenggara Eropa. Arus pengungsi ini terus
berlanjut sampai Perang Dunia |. Pengungsi dari Rusia sebanyak
1,5 juta orang, sebagai akibat dari Revolusi Rusia pada tahun
1921. Mereka mengungsi ke negara-negara lain di Eropa. Pe-

', Anne Winslow, Former Editor-in-Chief Carnegie Endowment for International Peace
dalam: Encyclopedia Americana, v. 23 , Grolier Incorporated, 1984, hal. 334
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ngungsi Yahudi Jerman di tahun 1933 sebagai akibat dari

Bangsa-Bangsa yang bernama the UN Relief and Works Agency
bangkitnya faham Nazi di Jerman.

for Palestine Refugees (UNRWA).

Sedangkan pada abad ke 20 terjadi arus pengungsi yang
berasal dari Indo Cina, seperti pengungsi Vietnam, Laos, Kam-
boja yang banyak mencari perlindungan ke Amerika pada waktu
rezim komunis mengambil kekuasaan di negara-negara itu.? Juga
penduduk Cuba yang mengungsi ke Amerika pada waktu Revo-
lusi tahun 1959 yang membawa Fidel Castro memegang tampuk
kekuasaan. Pengungsi Arab Palestina sebagai akibat diakuinya
keberadaan negara Israel tahun 1948. Pengungsi Punjab, Orang
India Delhi, dan orang Pakistan di tahun 1947. Tahun 1971 tidak
kurang 10 juta Pengungsi dari Bangladesh ke India yang terjadi
setelah meningkatnya ketegangan antara Pakistan Barat dan Pa-
kistan Timur (sekarang Bangladesh). Pengungsi Afrika pada per-
tengahan tahun 1960-an. Pada waktu terjadi perang saudara
yang memisahkan El Salvador dan Guatemala tahun 1980-an,
terdapat sebanyak 97 persen rakyat El Salvador dan Guatemala

Sampai dengan tahun 1999 terdapat 3,5 juta orang Palestina
yang berstatus sebagai pengungsi di We;t Bank, Ja;!ur Gaga,
Jordania, Libanon dan Syria. Tahun 1951 dibentuk ijted Nation
High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebaga! badan tam-
bahan (subsidiary organ) dari Mejelis Umum Perserikatan Bang-
sa-Bangsa.’

Secara internasional jumlah pengungsi senantiasa menga-
lami peningkatan dari tahun ke tahun, namun s.eja_k tahun 1951
hingga 2001, jumlah pengungsi terbanyak terjadi pada tahun
1995 sebanyak 27.437.000 dan tahun 1996 gebesgr 26.103.200
orang. Sebagai gambaran jumlah pg,-ngu'ngsg dari tahun 1951
hingga 1 Januari 2001 adalah sebagai berikut:

No Tahun Jumlah
: mengajukan permohonan suaka (asylum) ke Amerika Serikat. 1 1951 1.000.000
: Pengungsi Bosnia dan Kroasia dari Eks Yugoslavia (1992- ) 1960 2.000.000
1995).2 Pengungsi etnis Cina Indonesia pada waktu kerusuhan 3 1961 2.460.207
i bulan Mei 1998. 4 1962 2.370.725
i 2.277.000
. Pada awal abad ke 20, bantuan dan perlindungan yang dibe- g 13% 3.338.700
| rikan oleh masyarakat internasional masih bersifat kemanu- 1997 4.627.035
' siaan.* Langkah-langkah secara internasional baru diberikan atas 7 5.691.900
! nama pengungsi ditetapkan pada masa Liga Bangsa-Bangsa me- 8 1980 8-229-300
] lalui pembentukan lembaga-lembaga internasional untuk urusan 9 1981 9.826.000
pengungsi. Misalnya High Commissioner for Refugees tahun 10 1982 16 375- e
1921 untuk menangani pengungsi Rusia sebagai akibat Revolusi 11 1983 - .800
, Rusia dan pengungsi Armenia; United Nations Relief and Reha- 12 1984 10.882.
: bilitation Administration (UNRRA) tahun 1943 untuk menangani 13 1985 10.506.300
‘ ! tidak kurang 30 juta orang yang terlantar akibat Perang Dunia || 14 1986 11.613.300
g8 | International Refugee Organization (IRO) tahun 1947 untuk me- 15 1987 12.393.300
0| nangani masalah pengungsi dan orang-orang yang terlantar pada 16 1988 13.271.800
, tahun 1946. Tahun 1950 dibentuk Badan Khusus Perserikatan 17 1989 14.778.224
! Yt 18 1990 14.916.498
;' 19 1991 17.209.722
| 20 1992 17.007.483
| %. Special Report: Comprehensive Plan of Aclion: The Indo-Chinese Exodus and the 1993 18.998.777
CPA, UNHCR (t.t) =
%, Sumber tentang pengungsi diambil dari: Encyclopedia Americana, Grolier Incor- 22 1994 23.033.000

porated, 1984., vol 23-334; vol. 1: 578; vol. 2:596, 708, 773, 781; vol. 14; 807; vol.
| 15:540: vol. 16:168; vol. 21:310; vol. 27:469, 529

*, Michel Mousalli, Director of International Protection, Office of the United Nations High
| Commissioner for Refugees, UNHCR Handbook, dalam: hitp://www.unher.ch/refworld/
l !ega!/handbooklhandeng/hbfore-wo.htm.

®. Dikutif dari: Training Module RLD 1 June 1992 UNHCR, An Introduction to the

International Protection of Refugees, hal. 1-10
E‘.FJUNHCH.,Komfensi Pengungsi Tahun 1951 Pertanyaan dan Jawaban Jenewa,hal. 10
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23 1995 27.437.000
24 1996 26.103.200
25 1997 22.729.000
26 1998 22.376.300
27 1999 21.459.550
28 2000 22.257.340
29 2001 21.126.010

Sumber : UNHCR, Mei 2001

Kemudian dalam buku Briefing Papers for Students, The role
of the United Nations in the twenty-first century dimuat 10 kelom-
pok pengungsi terbesar. Kelompok-kelompok pengungsi dimak-
sud seperti terlihat sebagai berikut:”

No. | Negara Asal Negara Tujuan. Jumlah
1. | Afghanistan Iran/Pakistan/India 2.648.000
Iran/Syria/Saudi

2. | Irak :
e Arabia/Eropah Barat 831000
Bosnia dan Yugoslavia/Jerman/Croa
3 | Herzegovina | tia/Swedia/Switzerland Iy
; Ethiopia/Kenya/Yaman/
4.
Somalia Djibouti 525.000
' Tanzania/Republik
oy £ =1
ULt Congo/ Rwanda/Zambia S17000
6. |'Libaria Guinea/Cote d'lvoive/ 487.000

Ghana/Sierra Leone

Uganda/Republik
7. | Sudan Congo/ Athiopia/Kenya/ 351.000
Republik Afrika Tengah

Yugoslavia/Bosnia dan

Croatia Herzegovina 342.000
9. | Sierra Leone | Guinea/Liberia/Gambia 328.000
; Cina/Prancis/Swedia/
10. | Vietnam Switkzerand 317.000

Gambaran di atas, memperlihatkan bahwa negara asal pe-
ngungsi adalah negara-negara dimana sedang terjadi pertikaian
bersenjata (armed conflict), yang mayoritas terjadi di kawasan
benua Afrika, sedikit di Asia dan Eropah. Pada bagian ini akan

7. Diolah qari Unitfzd N{alion., Briefing Papers for Students "We the Peoples” the Role
rcln' Ime United Nations in the Twenty- First Century., United Nations, New York, 2001,
al 225.
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membahas secara panjang lebar masalah-masalah berkenaan
dengan:

e Konsep perlindungan (asylum) dalam beberapa ajaran aga-
ma besar di dunia;

e Sejarah Perlindungan Pengungsi Internasional:
- Dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa,
- Dalam kerangka UNRRA,;
- Dalam rangka /RO,
- Dalam kerangka UNHCRH,

o Perkembangan konsep pengungsi.

KONSEP PERLINDUNGAN (ASYLUM) DALAM
AJARAN BEBERAPA AGAMA DI DUNIA

Dalam kasus exodus umat Nabi Musa dari Mesir ke Pales-
tina, hijrah Nabi Muhamad dan para sahabat dari Mekkah ke
Madina menjelaskan adanya kesamaan dengan kriteria unsur-
unsur yang terdapat dalam definisi pengungsi pada masa kini
yaitu adanya rasa takut yang sangat terhadap persekusi yang di-
berikan oleh penguasa di tempat asal mereka, dengan alasan
ras, agama, dst.® Dari contoh-contoh di atas adanya ide perlin-
dungan (asylum) yang dib~rik=n oleh penguasa setempat ter-
hadap orang-orang asing yang membutuhkan perlindungan di
negara mereka.

Kalau diperhatikan pada masa Perjanjian Lama, ada suatu
tradisi yang berlaku dan diterapkan kepada seorang pembunuh
yang disebut dengan istilah “eye for an eye"9 atau “darah dibalas
dengan darah”. Namun apabila orang yang dituduh membunuh
itu dapat melarikan diri ke daerah yang aman yang dapat
melindunginya, maka penduduk setempat dapat melindungi
orang itu dari tuduhan pembunuhan. '

8 Lih. Pasal 1 A. Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.
°. Bill Frelick, Director of Policy: Entry for the Human Rights Encyclopedia dalam
Worldwide Refugee Information: U.S. Committee for Refugee: Evolution of the Term

‘Refugee’.

' Dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa Yesus Kristus juga bersabda bahwa: “ |
was a stranger, and ye took me in,” so that his followers would consider that feeding
and clothing any stranger was akin to comforting Christ himself (Lih. Matt. 25: 35-45),
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Praktek-praktek di atas kemudian berkembang dimana gereja
dapat memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang
minta perlindungan gereja. Prinsip asylum gereja ini kemudian
dipgrkuat melalui  Council of Sardis di tahun 347 dan diperkuat

‘A church enjoys the right of asylum, so that guilty
persons who take refuge in it must not be taken
from it, except in the case of necessity, without
the consent of the ordinary, or at least of the
rector of the church’ '

Dalam Al-Qur'an prinsip suaka (asylum) diatur secara jelas
dalam Surah Ibrahim dan Surah Al Barrah. Disebutkan dalam
Surah Ibrahim (14) ayat 35. '

"Dan ketika Ibrahim berdoa: Tuhanku! Jadikanlah
negeri ini aman sentosa, dan jauhkan aku dan
anak-anakku dari menyembah berhala’. 12

Disini terlihat bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhan
agar mesjid yang beliau dirikan bersama Nabi Ismail, yang kemu-
dian bernama masjidil Haram di kota Mekkah, merupakan tem-
pat yang aman (asylum) bagi orang-orang yang membutuhkan
perlindungan. Mesjid merupakan tempat yang suci dan rumah
Tuhan, sehingga tidak ada kekerasan terhadap mereka-mereka
yang mencari perlindungan di dalam Masjidil Haram.

Selanjutnya dalam Surah Al-Barrah (Kebebasan ) (IX) ayat 6
Allah SWT berfirman:

:Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik
itu meminta perlindungan kepada engkau, berilah
dia perlindungan, sampai dia mendengar per-
kataan Allah, kemudian sampaikanlah dia ke

tempat yang aman buat dia’’

" The C«_anon, No. 1179, dikutip dari Bl Frelick, Director of Policy: Entry for the
Human Rights Encyc!opedia dalam Worldwide Refugee Information: U.S. Committee
for Refugee: Evolution of the Term *Refugee’. Op Cit.
12 1 '
o Lih. Al-Quran (14: 35)

- Lih. Al-Quram (9:6), penekanan oleh penulis
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Sebetulnya ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran itu (Su-
rah 9:6) berasal dari adat kebiasaan suku Badui pada masa pra-
Islam yang kemudian diresepsi kedalam ajaran Islam karena di-
anggap tidak bertentangan, yaitu untuk memberikan perlindung-
an (asylum/igra) terhadap orang asing selama tiga hari." Kemu-
dian tradisi ini diperluas terhadap orang-orang yang meminta per-
lindungan pada waktu terjadi peperangan sebagaimana disebut-
kan dalam Surat 9 ayat 6 di atas.

Kalau diperhatikan hukum internasional yang mengatur ten-
tang pengungsi ataupun orang-orang yang memerlukan suaka
(asylum) ini masih sangat lemah, walaupun dalam Universal De-
claration of Human Rights tahun 1948 menyebutkan dalam Pa-
sal 14 ayat 1 bahwa "Everyone has the right to seek and to enjoy
in other countries asylum from persecution’."® Kata-kata “enjoy”
(menikmati) tidak jelas apa ukurannya. Namun kelihatannya
dalam Pasal 14 ayat 2 membatasi kata “enjoy” sejauh yang
bukan termasuk dalam kejahatan politik dan kejahatan yang ber-
tentangan dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka perlindungan dapat diminta-
kan. Secara jelas disebutkan dalam Pasal 14 ayat 2 UDHR. 1948
sebagai berikut:

"This right many not be invoked in the case of
prosecution genuinely arising from non-political
crimes or from acts contrary to the purposes and
principles of the United Nations”.'®

*“. Bill Frelick, Director of Palicy: Entry for the Human Rights Encyclopedia dalam
Worldwide Refugee Information: U.S. Committee for Refugee: Evolution of the Term
‘Refugee’., Op Cit.

. Lih. Pasal 14 UNHR 1948. UDHR merupakan instrumen hukum internasional yang
tidak memiliki ketentuan yang memaksa, karena bersifat Deklarasi. Namun memiliki
daya laku berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

'®. Lih. Pasal 14:2 UDHR 1948,
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C. SEJARAH PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTER-
NASIONAL

1. Dalam Kerangka Liga Bangsa-Bangsa

Perang Dunia | (1914-1918), diawali dengan (perang Bal-
kan, (1912-1913) dan akibatnya di Timur Dekat (Near East)
(Perang di Kaukasus, 1918-1921 dan Perang Greco-Turkish,
1919-1922) menimbulkan pergolakan-pergolakan di negara-
negara yang terlibat dalam perang tersebut, terutama Ke-
kaisaran Russia. Sejumlah besar pengungsi (diperkirakan 1-2
juta orang) meninggalkan wilayah Russia menuju ke berbagai
negara yang ada di Eropa atau Asia, Asia Tengah dan Asia
Selatan antara tahun 1918 dan 1922 dan juga tahun-tahun
selanjutnya.'” ‘

Walaupun Liga Bangsa-Bangsa tidak berusia lama
(1920-1946) namun banyak melahirkan instrumen-instru-
men hukum mengenai perlindungan para pengungsi. Pada
masa Liga Bangsa-Bangsa ini justru banyak timbul masalah
pengungsi'®, seperti Pengungsi Rusia tahun 1 922, pengungsi
Armenia (tahun 1924), dan di tahun 1928 timbul lagi masa-
lah pengungsi Assyria, Assyro-Chaldea, Syria, Kurdi dan
Turki.*® Rumusan pengungsi yang dibuat oleh Liga Banga-
Bangsa merupakan penyimpangan terhadap sistem hukum
internasional pada waktu itu yang hanva difokuskan pada
keetnisan dan asal wilayah dari orang-orang yang terlantar
(displaced persons), khususnya mereka-mereka yang tidak
memiliki warga negara. Koreksi yang dilakukan atas pe-
nyimpangan itu adalah dikeluarkannya “Nansen Passport”
untuk kelompok-kelompok nasional yang telah kehilangan

" Gilbert Jaeger., "On the History of the International Protection of Refugees”, IRCRC
September 2001 Vol 83 No. 843., hal. 727 dalam h:!g:f/www.icrci.orgNVeb/Eng/
siteengO.nsf/iwpList128/ 5BA471 F787461F15C1256B6600608ACF ;

- Lih. Waldo Chamberlin, “Leaque of Nations”, Encyclopedia Americana, vol. 17,
Grolier Incorporated, 1984, hal, 111.
"%, Salah satu kelemahan dari Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, yang berbeda dengan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah tidak memiliki ketentuan tentang cara
untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Bab VI tentang
“Penyelesaian Sengketa Secara Damai” diatur dalam Pasal 33-38. Lih: Charter of the
Nations and the Statute of International Court of Justice, United Nations, New York,
Lt)

. Daniéle, Clive Nettleton and Hugh Poulton, Refugee: Asylum in Europe?, London:
MRG, dalam anonim, What is Refugee (http://migration.ucc.ie/ immigration/what
_is_a_refugee.htm)
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perlindungan dari negara asal mereka seperti dalam kasus di
.atas.

Selama periode Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946) berba-
gai badan dibentuk untuk membantu Komisi Agung Pengung-
si; The Nansen International Office for Refugees (1931-
1938), The Office of The High Commissioner for Refugees
Coming From Germany (1933-1938), The Office of The High
Commissioner of The League of Nations for Refugees (1939-
1946) gean Intergovernmental Committee for Refugees (1938-
1947).

Kesadaran masyarakat internasional untuk memberikan
perlindungan dan bantuan dalam menyelesaika_n masalah
pengungsi dimulai sewaktu terjadi revolusi di Rusia d{:\n run-
tuhnya Kekaisaran Otoman yang mengakibatkan terjadlpya
pengungsian secara besar-besaran. Tidak kurang 1, 5 juta
orang Rusia yang mengungsi ke negara lain di Eropa. Untuk
merespon peristiwa itu, tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa
menunjuk Dr. Frijtjof Nansen® sebagai orang pertama yang
menjabat di Komisi Tinggi untuk Pengungsi (High Com-
missioner for Refugees) bertugas untuk mengidentifikasi sta-
tus hukum para pengungsi Rusia, mengorganisir untuk mere-
patriasi mereka ke negara yang mau menerima para pe-
ngungsi Rusia dan juga memberikan pertolongan t%{hadap
mereka melalui bantuan dari “philanthropic agencies’.

Pengungsi Rusia tidak mendapat perlindungan dan. per-
tolongan dari negara-negara dimana mereka mengungsi, ka-
rena tidak memiliki dukumen perjalanan. Agar mereka men-
dapat perlindungan dan pengakuan sebagai pengungsi, kq-
pada mereka diberikan sebuah dukumen perjalanan yang di-
ambil dari nama Dr. Frijtjof Nansen. Dokumen itu disebut de:
ngan nama Nansen Pass ports.?® Badan yang menangani
pengungsi Rusia ini bernama Office of the High Commis-
sioner for Russian Refugees.

) Beberapa usaha Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatasi masalar.l pengungsi ini 'd:
tahun 1938 dengan membentuk Office of the High Commissioner for Russian
Refugees; the International Nansen Office for Refugees; High Commissioner  for
Refugee Coming from Germany; High Commissioner for Refugees di tahun 1938 yang
bemarkas di _ondon; Intergovernmental Committee on Refugee.

% Gilbert Jaeger., Op Cit., hal. 729 T

51 Nansen(1861-1930) adalah seorang ilmuwan, diplomat dan humanitarian ber-
kebangsaan Norwegia

Sl Encyclopedia Americana, vol. 19, hal. 723, Grolier Incorporated, 1984.

% Lih, Encyclopedia Americana, vol. 23, hal. 335, Grolier Incorporated, 1984.
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Tidak lama setelah itu, pada tahun 1924 terjadi arus pe-
ngungsi yang besar di luar Rusia yaitu pengungsi Armenia

yang melarikan diri karena takut akan persekusi di Turki.%®.

Mandat Komisi Tinggi untuk Pengungsi LBB, yang seharus-
nya bekerja untuk tiga tahun, kemudian diperpanjang untuk
kelompok pengungsi Armenia. Kepada para pengungsi Ar-
menia itu diberikan dokumen Nansen Passports.”’ Komisi
Tinggi juga memberikan bantuan terhadap ratusan ribu orang
Yunani dan Turki yang terlantar sebagai pengungsi di tahun
1920-an.*® Dengan kematian Nansen di tahun 1930, Kantor
Komisi Tinggi untuk Pengungsi LBB ini juga menjadi teng-
gelam.

Pada tahun 1931 dibentuk sebuah badan yang mandiri
dibawah kewenangan Liga Bangsa-Bangsa yang bernama
the International Nansen Office for Refugee. Fokus utama
perhatian badan ini adalah untuk memberikan bantuan yang
bersifat kemanusiaan. Badan ini kemudian dihapuskan tahun
1938-an. Pada saat yang bersamaan badan yang menangani
pengungsi dari Jerman, sebagai akibat bangkitnya rezim Nazi
Hitler, High Commissioner for Refugees Coming From Ger-
many juga dibubarkan. Dalam tahun 1938 itu juga Liga
Bangsa-Bangsa membentuk High Commissioner for Refu-
gees dengan kantor pusatnya di London yang merupakan
gabungan dari the International Nansen Office for Refugee
dan High Commissioner for Refugees Coming From Ger-
many. Namun peran High Commissioner for Refugees sa-
ngat terbatas, sehingga tahun 1946 badan ini berakhir.

Seperti disebutkan di atas bahwa di tahun 1938 Liga
Bangsa-Bangsa juga membentuk Intergovernmental Com-

*. Beberapa peristiwa penting tentang pengungsi yang terjadi di dataran Eropa pada
masa Liga Bangsa-Bangsa, misalnya arus pengungsi yang timbul karena Kemenangan
Nazi di tahun 1933.Tidak kurang 10.000-20.000 para imigran yang mendarat dan
dengan paksa dipindahkan ke Polandia. Diperkirakan sampai dengan tahun 1938

terdapat 150.000 pengungsi yang mengalami penderitaan dan diskriminasi. Dian- .

taranya terdapat 126.000 yang mengungsi ke Austria. Hampir setengah juta orang
pengungsi Spanyol terdiri dari penduduk sipil dan serdadu yang melarikan diri ke
Perancis setelah runtuhnya rezim Republikan di Spanyol di tahun 1939. Dari jumlah
terahir ini terdapat 150.000 sampai dengan 200.000 yang dipulangkan. (Lih. Zolberg,
Astride. R., Suhrke, Astri & Aguayo, Sergio, Escape From Violence Confiict and the
refugee Crisis in the Developing World, OxfordUniversity Press, 1989; James
Hatthaway, The Law of Refugee Status,Toronto: Butterworks,1991, dalam: anonim,
What is Refugee (hitp://migration.ucc.ie/ immigration/what_is_a_refugee.htm)

. Kemudian mandat itu juga diperpanjang untuk para pengungsi.

#. Lih. Encyclopedia Americana, vol. 23, hal. 335, Op cit.
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mittee on Refugee. Komisi ini dibentuk sete]ah a}danya kong-
res yang membicarakan masalah pengungsi dari Jermar'i dan
Austria. Kerja Komisi ini diperpanjang untuk menangani ma-
salah segala jenis pengungsi sebagai akibat Perf’:mg Dunia II.
Namun tahun 1947 Intergovernmental Committee on F_?e-
fugee diganti dengan International Refugee Organization

(IRO).

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwg konsep
perlindungan terhadap para pengungsi yang Qiperikan oler!
Liga Bangsa-Bangsa tercermin dalam 'deflms; pengungsi
yang menekankan unsur keetnisan. Mlsallnya da_lgm the
Arrangement relating to the Issue of Identity Certificate to
Russian and Armenia of 12 Magg 1926 yang merumuskan
pengungsi Rusia adalah sebagai:

‘any person of Russian origin who does not enjoy
or who no longer enjoys the protection of the
Government of the USSR and who has not
acquired another nationality ‘.

Sedangkan definisi pengungsi Armenia dirumuskan se-
bagai berikut: *

‘any person of Armenian origin formerly a sybject
of the Ottoman Empire who does not enjoy or
who no longer enjoys the protection of the Gover-
nment of the Turkish republic and who has not
acquired another nationality’.

Konsep perlindungan yang terdapat dalam d!._afinisi—definsi
pengungsi di atas, atau yang diadopsi oleh Liga Bangsa-
Bangsa dalam kurun waktu 1935 dan 1939 hqnya menekan-
kan pada usaha keamanan dan kemanusiaan para pe-
ngungsi,”’ tidak untuk memperbaiki penyimpangan terhadap
hukum internasional pada waktu itu, seperti yang dikatakan
oleh Hathaway: *

#_Antonio Fortin,” The Meaning of "Protection’ in the Refugee Dei.nition”, International
Journal of refugee Law, vol. 12 No. 1, Oxford university Press 2001
30 ; P
. Antonio Fortin,” Ibid. _
*'. Terlihat pada rumusan pengungsi Rusia dan Armenia yang hanya menyebutkan

elnis para pengungsi tersebut _
%, James Hatthaway, The Law of Refugee Status,... Op cit.
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"The substantive scope of this era’s definitions
was defined by an en bloc reference to general,
situation-specific categories of persons affected
by the adverse social or political or phenomena’.

2. Dalam Kerangka UNRRA, IRO dan UNHCR

a.

Dalam Kerangka UNRRA

' United Nations Relief and Rehabilitation Administra-
tion (UNRRA) dibentuk tahun 1943 untuk memukimkan
kembali (resettlement) para pengungsi ke negara asal
mereka sebanyak tidak kurang dari 30 juta orang yang
terlantar akibat Perang Dunia Il. Memukimkan kembali
para pengungsi yang terlantar itu merupakan tujuan
utama dibentuknya UNRRA. Kerja UNRRA semakin sulit,
karena terdapat 12 juta etnis Jerman dari Blok -Timur
yang tidak berkeinginan untuk dipulangkan. Mereka
mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang
k'arena alasan ras, agama atau pendapat politik mereka,
tidak dapat kembali ke negara asal mereka. Namun Uni
Soviet menentang argumentasi itu dan semua orang-
orang yang terlantar itu (displaced persons) harus di-
repatriasi.™ Kesepakatan dicapai kemudian, hanya mere-
I-ga yang memiliki tujuan yang jelas untuk repatriasi yang
tlf:iak dikembalikan. Mandat UNRRA yang mulanya hanya
dibatasi untuk jangka waktu 6 bulan kemudian diper-
panjang kembali.

Dalam Kerangka IRO

The International Refugee Organization (IRO) didiri-
kan_ tanggal 15 Desember 1946 dalam Resolusi 62 (1)
d_arr Majelis Umum PBB, diawali dengan persiapan Komi-
si untuk /RO dari tanggal 14 Juli 1947 sampai dengan 20
Agustus 1948 dan kemudian sebagai suatu organisasi
(IRO) yang lengkap pada bulan Agustus 1948 sampai
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dengan berakhirnya persiapan tersebut pada tanggal 28
Februari 1952.%*

Dibandingkan dengan lembaga-lembaga internasio-
nal sebelumnya, IRO merupakan lembaga internasional
pertama yang menangani masalah pengungsi secara
komprehensif, mulai dari registrasi, penentuan status pe-
ngungsi, repatriasi, sampai ke penempatan kembali pe-
ngungsi. Tugas itu dicerminkan dalam Pasal 2: Func-
tions and Powers, yang berbunyi sebagai berikut:

1. The function of the Organization to be
carried out in accordance with the pur-
poses and the principles of the Charter of
the United Nations, shall be: the repa-
triation, the identification, registration and
classification; the care and assistence; the
legal and political protection; the transport,
and the resettlement and reestablishment,
in countries able and willing to receive
them, of persons who are the concern of
the Organization under the provisions of
Annex 1. Such function shall be exercised
with a view:

a) tn encouraging and assisting in every
way possible the early return to their
country of nationality, or former habi-
tual residence, of those persons who
are the concern of the Organization,
having regard to the principles laid
down in the resolution on refugees and
displaced persons adopted by the Ge-
neral Assembly of the United Nations
on 12 February 1946 (Annex Ill) and to
the principles set forth in the Preamble,
and to promoting this by all possible
means, in-particular by providing them
with material assistance, adequate
food for a period of three months from
the time of their departure from their

— ;
- Goran Melander, “The concept of the term refugee” dalam An

v r na C. Bramwell (ed

Refugfses in the Age_of Total qu, London: Unwin Hyman, hal. 7-14 dalam anongaim)

What is Refugee di situs: http://migration. ucc.ie/immigration/ what_is_a_refugee.htm :
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they are returning to a country suf-
fering as a result of enemy occupation
during the war, and provided such food
shall be distributed under the auspices
of the Organization; and the necessary
clothing and means of transportation:
and

b) with respect to persons for whom
repatriation does not take place under
paragraph 1 (a) of this Atticle to
facilitating:

() their reestablishment in countries
of temporary residence;

(i) the emigration to, resettlement and
reestablishment in other countries
of individuals or family units; and

(iiiy as may be necessary and prac-
ticable, within available resources
and subject to the relevant finan-
cial regulations, the investigation,
promotion or execution of projects
of group resettlement or large-
scale resettlement.

(iv) with respect to Spanish Repu-
blicans to assisting them to esta-
blish themselves temporarily until
the time when a democratic regime
in Spain is established. **°

Konsep perlindungan terhadap kelompok pengungsi
yang memiliki tujuan yang sah untuk mencari negara
pe]{nFiL_Jng dari negara asal mereka yang terdapat dalam
definisi pengungsi dalam Konstitusi /RO berasal dari ke-
tentuan-ketentuan beberapa instrument peng'ungsi se-
belumnya. ;

_Tu;:uan utama dibentuknya /RO adalah untuk mere-
patriasi para pengungsi, namun sebagai akibat dari
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perkembangan politik pasca perang Eropah telah beralih
ke usaha untuk menempatkan para pengungsi. /RO juga
telah mengembangkan ukuran standard yang berkaitan
dengan migrasi dalam jumlah besar, dan hanya akan
dapat dicapai melalui usaha koordinatif dalam kerangka
badan internasional.

Berkaitan dengan usaha itu, banyak negara-negara
beranggapan bahwa repatriasi merupakan cara yang
tepat untuk menyelesaikan masalah pengungsi dari pada
memukimkan mereka kembali. Tentu saja cara terakhir
ini banyak memerlukan dana, pada hal kegiatan /RO
hanya didanai oleh 18 negara dari 54 negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Masalah pengungsi akan tetap ada walaupun mere-
ka dimukimkan kembali, dan langkah-langkah internasio-
nal tetap akan diperlukan untuk membantu mereka. IRO
melaksanakan kegiatannya sampai dengan tahun 1951,
selanjutnya diganti oleh United Nations High Commis-
sioner for Refugees (UNHCR.) Pada masa /RO, dicatat
terdapat pengungsi yang datang dari 30 negara, teruta-
ma Eropa bagian timur. Dari bulan Juli 1947 sampai
dengan Januari 1952, IRO telah memukimkan kembali
sebanyak satu juta pengungsi ke negara dunia ke tiga,
merepatriasi pengungsi sebanyak 73.000 orang dan
mengurus 410.000 orang yang terlantar di negara mei.
ka sendiri.®®

Suatu hal penting dalam pengembangan Hukum
Pengungsi Internasional, /RO telah menetapkan bebera-
pa kriteria pengungsi yang dapat diberikan bantuan dan
perlindungan yang tidak didasarkan kelompok nasional,
mereka adalah ;¥

a. victims of Nazi, Fascist or Quisling (tra-
itor) regimes which had opposed the
Allies;

b. Saar and Sudentenland refugees;

c. Persons considered as refugees before
the outbreak of World War |l for reasons

% Human Rights and Refugees, Human rights Fact sheet No. 20, Printed at United
Nations, Geneva, 1994, hal. 4.
* Training Modul . . . Op cit, hal. 8

%, Lih. IRO Constituion, Article 2: Functions and Powers.
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of‘rgce, religion, nationality or political
opinion;

d. Persons outside their country of nation-
ality or former habitual residence who,"
as a result of events subsequent to the
outbreak of the Second World War, were
unable or unwilling to avail them-selves
of the protection of the Government of
that country;

e. Unaccompanied children who were war
orphans or whose parents had dis-
appeared.

Disamping itu, /RO juga mempunyai kewenangan
untuk membantu “displaced persons” (orang-orang yang
terlantar) yaitu orang-orang yang diharuskan meninggal-
kan negara mereka, diantara mereka ada yang terpaksa
melakukan kerja paksa, sedangkan yang lainnya di-

pu:a'r;gla(gm karena alasan ras, agama ataupun alasan
politik.

3. Dalam kerangka UNHCR

. E_)isebutkan dimuka bahwa United Nations High Com-
missioner for Refugees (UNHCR) dibentuk berdasarkan
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
No. f128 (V), dan kebeiauaannya diakui sejak bulan Ja-
nuari 1951.* Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR
berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ECOSOC. Da-
lam Statuta UNHCR tahun 1950 menyebutkan tentang
fungsi utama UNHCR adalah: ©°

* providing international protection” and
“seeking permanent solution to the' pro-
blem of refugees by assiting Govern-
ments to facilitate the voluntary re'pa-
triation of such refugees, or their assimi-

::. Ibid, hal. 8-9.
- Awal pembentukan UNHCR adalah untuk masa tiga tahun yai i i
) yaitu dari 1 Januari 1951
sampai d!engan 31 .Desember 1953, namun masa kerja itu diperpanjang untuk lima
tahun berikutnya yaitu 1958, 1963, 1968 dan 1973. UNHCR menggantikan IRO (1947-

: ggg; yang juga akhirnya mengambil alih kerja urusan pengungsi dari UNRRA (1943-

*_ Lih. Statuta UNHCR tahun 1950,
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lation within the new national communi-
ties’

Mandat di atas memperlihatkan adanya dua aspek
yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-
pisahkan mengenai tugas UNHCR vyaitu:

1. providing international protection and
2. seeking permanent solution to the
problem of refugees.

Untuk melaksanakan mandat itu, kriteria yang dijadi-
kan ukuran untuk seseorang pengungsi harus dirumus-
kan secara hati-hati, sebagaimana dituangkan dalam Pa-
sal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951: *'

'... is a person who, because of fear of per-
secution arising from his race, creed, or poli-
tical philosophy, is living outside his former
home country and is unable or unwilling to
avail himself of that country's protection.’

Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR
adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan
instrumen hukum internasional untuk kepentingan para
pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat per-
lakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum inter-
nasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk be-
kerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau
memanfaatkan fasilitas perjalanan. *

Fungsi UNHCR dalam mengambil langkah-langkah
internasional adalah melalui koordinasi, membuat liasons
(penghubung) dengan pemerintah-pemerintah, badan
khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM dan organi-
sasi-organisasi antar pemerintah. UNHCR mencari pen-
yelesaian yang permanen terhadap masalah pengungsi

' Lih. Pasal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951. Ketentuan tentang
pengungsi ini kemudian diperluas lingkupnya sebagaimana diatur dalam Protokol
tahun 1967, dan Deklarasi mengenai Teritorial Asylum tahun 1967.

*2. UNHCR berkantor pusat di Genewa dan memiliki tidak kurang 30 kantor cabang
yang tersebar dibeberapa wilayah setrategis. UNHCR bukan badan khusus
Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi bagian integral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Komisi Tinggi dicalonkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
dipilih oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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melalui repatriasi sukarela. Secara umum perlindungan

terhadap para pengungsi adalah: ©

‘The core functions of the Office of the Uni-
ted Nations High Commissioner for Refu-
gees (UNHCR), headed by Mrs. Sadako
Ogata, are those assigned by its 1950 sta-
tute: providing international protection to
refugees and seeking permanent solutions
to their problems. As part of its duty to
ensure that voluntary repatriation schemes
are sustainable, UNHCR has also become
involved in assisting and protecting re-
turnees in their home countries. In recent
years, the General Assembly and the
Secretary-General have called with inc-
reasing frequency on UNHCR to protect or
assist particular groups of internally displa-
ced people who have not crossed an inter-
national border but are in a refugee like
situation inside their countries of origin, as
;»ve]l as other populations affected by con-
lict.!

UNHCR yang melaksanakan fungsi perlindungan in-
ternasional, yaitu mencoba untuk menjamin penghorma-
tan terhadap hak-hak dasar pengungsi, termasuk tang-
gung jawab untuk mencari suaka, dan menjamin bahwa
tidak seorangpun dikembalikan secara paksa ke negara
dimana ia merasa ketakutan atas penyiksaan. Bentuk-
‘b?]n}gk lain dari bantuan yang diberikan UNHCR ada-
ah:

1. help during major emergencies involving the
movement of large numbers of refugees;

2. regular programmmes in such fields as edu- -
cation, health and shelter;

“. Anonim, “Protection and resettlement  of refugees”, dalam: http://

wa.irvl.nevconslitulion-lHO.htrn
- United Nations., Basic Facts About the United Nations., New York, 2000, hal. 254

BAB Ill. Perlindungan Internasional Pengungsi

73

3. assisting to promote the self sufficiency of
refugees and their integration in host coun-
tries;

4. voluntary repatriation;

5. resettlement in third countries for refugees
who cannot return to their homes and who fa-
ce protection problems in the country where
they first sought asylum’.

Dalam membiayai kegiatan kemanusiaan, UNHCR
mendapat bantuan dana dari Perserikatan Bangsa-Bang-
sa, individu pemerintah dan juga sumber-sumber lain.
Jumlah dana yang dibutuhkan untuk tahun kegiatan di-
tetapkan oleh Komisi Eksekutif atas rekomendasi Komisi
Agung adalah berbeda-beda tergantung dengan tingkat
kebutuhan saat itu. Namun beberapa program khusus
yang mendapat bantuan misalnya dalam tahun 1950-an
UNHCR menerima bantuan gran dari yayasan Ford (Ford
Foundation) sebesar 3 juta US$ untuk melaksanakan
proyek dalam bidang ekonomi untuk para pengungsi di
Austria, Jerman, Perancis dan Trieste. Bantuan peru-
mahan untuk para pengungsi di Amerika Latin, Kanada,
dan Australia. °

D. PERKEMBANGAN KONSEP PENGUNGSI

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Liga Bangsa-
Bangsa dalam usianya yang relatif singkat telah banyak mem-
berikan kontribusi kemanusiaan terhadap para pengungsi yang
terjadi di daratan Eropa. Beberapa rekomendasi dihasilkan
melalui persetujuan-persetujuan internasional dan juga konvensi
internasional telah dilaksanakan atas prakarsa Liga Bangsa-
Bangsa. Sangat disayangkan persetujuan-persetujuan interna-
sional dan konvensi internasional itu tidak dapat diterapkan
secara penuh karena minimnya negara-negara yang meratifikasi.
Disamping itu, negara-negara yang meratifikasi instrumen
pengungsi itu juga melakukan reservasi.

“. Anonim, “Protection and resettlement of refugees”, dalam: http:// www.irvl.net/
constitution-IRO.htm

BAB Ill. Perlindungan Internasional Pengungsi



74

Perlu diketahui bahwa persetujuan-persetujuan (Arrange-
ments) yang dibuat itu tidak memiliki kekuatan hukum yang me-
ngikat. Disamping isinya hanya berupa pernyataan politik dalam
bentuk rekomendasi-rekomendasi, juga karena Persetujuan
(Arrangment) itu sendiri bukan bersifat jaw making treaty atau
traitélois.*®

Gambaran umum yang diperoleh dari perkembangan penga-
turan masalah pengungsi sebagaimana diuraikan pada bagian ini
terlihat bahwa penanganan masalah pengungsi pada masa Liga
Bangsa-Bangsa masih bersifat regional, walaupun ada aspek
internasionalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aspek inter-
nasional pada Hukum Pengungsi Internasional pada masa itu
masih bersifat hukum internasional regional. Walaupun demikian,
persetujuan-persetujuan internasional dan konvensi internasional
di atas telah memberikan sumbangan yang besar bagi perkem-
bangan konsep perlindungan terhadap pengungsi.

1. The Arrangement relating to the Issue of Identitiy
Certificates to Russians and Armenian Refugees of
12 May 1926

Perjanjian tahun 1926 mengatur tentang dokumen perja-
lanan untuk pengungsi-pengungsi Armenia setelah Kekaisar-
an Ottoman Turki jatuh. Didalam the Arrangement relating to
the Issue of Identitiy Certificates to Russians and Armenian
Refugees of 12 May 1926 *" pengungsi diformulasikan seca-
ra jelas.”® Sebagai dokumen perjalanan mereka diberikan
Nansen Passport yang diberikan kepada dua kelompok etnis
pengungsi di atas dengan maksud agar mereka mendapat
perlindungan dan perlakuan yang layak di negara dimana
mereka berada. Dua tahun kemudian, melalui Arrangement
of 1928, dokumen Nansen Passport itu, diperluas peng-
gunaannya untuk para pengungsi Assyrians, AssyroChal-
dean dan Turki. Dengan demikian konsep atau pengertian

“8. Mengenai perjanjian internasional yang bersifat “treaty confract"(,ataupun “law-
making treaty”, lih. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Interna ional: Bagian |
Umum, penerbit Binacipta, Bandung, Cet. Pertama 1976, hal 111 7

7. Lih. the Arangement relating to the Issue of Identitiy Certificates to Russians and
Armenian Refugees of 12 May 1926, Perlindungan pengungsi dalam kerangka Liga
Bangsa-Baiigsa dilaksanakan melalui beberapa persetujuan internasional seperti
Arrangements of 5 July 1922, 31 May 1924, dan 12 may 1926, Yang memberikan
definisi terhadap pengungsi Rusia, dan Armenia, yang kesemuanya itu berkaitan
dengan “identity certificate” pengungsi

- Lih. Definisi pengungsi Rusia dan pengungsi Armenia,
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pengungsi itu telah berkembang sedemikian rupa. Yaitu dgri
definisi yang hanya mengatur tentang pengungsi Rusia,
Armenia kemudian mengatur pengungsi Assyrian, Assyro-
Chaldean dan Turki.

2. Convention Relating to the International Status of
Refugees (1933)

Convention Relating to the International Status of Refu-
gees (1933) sangat komprehensif, karena berisik_an ketgn—
tuan yang berkaitan dengan status diri pengungsi, pekerja-
an, hak-hak sosial dan pendidikan. Konvensi ini juga mem-
batasi praktek negara untuk mengirimkan kembali para pe-
ngungsi. Sedemikian baiknya Konvensi tahun 1933 ini se-
hingga menjadi model untuk instrumen-intrumen pengungsi
di kemudian hari, terutama Konvensi tahun 1951.

Sayang sekali Konvensi ini hanya diratifikasi oleh 9 nega-
ra saja termasuk dua negara yang sangat berkuasa pada
waktu itu, yaitu Perancis dan Kerajaan Inggeris. Namun
Ingris tidak terikat dengan paragraf ke dua dari Pasal 3 yang
berkaitan dengan prinsip non-refoulement. Dalam Pasal 3
Konvensi tahun 1933 di atas disebutkan secara jelas seba-
gai berikut:

‘Each of the Contracting Parties undertakes not
to remove or keep from its territory by application
of police measures, such as expulsions or non-
admittance at the frontier (refoulement), refu-
gees who have been authorized to recide there
regularly, unless the said measures are dictated
by reasons of national security or public order.

It undertakes in any case not to refuse entry tp
refugees at the frontier of their countries of ori-

gin.

It reserves the right to apply such internal mea-
sures as it may deem necessary to refugees
who, having been expelled for reasons of
national security or public order, are unable to
leave its territory because they have not
received, at their request or through the inter-
vention of institutions dealing with them, the
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necessary authorizations and visas permitting
them to proceed to other country.'

Convention Concerning the Status of Refugees
from  Germany (1938).

Sebetulnya sebelum tahun 1938 terdapat sebuah Kon-
vensi yang menangani masalah pengungsi Jerman yaitu The
Provisional Arrangement concerning the Status of Refugees
coming from Germany yang ditanda tangani di Geneva
tanggal 4 Juli 1936, kemudian Convention Concerming the
Status of Refugees from Germany yang juga ditanda tangani
di Geneva tanggal 10 Pebruari 1938, Untuk dua perjanjian
internasional ini terdapat Additional Protocol (Protokol Tam-
bahan) yang terbuka untuk tanda tangan di Geneva tanggal
14 September 1939 yang memperluas pengertian pengungsi
termasuk pengungsi Austria.

Terhadap pengungsi dari Jerman dan Austria ini tidak
menerima Nansen Passport sebagai dokumen perjalanan
mereka, namun mereka diberi identity certificate (sertifikat
diri) yang berbeda dengan dokumen Nansen. Baik dalam
Provisional Arrangement of 1936 ataupun Konvensi tahun
1938 tidak memuat prinsip non-refoulement

The Intergovernmental Committee on Refugees
(IGCR).*

Lebih lanjut sebuah instrumen hukum internasional pada
periode di atas yaitu sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh
The Intergovernmental Committee on Refugees (IGCR) yang
disahkan di Evian pada tanggal 14 Juli 1938. Resolusi ini
telah  memberikan perlindungan terhadap para pengungsi
yang masih berada dalam wilayah negaranya dan juga yang

‘telah berada diluar wilayah negaranya namun belum men-

dapat penempatan di negara lain. Disebutkan dalam IGCR: &

'(1) persons who have not already left their
country of origin (Germany, includi.ig Aus-

*._Pada tanggal 30 Juni 1947 IGCR mengakhiri kegiatannya
*_ Dikutif dari Gilbert Jaeger, On the history of the international protection of refugees,
dalam: http://www. icre.org/icreng-nsf/4dc394db., Op Cit.
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tria), but who must emigrate on account of
their political opinions, religeous beliefs or
racial origin, and (2) persons as defined in
(1) who have already left their country of
origin and who have not yet established
themselves permanently elswhere...'

Dengan demikian konsep pengungsi yang sebelumnya
menekankan pada kalimat “harus berada diluar wilayah
nasional mereka” dalam rumusan IGCR telah dirubah dengan
ditambah kalimat “tetapi belum mendapatkan penempatan *.

Konstitusi Organisasi Internasional Pengungsi
(IRO)

Dimuka disebutkan bahwa konstitusi /RO sangat pro-
gresif dalam memberikan definisi pengungsi. Secara jelas
dikemukakan dalam Section A (2) Annex 1 Konstitusi /RO
disebutkan sebagai berikut:

‘the term ‘refugee’ shall apply to any person,
who is outside of his country of nationality or
former habitual residence, and who, as a
result of events subsequent to the outbreak
of the second world war, is unable or
unwilling to avail himself of the protection of
the Government of his country of nationality
or former nationality.’

Para pengungsi yang termasuk dalam pengertian di atas
adalah mereka korban dari Nazi, Fasis, keturunan Yahudi,
orang asing atau mereka yang tidak memiliki warga negara
atau mereka yang menjadi korban dari perang Dunia Il atas
alasan ras, agama, kebangsaan ataupun pendapat politik
mereka merupakan lambang dari peralihan konsep perlindu-
ngan yang sebelumnya berbasis pada konsep humanfte._rfan
ke kriteria-hukum yang berbasis pada diterminisme individu.

Statuta UNHCR
Dalam pasal 1 Statuta UNHCR pengungsi dirumuskan

secara umum sekali. Konsep ini sangat berbeda dengan
pengungsi yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Istilah
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pengungsi yang terdapat dalam Statuta UNHCR mencakupi
mereka yang :

‘As a result of events occuring before 1 January
1951 and owing to well-founded fear of being
persecuted for reasons of race, religion, nationality,
mgnjberships of a particular social group or political
opinion, is outside the country of his nationality and
IS unable, or owing to such fear, is unwilling to avail
himself of the protection of that country; or who, not
having a nationality and being outside the country
of his former habitual residence as a result of such
events, is unable or, owing to such fear, is unwiling
to return to it’.

Dengan demikian, definisi pengungsi dalam Statuta
UNHCR di atas mencakup para pengungsi yang terjadi
sebelum tahun 1951 dan dijumpai adanya rasa takut yang
sangat yang dianggap sebagai unsur penting untuk menen-
tukan status seseorang sebagai pengungsi. Mengenai
definisi ini banyak komentar para sarjana seperti Hathaway®'
ataupun Melander®? yang menganggap bahwa konsep itu
mengandung nuansa politik yang mencerminkan keadaan
negara-negara di Eropa pada waktu itu.

*'. James Hathaway, The Law of refugee Status, ... Op cit, dalam: “What is a
5:’;?efu_gee?" dikutip dari: htip://rnfgration.ucc.ieﬁmmigration/ what_is_a_refugee. htm/

- Géran Melander, “The Concept of the term refugee” dalam Bram;véll, Anna. C. (ed)
n_‘?efugee in the Age of Total War, London: Unwin Hyman, hal. 7-14, dikutip dari: “What

.g?a Refugee?” dalam http:/fmigration.ucc.ie/immigration/ what_is_a_refugee.htmy/., Op
Il
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BAB IV
HUKUM PENGUNGSI
INTERNASIONAL

Achmad Romsan, SH., MH., LL.M.

A. PENDAHULUAN

ukum Pengungsi Internasional (HPI) sering disingkat de-
H ngan sebutan Hukum Pengungsi merupakan cabang dari

Hukum Hak Asasi Manusia (HUkHAM) sama seperti Hu-
kum Humaniter Internasional (HHI). Kedua bidang ilmu hukum
yang terahir ini sama-sama menekankan kepada perlindungan
manusia dalam situasi-situasi yang khusus, seperti pertikaian
hersenjata baik yang bersifat internasional ataupun noninter-
nasional, kerusuhan, ataupun adanya rasa ketakutan yang sa- 2
ngat di negara asal mereka. Dengan demikian antara perlindu-
ngan internasional pengungsi dan hukum pengungsi internasio-
nal memiliki keterkaitan yang erat dengan hak asasi manusia.

Hukum Pengungsi Internasional berusia masih sangat muda,
baru berusia 50 tahunan yang ditandai dengan disahkannya The
1951 Convention Relating to the Status of Refugees adalah awal
dari penanganan masalah pengungsi secara internasional oleh
Perserikatan Banga-Bangsa.' Walaupun keberadaan para pe-
ngungsi itu mencuat dalam agenda Liga Bangsa-Bangsa setelah
Perang Dunia Pertama. Perkembangan Hukum Pengungsi sema-
kin eksis dengan ruang lingkup yang universal setelah diterima-

- Penanganan secara internasional itu juga terlihat dalam rumusan pengungsi dalam
Konvensi 1951 dan juga dalam Statuta UNHCR yang sangat umum dan tidak lagi
didasarkan kepada etnisitas, seperti dalam konvensi-konvensi internasional sebelum-
nya (lih. Pengertian Pengungsi dalam Instrumen linternasional, Bab | poin (3), dan Bab
Il poin C tentang Sejarah Perlindungan Pengungsi Internasional, Inpra.
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nya The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. Ditam-
bah lagi dengan adanya keinginan masyarakat internasional di
beberapa belahan bumi tertentu untuk mengatur masalah pe-
ngungsi yang ada di dalam kawasan mereka, misalnya di Afrika,
? Eropa® dan Amerika Latin.*

Seperti halnya dengan hukum internasional, hukum pe-
ngungsi internasional sebagai sebuah cabang ilmu hukum yang
masih sangat belia keampuhannya masih diperdebatkan.® Ter-
utama jika dihubungkan dengan semakin meningkatnya jumlah
pengungsi dari tahun ke tahun.® Pertanyaan yang diajukan disini
adalah mengapa instrumen pengungsi baik pada tingkat interna-
sional ataupun pada tingkat regional tidak dapat mengatasi ma-
salah pengungsi ?. Terdapat beberapa argumentasi yang dapat
dikemukakan disini antara lain:

a. Bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam suatu nega-
ra, seperti coup d'etat, perang saudara, kerusuhan, dan se-
bagainya merupakan urusan domestik negara itu. Hukum in-
ternasional tidak memilki kewenangan untuk dapat masuk
kedalam jurisdiksi nasional suatu negara, sejauh persoalan

itu belym membahayakan kepentingan masyarakat interna-
sional,

b. Disamping itu, instrumen-instrumen pengungsi di atas tidak
dirancang untuk mencegah terjadinya pengungsi, melainkan
untuk menetapkan standard baku yang berlaku secara inter-

?. Antara lain  Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in
Africa tahun 1969, lih. Bab IV Pengungsi dan hak Asasi Manusia, Supra.

- Antara lain spt. European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees (ETS
No. 031) entered into force April 9, 1960; European Agreement on Transfer of
Responsibility for Refugees (Strasbourg, 16.X.1980).

‘. Seperti Cartagena Declaration on Refugees tahun 1994.

®. Salah satu kelemahan daripada hukum pengungsi internasional, sama halnya
dengan hukum internasional pada umumnya terletak pada daya ikat hukum
internasional itu sendiri yang menekankan Pada moral internasional (lih. J. G. Starke,
Introduction to International Law, Ninth Edition, London, Butten.vnhs, 1984, hal. 17)
®. Misalnya pada tahun 1951 dicatat jumlah pengungsi 1 juta orang dan. di tahun 2001
telah berjumlah 21.126.010 orang. Lih. UNHCR, Konvensi Pengungsi Tahun 1951:
Pertanyaan dan Jawaban, Diterbitkan oleh UNHCR Public Information Section, hal. 10
t.t)

. Sebuah kejadian untuk dapat dikatakan telah mengancam perdamaian dan keama-
nan internasional harus memenuhi ketentuan. Bab VII (Tindakan yang berkaitan de-
ngan Ancaman terhadap Perdamaian, Pelanggaran terhadap Perdaiaman, dan Tin-
dakan-Tindakan Agresi) pasal 39-51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lih,

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, United
Nations, New York, 1994.
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nasional dalam memperiakukan.pengungsi yang ada, atau
yang singgah atau yang tinggal di negara mereka.

c. Faktor lainnya adalah beberapa negara yang telah meratiﬁ-
kasi konvensi masih mereservasi pasal-pasal Konvensi tahun

1951.

d. Konvensi itu sendiri menentukan bfabgrapa pasal-pasalnya
tidak dapat direservasi dan harus d!te(ima secara utuh, se-
perti Pasal 1 tentang Definisi pengungsi, Pasal 3 tentang non
diskriminasi terhadap ras, agama atau negara asal, Pasal 4
tentang Kebebasan menjalankan agama; Pasal 16:1 tentang
Kebebasan ke pengadilan; Pasal 33 tentang non-re;fouimenf
(tidak dipulangkan); dan Pasal 36-46 tentangi énforrnaSI
mengenai perundangan nasional dan klausula akhir.

iingat, walaupun suatu negara yang belum atau bukan
peseijr?e[lk}j\’gnvgnsi tahunp1 951 atau Protokol ta'hun 1967 ataupun
instrumen internasional pengungsi, lidak berarti bahwa negara itu
dapat melepaskan diri dari tanggung ngabnya sebagai anggota
masyarakat dunia dalam menyelesaikan masalah pengungsi.
Ketentuan tentang prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku
secara universal dan diakui oleh bangsa;bangsa yang bergdab
tetap mengikat negara-negara per se. Kalau dlperha.llkan,
beberapa negara penghasil pengungsi terbesar seperti Eaklstan,
Thailand, ataupun Vietnam, walaupun bplum menjadi peserta
Konvensi tahun 1951 bahkan Protokol taiw. 1967 tetap meng-
hormati Konvensi tahun 1951 terutama terhadap ketentuan Pasal
33 Konvensi yang mengatur prinsip non - refoulment.

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM
HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

rtanyaan yang sangat mendasar yang diajukan olgh mere-
ka yF;?\g inygin rrs:engetahui secara mendalam mengenai huku_rn
pengungsi adalah: “Apa itu Hukum Pengungsu Apa—apahsaja
yang diatur di dalam Hukum Pengt_mgsu Sepagal se_bua ca-
bang dari ilmu hukum yang baru lahir dan mas_|h berus_la_sangat
muda, tentu saja definisi yang dikemukakan dibawah ini belum

5 | tahun 1967 tentang Status Pengungsi bahwa_
. Perkembangan baru dalam Protoko i
Negara-negarg dibolehkan melakukan reservasi terhadap pasal-pasal 36-46 Konvensi

tahun 1951 _
?_ Lih. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional
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dapat memberikan kepuasan kepada setiap orang. Walaupun
demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa Hukum Pe-
ngungsi Internasional itu adalah sekumpulan peraturan yang
diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen internasional
dan regional yang mengatur tentang standar bakuy perlakuan ter-
hadap para pengungsi.” Instrumen-instrumen internasional dan
instrumen regional yang dimaksud dalam definisi di atas adalah:

a. Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951:
b. Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi:
C. Instrumen lain yang memiliki daya laku internasional seperti:

* The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless
Persons;

e The 1961 Convention on the Reduction of Stateless Per-
sons;

* The Geneva Convention of 1949 Relating to the Protec-
tion of Civilian Persons in Time of War;

e The 1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions
of 12 August 1949;

* The 1967 United Nations Declarartion on Territorial Asy-
lum dan

* I=ztrumen regional tentang Pengungsi seperti  Afrika,
Eropa, dan Amerika Latin.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dari instrumen-
instrumen di atas paling tidak terdapat lima prinsip umum yang
berkaitan dengan Hukum Pengungsi Internasional yang perlu
diketahui, seperti prinsip suaka (asylum), non ekstradisi, non-
refoulment, hak dan kewajiban negara terhadap para pengungsi,
kemudahan-kemudahan (facilities) yang diberikan oleh negara-
negara yang bersangkutan terhadap pengungsi. ' '

Bab |

» Dikutip dari: Training Module RLD 1 June 1992 UNHCR, An Introduction to the
International Protection of Refugees, hal. 17.

- Lih. Asylum dalam lan Brownlie, Principles of Public International Law, Third Edition,
The English Language Book Society and Oxford University Press, 1979, Chapter XVI:
Diplomatic and Cosular Relations,
dungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi, Suatu
Pengantar”, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari mengenai Aspek Hukum

hal. 344-361, juga lih. Enny Soeprapto, “Perlin-
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j j he Status of
. The 1951 Convention Relating to 1 ;
: Refugees dan The 1967 Protocol Relating to the
Status of Refugees

ij i ing-masing instrumen

Sebelum dijelaskan mengenai masing masing ins
di atas, secara garis besar antara Konvensi tahun 1951 t_‘Ja?
Protokol tahun 1967 mengandung tiga ketentuan dasar yaitu:

i definisi sia-
. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengap
4 p\a saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengung-
si.

tatus hukum pe-

b. Ketentuan yang mengatur tentang s k
ngungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pe-
ngungsi di negara dimana mereka menetap.

i i an ins-

c. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapar .

trumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif
maupun diplomatik.

i i tahun 1951 (The
1.1 Konvensi tentang Status Pengungsi
1951 Convention Relating to the Status of Refugees)

ensi tahun 1951 tentang Status P_engungs[ di-
sah}é\?lnvtanggal 28 Juli 1951 oleh United Nations
Conference of Plenipotentiaries on.the Status of Refu-
gees and Stateless Persons yang dikuatkan dengan Re-
solusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa rI:.Io.
429 (V) tanggal 14 Desember 1950. Kc_)nvensl tahun
1951 ini mulai berlaku pada tanggal ?2 April 1954 sesuai
dengan ketentuan Pasal 43 Konvensi.

ra garis besar Konvensi tahun 195_1, tel’dll‘ll dari
46 pi‘;;? dag 7 Bab, merupakan perjanjian mternaspngl
bersifat multilateral yang memuat tentang prinsip-prinsip
hukum internasional penting. Misalnya Pasal 33. tentang
prinsip non-refoulement.” Konvensi juga menjelaskan
mengenai beberapa kelompok orang atau golongan yang

Refugees dan Displaced Persons, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang,

30 Juli 1998. 3 ; : R
12} Prinsip non-refoulement merupakan inti dari Konvensi Tahun 1951 ba p

ngungsi tidak boleh dikembalikan atau dipel_’]akukﬁn secara tidak benar dan dikirim ke
suatu negara dimana keselamatan mereka tidak dijamin.
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tidak berhak memperoleh perlindungan Konvensi. Be-
berapa hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang pe-
ngungsi dirinci secara jelas.' Ditekankan disini bahwa
seorang pengungsi berkewajiban untuk patuh dan taat
kepada peraturan dj negara mana ia ditempatkan. '

Konvensi tahun 1951 ini lebih maju dibandingkan de-
ngan instrumen-instrumen pengungsi lainnya, misalnya :

a. Pasal 1 yang memuat tentang definisi pengungsi.
Definisi ini dirumuskan sangat umum sekali.

b. Konvensi ini memuat pPrinsip non-refoulement yang
diatur dalam Pasal 33.

¢. Konvensi ini menetapkan standard minimum tentang
perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak-hak
dasar yang harus dimiliki oleh pengungsi serta kewa-
jiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang pe-
ngungsi.

d. Konvensi mengatur tentang status yuridis pengungsi,

hak untuk mendapat pekerjaan dan kesejateraan
lainnya

e. Konvensi ini mengatur tentang Kartu Tanda Penge-
nal (KTP), dokumen perjalanan, tentana naturalisasi

serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah admi-
nistrasi lainnya,

f. Konvensi menghendaki agar Negara bekerja sama
dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya,

serta memfasilitasi tugas Supervisi dalam penerapan
Konvensi.

. Misalnya hak untuk menetap hak-hak lainnya seperti diatur dalam : (Pasal 4
tentang kebebasan untuk menjalankan agama mereka masing-masing; Pasal 3 hak
untuk mendapat perlakuan yang sama; Pasal 10 hak tentang kelangsungan tempat
tinggal; Pasal 13 Hak untuk memiliki benda bergerak dan tidak bergerak; Pasal 14 hak
atas Karya Seni dan hak Industri; Pasal 15 hak untuk berserikat, hak untuk
mendapatkan keadilan (Pasal 16), dst.

" Lih. Pasal 2: Kewajiban-kewajiban Umum, Konvensi Tahun 1951 tentang Status
Pengungsi ;
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1.2. The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees

Protokol tentang Status Pengungsi tahun 1967‘ ini di-
maksudkan untuk mengatasi persoalan pengungsi yang
terjadi setelah Perang Dunia Il, terutama pengungsi yang
timbul karena konflik politik di Afrika di tahun 1.9.5_0-an
dan tahun 1960-an. Kelompok pengungsi bar‘u ini jelas
tidak termasuk dalam pengertian pengungsi menuu_'ut
Konvensi tahun 1951 yang lebih menekank.an pada keja-
dian sebelum 1 Januari 1951. Karena itu, dlrasakan perlu
untuk membuat Konvensi tahun 1951 dapat diterapkan
untuk semua situasi pengungsi. Untuk itulah maka Kon-
vensi tahun 1951 yang memberikan batasan waktu (date-
line) dan wilayah (geographical limitation) u_ntuk peng-
ungsi yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januanl 1951 atau
kejadian yang terjadi di Eropa atau dimana saja'sebelur_n
1 Januari 1951 diganti. Protokol tahun 1967 lebih memi-
liki karakter universal.

Protokol tahun 1967 merupakan independent instru-
ment. Artinya Negara boleh ikut serta padq Protokol tan-
pa harus menjadi Peserta pada Konvensi tahun 1951.
Walaupun demikian bagi negara-negara yang 'telah men-
jadi Peserta pada Konvensi atau Protokol tidak dapat
mereservasi beberapa pasal yang terdapat dalam:

a. Pasal 1 (definisi pengungsi).

b. Pasal 3 (non-diskriminasi terhadap ras, agama atau-
pun negara asal). _ _

c. Pasal 4 (kebebasan untuk menjalankan ajaran aga-
ma).

d. Pasal 33 (non-refoulement). . _

e. Pasal 36-46 (tentang in}‘_grmas: perundangan nasio-
nal; ketentuan penutup).

Dengan adanya Protokol tahun ‘1 9{37 jurr_llah negara
yang ikut serta 1pada Protokol menjadi menmgkgt lebih
dari 100 negara'® dibandingkan denggn KonvgnSI tahun
1951 yanj hanya enam negara saja yang ‘||$u.t serta
meratifikasi sampai dengan tahun 1954. Situasi ini dilihat

°. Reservasi terhadap Pasal-pasal 36-46 diperbolehkan menurut Protokol tahun 1967.
'® Training Module ... Opcit, hal. 20.
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pada tggas yang disebabkan oleh Statuta UNHCR vyaitu
mengajak negara-negara untuk ikut serta pada instrumen
internasional perlindungan pengungsi dan juga menga-
wasi jalannya Konvensi.

2. Instrumen Internasional Lainnya

Yan_g dimakst_Jd dengan instrumen internasional disini
agglgh Instrumen internasional tentang pengungsi yang me-
miliki lingkup internasional, seperti:

2.1. The Convention Relating to the Status of Stateless Per-
sons (1954);

2.2, (;Fgg”Convention on the Reduction of Statlessness

2.3. The. F_ourth Geneva Convention Relative to the
Protection of Civilian Persons in Time of War (1949);

2.4, ('l;geé?l)Jnited Nations Declarartion on Teritorial Asylum

2.1. The Convention Relating to the Status of Stateless
Persons (1954)"7

_ Konvepsi yang mengatur tentang orang-orang yang
tidak mem_tliki warga negara ini disahkan melalui sebuah
konperensi yang dihadiri oleh wakil berkuasa penuh ne-
gara-negara pada tanggal 28 September 1954 melalui
sebuah Resolusi Dewan Sosial dan Ekonomi Nomor 526
(XVIl) tanggal 26 April 1954 dan diberlakukan pada
tanggal 6 Juni 1960, sesuai dengan ketentuan pasal 39
Konvensi. Secara lengkap Konvensi tahun 1954 inj ber-

nama Convention Relating to the Status . of Stateless
Persons. }

Konvensi tahun 1954 inj merumuskan mengenai
standar perlakuan yang harus dilakukan oleh negara ter-
hadap orang-orang yang tidak memiliki -warga negara.

7 Sumber: http://www.law-enforcement-forum, dk.
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Perlakuan yang diberikan adalah sama dengan mereka
yang termasuk dalam kelompok pengungsi.

Dasar pertimbangan disahkannya Konvensi tahun
1954 ini adalah orang-orang yang tidak memiliki warga
negara itu adalah manusia yang memiliki dan harus me-
nikmati hak-haknya sebagai manusia. Kebanyakan da-
lam kasus ini yang banyak menjadi orang-orang yang
tidak memiliki warga negara adalah para pengungsi.
Berdasarkan hal itulah maka perlu untuk mengaturnya
dalam sebuah persetujuan internasional sehingga status
orang-oran9 yang tidak berkewarganegaraan ini dapat
diperbaiki " dan setidaknya memiliki hak yang sama
dengan pengungsi.

Konvensi tahun 1954 ini tediri dari 42 pasal yang
termuat dalam enam Bab. Beberapa pasal yang perlu
diketahui seperti pasal 1 a/ang memberikan rumusan
tentang “stateless person” kewajiban umum yang ha-
rus dipatuhi oleh mereka,?® hak asasi yang melekat kepa-
da dirinya sebagai manusia, seperti hak untuk tidak di-
perlakukan secara diskriminatif,?' hak untuk menjalan-
kan agama dan pendidikan agama kepada anak-anak
mereka,” hak kelangsungan tempat tinggal,®® hak untuk
memiliki benda-benda bergerak dan tidak bergerak,®* ter-
masuk juga hak atas karya seni dan hak milik industri,?®
hak untuk berserikat,®® hak untuk mendapatkan peker-

*°. Lih. Pembukaan Konvensi Tentang Status Orang-Orang yang Tidak Memiliki Warga
Negara (Convention Relating to the Status of Stateless Persons. ) tahun 1954.

. Article 1 berbunyi: *For the purpose of this Convention, the term “stateless person”
means a person who is not considered as a national by any State under the operation
of its law'.

. Pasal 2 Konvensi tahun 1954 mengatur tentang Kewajiban-Kewajiban Umum
bahwa: "Every stateless persons has duties to the country in which he finds himself,
which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to
measures taken for the maintenance of public order.’

*. Pasal 3 Konvensi tahun 1954 menyebutkan: *The Contacting States shall apply the
provisions of this Convention to stateless persons without discrimination as to race,
religion or country of origin.’

. Pasal 4 Konvensi tahun 1954 mengatakan bahwa: "The Contracting States shall
accord to stateless persons within their territories treatment at least as favourable as
that accorded to their nationals with respect to freedom to practise wneir religion and
freedom as regards the religious education of their children.’
°. Lih. Pasal 10 Konvensi Tahun 1954
. Pasal 13 Konvensi Tahun 1954
. Pasal 14 Konvensi Tahun 1954
#. Pasal 15 Konvensi Tahun 1954

PN
=

5
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2.2.

jaan dan hidup yang layak.?’ Hak dibidang kesejah-
teraan,*® misalnya perumahan, pendidikan umum, kebe-
basan untuk bergerak. Negara peserta Konvensi tahun
1954 juga diharuskan menerbitkan kartu identitas terha-
dap orang-orang yang tidak memiliki warga negara yang
ada di negaranya, juga termasuk dokumen perjalanan.
Konvensi ini juga mengatur tentang para pelaut (seamen)
yang tidak memiliki warga negara.

Konvensi tahun 1954 in hanya berlaku terhadap
orang-orang yang pada saat itu belum menerima bantu-
an perlindungan darj lembaga-lembaga atau badan-ba-
dan PBB lainnya.? Juga Konvensi-ini tidak berlaku ter-
hadap orang-orang yang telah diakui sebagai warga oleh
sebuah badan yang berwenang dalam negara itu, se-
hingga orang itu memiliki hak-hak dan kewajiban yang

sama dengan warga negara di negara jty.*°

The Convention on the Reduction of Statlessness
(1961)*

Konvensi ini disahkan pada tanggal 30 Agustus 1961
melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa No. 896 (IX) tanggal 4 Desember 1954. Konven-
si tahun 1961 terdiri darj 21 pasal. Secara garis besar
mengatur tentang Pengurangan terhadap jumlah orang-
orang yang tidak memiliki warga negara di dalam wilayah
Negara Pihak dengan memberikan status kewarganega-
raan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu.
Pemberian status kewarganegaraan itu merupakan suatu
kewajiban yang diberikan oleh Konvensi tahun 1961 de-
ngan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku
di negara itu.

Suatu hal yang patut diketahui adalah terhadap
anak-anak yang lahir dari orang-orang yang tidak me-
miliki status warga Negara di atas sebuah kapal laut; pe-
Sawat udara dianggap lahir di dalam wilayah ‘Negara

¥ Pasal 17-19
*. Pasal 20-24

. Pasal 1 ayat
*_ Lih. Pasal 1
*'. Sumber: UN
Rights

Konvensi Tahun 1954

Konvensi Tahun 1954

2 (i,ii) Tahun 1954

ayat 2 (i, i), Konvensi tahun 1954,

Document Serjes Symbol: ST/HR/, Secretariat Center for Human
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bendera di negara mana pesawat atau kapal ity di-
daftarkan.®* Konvensi ini juga mengatur tentang hilang-
nya status kewarganegaraan dari orang-orang yang _tldak
memiliki warga negara melalui perkawinan, berahirnya
perkawinan atau karena mendapatkan status kewarga-
negaraan lain. *

i i to the
2.3. The Fourth Geneva Conven_tlor} Relative
Protection of Civilian Persons in Time of War (1949).

Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 196_&9 mengatur
tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada wak—
tu terjadi perang. Konvensi ini merupakan Konvensi ke-
empat dari tiga Konvensi Jenewa lainnya yang mengatur
tentang perlindungan terhadap korban perang. Indo-
nesia telah meratifikasi keempat Konvensi Jenewa tahun
1949 melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958
(Lembaran Negara Tahun 1958 No.109).

Berkaitan dengan pengungsi diatur dalam Bagiar] I'l
berjudul "Aliens in the Territory of a Party to fhe_Qonflrct.
Pasal 44 disebutkan bahwa negara yang bertlkgr itu tidak
boleh memperlakukan para pengungsi yang tld?.k men-
dapatkan perlindungan dari satu negara seperti musuh
dari negara mana ia bermusuhan. Secara jelas disebut-
kan dalam Pasal 44 sebayai oerikut:

‘In applying the measures of control mentioned in
the present Convention, the Detaining Power she}ll
not treat as enemy aliens exclusively on the basis
of their nationality de jure of an enemy Stgte,
refugees who do not, in fact, enjoy the protection
of any government.’

Perlindungan terhadap para pengungsi dgn orang-
orang yang tidak memiliki warga negara yang tidak men-
dapat perlindungan dari salah satu negara pada waktu
terjadi pertikaian bersenjata juga diatur dalam Protocols
Additional to the Geneva Conventions of_ 12 August 1949
(protokol Tambahan terhadap Kon‘\fenSI Jenewa tahun

* Pasal 3 Konvensi tahun 1961.
33 H
. Pasal 5 Konvensi tahun 1961. . )
* Lih. The Geneva Conventions of August 12, 1949, International Committee of the

Red Cross, ICRC Publication.
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2.4.

1949). Protokol ini kadang disebut juga dengan The Pro-
tocol Additional of 1977 (Protokol Tambahan tahun 1977)
tepatnya dalam pasal 73.

Article 73- Refugees and stateless persons.

‘Persons who, before the beginning of hostilities,
were considered as stateless persons or refugees
under the relevant international instruments ac-
cepted by the Parties concerned or under the
national legislation of the State of refugee or Sta-
te of residence shall be protected persons within
the meaning of Parts | and Il of the Fourth Con-
vention, in all circumstances and without any
adverse distiction.’

Terhadap para pengungsi dan orang-orang yang
tidak memiliki warga negara termasuk orang-orang yang
dilindungi (protected persons) menurut ketentuan bagian
| dan bagian Il Konvensi Jenewa 1V, sejauh orang-orang
itu memenuhi kriteria instrumen internasional dimana
Negara itu menjadi Peserta ataupun sesuai kriteria hu-
kum negara tersebut.

The United Nations Declaration on Teritorial Asylum
(1967)

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Sua-
ka Teritorial disahkan dengan suara bulat oleh Majelis
Umum perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 14 Desem-
ber 1967 melalui Resolusi 2312 (XXIl) dan hanya terdiri
dari empat pasal saja.

Tujuan dari pada Deklarasi ini adalah untuk meme-
lihara perdamaian dan keamanan internasional, meng-
embangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bang-
sa dan untuk menyelesaikan masalah-masalah interna-
sional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya ataupun
yang bersifat kemanusiaan dan didalam mengembang-
kan dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental untuk semua orang tanpa didasarkan pada
perbedaan ras, seks, bahasa ataupun agama. Olet kare-
na itu, berkaitan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi
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Manusia, dimana dalam pasal 14* dan pasal 13%* dise-
butkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan
perlindungan di negara lain karena adanya persekusi dan
juga merupakan hak setiap orang-untuk kembali dan per-
gi meninggalkan negaranya, maka disahkanlah Deklarasi
Suaka Teritorial ini. Deklarasi Suaka Teritorial ini sangat
penting mengingat di antara para pengungsi itu mungkin
saja terdapat orang-orang yang mencari suaka (asy/um
seekers).

Pemberian asylum oleh suatu Negara, dalam rangka
pelaksanaan kedaulatannya sebagai sebuah negara
yang berdaulat. Namun hak untuk mendapatkan asylum
itu tidak dapat diberikan apabila sipemohon (asylee)
melakukan tindak pidana kejahatan terhadap per-
damaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap
kemanusiaan

Bila Negara mengalami kesulitan untuk memberikgn
suaka kepada pemohon, maka Negara baik secara in-
dividu ataupun secara bersama-sama ataupun melalui
Perserikatan Bansga-Bangsa akan mempertimbangkan,
dalam semangat solidaritas internasional, Ian%gah-lang-
kah untuk meringankan beban negara tersebut.

Selanjutnya Deklarasi tahun 1967 di atas menen-
tukan bahwa para pemohon suaka itu tidak boleh dito_lak
di perbatasan, ataupun apabila ia telah memasuki wila-
yah suatu negara untuk memohon suaka dipulangkan
secara paksa ke Negara dimana ia mungkin akan me-
ngalami persekusi, kecuali dengan alasan keamanar!
nasional ataupun untuk menyelamatkan bangsa, seperti
dalam hal a mass influx of persons.39

Selanjutnya terhadap orang-orang yang telah men-
dapat suaka tidak boleh melakukan kegiatan yang ber-

%, Article 14 UDHR 1948: (1) Everyone has the right to seek and to fen]oy in other
countries asylum from persecution; (2) This right may not be invoked in the case of
persecutions genuinly arsing from non-political crimes or from acts contrary to the
Esurposes and principles of the United Nations. i 3

. Article 13 (2) UDHR 1948: "Everyone has the right to leave any country, including
his own, and to return to his country”
¥, Pasal 1 Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967.
¥ Pasal 2 (2) Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967
*_ Pasal 3 (1) Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967
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tentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan
Bangsa-Bangsa. *°

. Instrumen Regional Tentang Pengungsi

Pada tingkat regional khususnya untuk kawasan Afri-
ka, Eropa dan Amerika Latin terdapat beberapa instru-
men pengungsi yang diberlakukan di kawasan tersebut.
Misalnya untuk kawasan Afrika terdapat sebuah instru-
men yang bernama Konvensi Organisasi Uni Afrika yang
mengatur tentang aspek khusus masalah pengungsi di
Afrika yang diberi nama The OAU Convention Governing
the Specific Aspects of Refugees Problems in Africa
yang disahkan di dalam tahun 1969. Deklarasi ini sangat
penting untuk kawasan itu, karena memberikan perumus-
an yang sangat luas tentang pengungsi *' yang sesuai
dengan karakteristik yang ada di kawasan itu.

Sedangkan untuk kawasan lainnya seperti Eropa ter-
dapat beberapa instrumen yang kesemuanya itu dituju-
kan untuk perlindungan para pengungsi. Misalnya pada
Dewan Eropa (Council of Europe) instrumen penting an-
tara lain: Agreement on the Abolition of Visas for Refu-
gees (1959); Agreement on the Transfer of Respon-
sibility for Refugees (1980); Resolution on Asylum to Per-
sons in danger of Persecution (1 9R7): Recommendation
on the Harmonization of National Procedures Relating to
Asylum (1981); Recommendation on the Protection of
Persons not Formally Recognized as Refugees under the
1951 Convention (1984). Masih di kawasan Eropa ter-
dapat beberapa ketentuan atau instrumen pada tingkat
Masyarakat Eropa (European Community) seperti : Re-
gulation No. 1408/71 on Social Security of Migrant Wor-
kers; Dublin Convention (1990); Schengen Agreement
(1990). '

Selanjutnya untuk kawasan Amerika Latin, ketentuan
yang sangat populer mengatur tentang asylum adalah
Cartagena Declarartion (1984) serta beberapa instrumen
lain yang mengatur tentang asylum diplomatik dan asy-

' Pasal Il

. Pasal 4 Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967
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lum teritorial. ** Berikut ini akan dijelaskan secara satu
persatu mengenai instrumen-instrumen pengungsi se-
perti yang telah disebutkan di atas.

3.1 Kawasan Afrika

Convention Governing the Specific Aspects of
Refugees Problems in Africa disahkan di Addis Aba-
ba tanggal 10 September 1969 dalam Sidang Luar
Biasa Keenam Kepala Negara dan Kepala Peme-
rintahan. Lahirnya Konvensi ini karena banyaknya
pengungsi yang timbul di kawasan itu setelah tahun
1951 sebagai akibat gejolak politik dalam negeri
negara-negara di Afrika. Karena itu, sidang luar bisa
kepala negara dan kepala pemerintahan yang ber-
temu di Addis Ababa berusaha mencari solusi terbaik _
untuk mengurangi penderitaan dan kesedihan yang
dialami oleh para pengungsi Afrika.

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan pende-
katan kemanusiaan dengan memperhatikan bebe-
rapa ketentuan yang umum atau yang khusus telah
diberlakukan di kawasan itu seperti Konvensi tahun
1951 tentang Status Pengungsi, Deklarasi tentang
Asylum Teritorial tahun 1967.

Beberapa ketentuan yang sangat penting dalam
Konvensi Organisasi Uni Afrika yang mengatur ten-
tang aspek khsusus masalah pengungsi di Afrika
adalah ketentuan Pasal 1 yang memperluas penger-
tian pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi
tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Tambahan pe-
ngertian pengungsi itu terlihat dalam pasal 1 ayat 2.
Yang menekankan pada pengungsi yang terjadi aki-
bat adanya agresi, pendudukan, dominasi asing atau
peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terganggu-
nya ketertiban umum baik di sebagian atau di seluruh
wilayah negara.”® Pasal 1 ini juga mengatur tentang

*2. Dikutip dari: 7 raining Module RLD 1 June 1992 UNHCR,... Op Cit. hal. 22

. Bunyi lengkap pasal 1(2) Protokol tahun 1967: "The term “refugee” shall also.apply
to every person who, owing to external aggression, occupation, foreign dominatloq or
events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin
or nationality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek
refuge in another place outside his country of origin or nationality’.
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penﬂungsi yang memiliki beberapa kewarganegara-
an.

Pasal lain yang dianggap penting yaitu Pasal 2 yang
mengatur tentang asylum yang didasarkan pada
unsur perdamaian dan kemanusiaan dan bukan se-
bagai tindakan permusuhan oleh negara lain. Selan-
jutnya apabila para pengungsi itu tidak mendapatkan
hak untuk tinggal, maka terhadap yang bersangkutan
itu harus diberi tempat tinggal sementara di negara
pemberi asylum mana dia pertama kali memper-
lihatkan dirinya sebagai pengungsi. *°

Disamping pasal-pasal di atas, pasal 3 mengatur
tentang larangan untuk melakukan kegiatan subver-
sif, kegiatan yang bertentangan dengan hukum ne-
gara dimana dia mengungsi dan juga perbuatan lain
yang bertentangan dengan ketertiban umum mas-
yarakat. Para pengungsi juga diwajibkan untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pe-

*, Secara lengkap berbunyi sebagai berikut: *In the case of a person who has several
nationalities, the term “ a country of which he is a national’ shall mean each of the
countries of which he is a national, and a person shall not to be deemed to be lacking
the protection of the country of which he is a national if, without any valid reason based
on well-founded fear, he has not availed himself of the protection of one of the
countries of which he is a national availed himself of the protection of one of the
countries of which he is a national.

. Aticle 2 Asylum: (1) Member State of the OAU shall use their best endeavours
consistent with their respective legislations to receive refugees and to secure the
settlement of those refugees who, for well-founded reasons, are unable or unwilling to
return to their country of origin or nationality. (2) The grant of asylum to refugees is a
peaceful and humanitarian act and shall not be regarded as an unfriendly act by any
Member State. (3) No person shall be subjected by a Member State to measures such
as rejection at the frontier, return or expulsion, which would compel him to return to or
remain in a territory where his life, physical integrity or liberty would be threatened for
the reasons set out in Article 1, paragraphs 1 and 2; (4) Where a Member State finds
difficult in continuing to grant asylum to refugees, such Member State may appeal
directly to other Member States and through the OAU, and such other Member State
shall in the spirit of African solidarity and international co-operation take appro-priate
measures to lighten the burden of the Member State granting asylum; (5) Where a
refugee has not received the right to reside in any country of asylum, he may be
granted temporary residence in any country of asylum in which he first presented
himself as a refugee pending artrangement for his resettlement in accordance with the
preceding paragraph; (6) For reasons of security, countries of asylum shall, as far as
possible, settle refugees at a rasonable distance from the frontier of their country of
origin.’
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runcingan permusuhan antara dua Negara Anggota,
baik melalui pers ataupun radio.

Pasal 4 mengatur tentang prinsip nondiskrimina-
si’ yang harus diperhatikan oleh Negara Anggota
OAU terhadap para pengungsi yang ada di wilayah
negara mereka. Ketentuan ini sama dengan keten-
tuan dalam instrumen pengungsi lainnya.

Tak kalah pentingnya adalah pasal 5 yang me-
ngatur tentang repatriasi sukarela. Ditentukan bahwa
pemulangan para pengungsi ke negara asal mereka
tidak boleh dilakukan dengan paksa. Negara asal pe-
ngungsi harus menerima para pengungsi yang pu-
lang dengan sukarela itu dengan menyediakan fasili-
tas pemukiman dan memberikan hak dan kewajiban
yang sama seperti warga lainnya. Para pengungsi
yang pulang itu tidak boleh dihukum. Lengkapnya pa-
sal 5 itu adalah sebagai berikut:

Article 5
Voluntary Repatriation

1. The essentially voluntary character of repartiation
shall be respected in all cases and no refugee shall
be repartiated against his will.

2. The country of asylum, in collaboration with the
country of origin, shall make adequate arrangements
for the safe return of refugees who request repa-
triation.

3. The country of origin, on receiving back refugees,
shall facilitate their resettlement and grant them the
full rights and privileges of nationals of the country,
and subject them to the same obligations.

4.  Refugees who voluntarily return to their country shall
in no way be fenalized for having left it for any of the
reasons giving rise to refugee situations. Whenever

“. Article 3 (Prohibition of Subversive Activities): (1)Every refugee has duties to the
country in which he finds himself, which require in particular that he conforms with its
laws and regulations as well as with measures taken for the maintenance of public
order. He shall also abstain from any subversive activities against any Member _Siale qf
the OAU; (2) Signatory States undertake to prohibit refugees residingl in their
respective territories from attacking any State Member of the OAU, by any activity likely
to cause tension between Member States, and in paticular by use of arms, through the
press, or radio. .

. Lih. Pasal 4 Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in
Africa (1969)
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necessary, an appleal shall be made through national
information media and through the Administrative
Secretary-General of the OAU, inviting réfugees to
return home and giving assurance that the new
circumastances prevailing in their country of origin will
enable them to return without risk and to take up a
normal and peaceful life without fear of being
disturbed or punished, and that the text of such
appeal should be given to refugees and clearly
explained to them by their country of asylym.

5. Refugees who freely decide to return to their
homeland,a s a result of such assurance or on their
own initiative, shall be given every possible assistan-
ce by the country of asylum, the country of origin,
voluntary agencies and international and intergovern-
mental organizations, to facilitate their return.

Juga perlu diketahui dalam Konvensi tahun 1969 ini
adalah ketentuan tentang dokumen perjalanan yang harus
dikeluarkan oleh Negara Anggota terhadap para pengung-
si. Ketentuan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki da-
lam Konvensi tahun 1951.® Disamping itu Konvensi tahun
1969 ini juga merupakan konvensi regional yang sangat
efektif dan merupakan tambahan terhadap Konvensi tahun
1951 tentang Status Pengungsi. *°

101

a). Agreement on the Abolition of Visas for Refugees
(1959)

Perjanjian ini diberlakukan pada tanggal 9 April
1960. Secara garis besar mengatur tentang kemu-
dahan-kemudahan yang diberikan oleh Negara
Anggota Perjanjian terhadap para pengungsi yang
berada di dalam wilayah negara mereka sejauh
pengungsi itu memiliki dokumen perjalanan yang
dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Konvensi
tentang Status Pengungsi tanggal 28 Juli 1951
ataupun Perjanjian tentang dikeluarkannya Doku-
men Perjalanan untuk Pengungsi tanggal 15
Oktober 1946. Kemudahan yang diberikan antara
lain mereka tidak diharuskan memiliki visa untuk
memasuki Negara Anggota Persetujuan. Keten-
tuan tentang visa ini hanya berlaku selama masa
tiga bulan kunjungan. Sehingga untuk mereka yang
menginginkan kunjungan melebihi ketentuan yang
ditetapkan mereka harus mengajukan permohonan
visa masuk.*’

b). European Agreement on Transfer of Responsibility
for Refugees (1980)
3.2. Kawasan Eropa
Persetujuan Eropa tentang Pengalihan Tang-
Untuk kawasan Eropa terdapat banyak sekali instru- gungjawab terhadap Pengungsi ini di sahkan di
men pengungsi yang dapat dijadikan landasan dalam Strasbourg pada tanggal 16 Oktober 1980. Per-
memberikan perlindungan terhadap para pengungsi. Instru- setujuan ini bertujuan di samping untuk menga-
men itu dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu ins- linkan tanggung jawab terhadap para pengungsi
trumen pengungsi yang dikeluarkan oleh Dewan Eropa dan yang telah tinggal selama dua tahun di dalam
Masyarakat Eropa. wilayah Negara Anggota Persetujuan untuk dipin-
dahkan ke negara lain,”' juga untuk meningkatkan
1. Dewan Eropa (Council of Europe) persatuan dan kesatuan negara-negara Eropa.*
Paling tidak ada lima buah instrumen yang dapat . Untuk sampai pada pengalihan ke negara lain
dijadikan pegangan terhadap pengaturan masalah pe- itu, dokurpen perjglanan yang d|m|I|k'l oleh para
ngungsi. Instrumen itu adalah: . ' pengungsi harus diperpanjang atau d|_perbaharuu
oleh Negara pertama dimana pengungsi bertempat
tinggal. Para pengungsi itu tidak dapat disuruh
L “. Lih. Pasal 6: Travel Documents, Convention Goveming the Specific Aspects of % Lih. Pasal 1 ayat 1-2 European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees
Refugees Problems in Africa £‘1959) entered into force April 9, 1960. o
¥, Lih. Pasal 8: Cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner - Lihat Pasal 2 ayat 1 European Agreement on Transfer of Responsibility for
for Refugees. 5szeﬂfgees; (1980) _ ‘
- Lih. Dasar Pertimbangan Persetujuan.
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untuk meninggalkan negara ke dua sekedar untuk
mendapatkan izin perpanjangan ataupun pemba-
haruan terhadap dokumen perjalanan yang mereka
miliki.

Resolution (14) 1967 Asylum to Persons in daﬁger

of Persecution

Resolusi ini disahkan oleh Deputi para Menteri
pada tanggal 29 Juni 1967. Dasar pertimbangan
yang dirujuk dalam resolusi ini adalah:

e Recommendation 293 (1961) of the Assembly
on the right of asylum;

* Recommendation 434 (1965) of the Assembly
on the granting of the right of asylum to Eurpe
. refugees;

¢ Article 3 of the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms.

Terdapat empat rekomendasi yang dituangkan
dalam Resolusi No. 14 tahun 1967 di atas, yaitu:

1. They should act in a particular liberal and
humanitarian spirit in relation to persons who seek
asylum on their territory;

2. They should, in the same spirit, ensure that no one
shall be subjected to refusal of admission at the
frontier, rejection, expulsion or any other measure
which would have the result of compeling him to
return to, or remain in, a territory where he would be
in danger of persecution for reasons of race,
religion, nationality, membership of a particular
social group or political opinion; :

3. If, in order to safeguard national security or protect
the community from serious danger, .a member
Government contemplates taking measures which
might entail such consecquences, it should, as far
as possible and under such conditions as it may
consider appropriate, accord to  the individual
concerned the opportunity of going to a country
other that where he would be in danger of
persecution;
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4. Where difficulties arise for a member State in

consequence of its action in accordance with the
above recommendations, Government of other
member States should, in aspirit of European
solidarity and of common responsibility in this field,
consider individually, or in-cooperation, particularly
in the framework of the Council of Europe,
approaproate measures in order to overcome such
difficulties.

Recommendation No. R (1981) 16 on the
Harmonization of National Procedures Relating to
Asylum.

Rekomendasi ini  disahkan oleh Kepanitiaan
para Menteri tanggal 5 November 1981 dalam Si-
dang Deputi para Menteri yang ke 339, dengan
maksud untuk mengharmoniskan ketentuan per-
undang-undangan nasional dari negara-negara
anggota Dewan Eropa dalam menetapkan pro-
sedur dalam pemberian suaka kepada para pen-
cari suaka.

Rekomendasi ini berisikan sepuluh prinsip ya-
ng harus dipatuhi oleh negara anggota Dewan
Eropa, misalnya dalam prinsip 1 "The decision on
an asylum request shall be taken only bv a rentral
authority’. Jadi yang menentukan untuk memberi-
kan suaka terhadap para pemohon suaka adalah
kewenangan pusat.*®

Beberapa dasar pertimbangan Rekomendasi
di atas yang dijadikan rujukan seperti Pasal 15
Statuta Dewan Eropa. Juga memperhatikan tujuan
dibentuknya Dewan Eropa adalah untuk mening-
katkan persatuan diantara negara-negara Eropa.
Juga Konvensi tentang Status Pengungsi tahun
1951 beserta Protokol tahun 1967 tentang Pe-
nentuan Status Pengungsi.

Memperhatikan sikap kemanusiaan dari nega-
ra anggota Dewan Eropa terhadap para pencari

. Lih, Recommendation No. R (1981) 16 on the harmonization of national procedures

rela!ing_to asylum.
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suaka serta komitmen mereka terhadap prinsip
non-refoulment seperti tertuang dalam Resolusi
(67) 14 mengenai pemberian suaka terhadap
orang-orang yang dalam bahaya persekusi.

Recommendation on the Protection of Personsnot
Formally Recognized as Refugees under the 1951
Convention (1984).

Direkomendasikan kepada seluruh negara
anggota Dewan Eropa bahwa tidak seorangpun
yang boleh ditolak permohonannya di perbatasan
wilayah, dipulangkan ataupun dengan cara lain
yang dapat membuat para pemohon itu di kem-
balikan atau tetap berada dalam wilayah di mana
dia merasa terancam akan perkusi karena alasan
ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam sa-
lah satu kelompok sosial ataupun karena pendapat
politik mereka. Terhadap mereka ini harus me-
ngajukan permohonan apakah orang itu diakui atau
tidak sebagai pengungsi menurut Konvensi tahun
1951 atau Protokol 1967. Secara lengkap reko-
mendasi itu berbunyi adalah sebagai berikut: **

"Recommends that governments of member sta-
tes, without prejudice to the exceptions provided
for in Article 33, paragraph 2, of the Geneva
Convention, ensure that the principle according to
which no persc.. s.ould be subjected to refusal of
admission at the frontier, rejection, expulsion or
any other measure which would have the result of
compelling him to return to, or remain in, a territory
where he has a well-founded fear of persecution
for reasons of race, religion, nationality, member
ship of a particular social group or political opinion,
shall be applied regardless of whether this person
has been recognized as a refugee under the
Convention relating to the Status of Refugees of 28
July 1951 and the Protocol of 31 January 1967".

2. Masyarakat Eropa (European Community)

Disamping beberapa instrumen yangr dikeluarkan

oleh Dewan Eropa di atas, masih terdapat beberapa

*. Lih. Recommendation No. R (1984) 1 on the Protection of Persons Satisfying the
Criteria in the Geneva Convention who are not Formally Recognized as Refugees.

Bab IV. Hukum Pengungsi Internasional

105

ketentuan atau instrumen pada tingkat Masyarakat
Eropa (European Community) yang berkaitan dengan
masalah pengungsi seperti:

a). Regulation No. 1408/71 on Social Security of Migrant
Workers;

b). Dublin Convention (1990) dan

c). Schengen Agreement (1985).

Secara garis besar instrumen di atas mengatur ten-
tang tanggungjawab negara anggota dalam menen-
tukan kriteria tentang permohonan suaka apabila si pe-
mohon telah memasuki satu atau beberapa Negara
Anggota Masyarakat Eropa. Ketentuan ini secara tegas
di atur dalam Dublin Convention tahun 1990. Demikian
halnya dengan Schengen Agreement yang ditanda
tangani oleh negara-negara Benelux tahun 1990 isinya
hampir sama dengan Dublin Convention tahun 1990.
Berikut ini akan dijelaskan ketentuan di atas.

a). Regulation No. 1408/71 on Social Security of
Migrant Workers

Council Regulation (EEC) No. 3811/86 tanggal
11 Desember 1986 tentang jaminan sosial ter-
hadap para pekerja, orang-orang yang bekerja
sendiri termasuk anggota keluarga mereka yang
pindah ke wilayah negara Masyarakat Eropa telah
mengamendemen Regulation No. 1408/71 on So-
cial Security of Migrant Workers dan Regulation
(EEC) No. 574/72 yang menggariskan tentang pro-
sedur untuk menerapkan Regulation (EEC) No.
1408/71.

b). Dublin Convention (1990)

Lengkapnya Konvensi Dublin ini berjudul
Convention determining the State responsible for
examining applications for asylum lodged in one of
the Member States of the European Communities
ditandatangani di Dublin pada tanggal 15 Juni
1990. Konvensi ini menetapkan beberapa kriteria
yang harus diterapkan dalam memeriksa permo-
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honan suaka. Kriteria itu sebagaimana diatur da-
lam Pasal 3 ayat 2, lengkapnya sebagai berikut:

¢ If the applicant for asylum has a family member
who has been recognized as having refugee status
within the meaning of the Geneva Convention in a
Member State, and is legally resident there, that
slate will be responsible, provided the person
concerned so desires (Article 4);

. If the applicant is in possession of a valid residence
permit, the Member State which issued it will be
responsible for examining the application for
asylum (Article 5(1));

* If the applicant is in possession of one or more
valid visas or visas that have expired, the Member
State that issued itthem will be responsible for
examining the asylum application (Article 5(2) to

(4

. If it can be proved that the applicant for asylum
irregularly crossed the border into a Member State
by land, sea or air, having come from a non-
member state, the Member State thus entered will
be responsible, unless the applicant has been
living in the Member State where the application for
asylum was presented for at least six months
before making the application (Article 6);

*  The Member State responsible for controlling the
entry of the alien into the territory of the Member
States will be responsible for examining the
application for asylum unless the alien first entered
a Member State where the visa obligation is
waived, before presenting an application for asylum
in another Member State where the visa obligation
is also waived (Article 7);

. If none of these criteria applies, the first Member
State in which the application for asylum is lodged
is responsible for examining it (Article 8);

e However, any Member State, even if it is not
responsible under the criteria laid down"in the -
Convention, may, for humanitarian reasons, exa-
mine an application for asylum at the request of -
another Member State, provided that the applicant
so desires (Article 9).

Selanjutnya dalam Bagian 3 paragraf 4 (Con-

tents) mengatur tentang tanggung-jawab Negara
Anggota Masyarakat Eropa dalam memeriksa per-

Bab IV. Hukum Pengungsi Internasional

107

mohonan suaka. Ketentuan itu dijelaskan berikut
ini.

The Member State responsible is required to:

* complete the examination of the application
for asylum and take charge of the applicant
throughout this period (Articles 10 and 11);

® lake back the applicant for asylum whose
application is being examined, who has
withdrawn his/her application or whose appli-
cation has been rejected and who is illegally
in another Member State (Articles 12 and
13).

c). Schengen Agreement (1985).

Seperti disebutkan di muka bahwa Persetujuan
Schengen ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni
1985 antara Pemerintah dari negara-negara Uni
Ekonomi Benelux Republik Federasi Jerman dan
Republik Perancis mengenai penghapusan secara
pelan-pelan terhadap pemeriksaan dj perbatasan.
Persetujuan ini hampir sama dengan Konvensi
Dublin, terdiri darj 142 pasal, yang terbagi dalam 8
judul, Masing-masing judul itu terdiri dari beberapa
bab.

3. Kawasan Amerika Latin.

Kawasan Amerika Latin merupakan kawasan yang
masih bergejolak secara sosial, politik dan budaya. Di
kawasan Amerika Latin ini, ** lembaga asylum® tumbuh,
berkembang dan dipraktekkan sehingga menjadi hukum
kebiasaan internasional regional.”” Hukum internasional

3 Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional:  Buku I-Bagian

5LEJnrJL.u'JrJ,Cetal-can Pertama Maret 1976, Penerbit Binacipta Bandung, hal. 7-8.
: Lernbgga asilum ini telah berusia 300 tahun lih. Nasima E-Yamchi, A Brief Look at
gﬂsylum in European History, dalam: http://www.fh.fulda.deficeus/ ipw/2-asylum.htm.

bahwa Negara itu berhak untuk memberikan asylum terhadap Haya de la Torre
warganegara Peru yang meminta suaka politik di Kedutaan Besar Kolumbia di Peru
bahwa hak itu tidak saja timbul dari perjanjian yang diadakan oleh negara itu
melainkan juga bersumber pada kebiasaan setempat yang khusus di Amerika Latin.
Lih. [1950] 1.C.J. Rep. 266, at 276-78 dalam: Hugh M. Kindred, Jean-Gabriel Castel,
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regional atau hukum internasional spesial memiliki peranan
yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan
hukum internasional. Sekarang ini asylum sudah menjadi
hukum internasional yang sudah tidak perlu diragukan lagi.

Berkaitan dengan masalah di atas, konvensi yang
mengatur tentang pengungsi yang sangat mutakhir adalah
Deklarasi Kartagena tahun 1984. Deklarasi ini disahkan
berdasarkan hasil dari Kolokium yang berjudul “Perlin-
dungan terhadap Pengungsi di Amerika Tengah, Meksiko
dan Panama: Problem yuridis humaniter’ yang diseleng-
garakan di Kartagena, Kolumbia dari tanggal 19-22 No-
vember 1984,

Deklarasi Kartagena ini tetap memperhatikan komit-
men Negara-Negara di Amerika Latin mengenai masalah
pengungsi yang tertuang dalam Contadora Act on Peace
and Co-operation in Central America. Hasil dari Kolokium
tahun 1984 di atas menganjurkan kepada negara-negara di
Amerika Latin untuk menerapkan prosedur konstitusi ikut
serta kepada Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967
mengenai Status Pengungsi bagi negara yang belum ikut
serta pada dua instrumen internasional pengungsi itu.*®
Juga istilah pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol
1967 di tuangkan dalam Deklarasi Kartagena dan mem-
bedakannya dengan kategori migran. Tetapi definsi pe-
ngungsi yang terdapat dalam dua instrumen internasioonal
itu dan juga defisini pengungsi yang dimuat dalam Kon-
vensi OAU diperluas pengertiannya yaitu:

‘persons who have fled their country because their lives,
safety or freedom have been threatened by generalized
violence, foreign aggression, internal conflicts, massive
violation of human rights or other cirumstances which have
seriously disturbed public order’.*

Melalui Deklarasi ini juga Negara-negara-di kawasan
Amerika Latin sepakat untuk membantu tugas yang diem-
ban oleh UNHCR di Amerika Latin dan menciptakan koor-
dinasi langsung untuk memfasilitasi agenda yang telah
mereka buat.*® :

William C. Graham, et al., Internasional Law: Chielfly as Interpreted and Applied in
Canada, Fourth Edition, 1987 Emond Moritgomery Publications Limited, hal. 191.

*_ Poin (a) Deklarasi Kartagena 1984.

_Lih. Bagian Ill (3) Dekkarasi Kartagena, 1984.

%_Poin (e) Deklarasi Kartagena 1984
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Satu prinsip yang selalu diperhatikan dalam hal pe-
ngungsi adalah prinsip voluntarily repatriation bahwa
terhadap para pengungsi itu tidak boleh dipulangkan ke
negara asal atau ke negara lain dengan cara paksa. Pe-
mulangan atau pengiriman itu hanya dapat dilakukan atas
keinginan suka rela dari para pengungsi itu sendiri.
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BAB V
PENGUNGSI DAN
HAK ASASI MANUSIA

Usmawadi, SH., MH.

PENDAHULUAN

ninggalkan kampung halaman, teman dan kerabat mereka,

karena adanya rasa takut yang sangat mengancam kese-
lamatan kehidupan diri pribadi, dan keluarga mereka. Keputusan
untuk pergi mengungsi merupakan sebuah keputusan yang sulit
diambil setelah sekian lama berada dalam situasi yang tidak me-
nentu karena segala usaha dan upaya yang dilakukan tidak ber-
hasil. Para pengungsi umumnya tidak dibekali dengan dokumen
perjalanan. Sehingga banyak di antara mereka mengalami per-
lakuan yang sewenang-wenang di negara asal ataupun di nega-
ra persinggahan maupun di negara tujuan mereka. Perlakuan
yang umum terjadi terhadap para pengungsi seperti penyiksaan,
perkosaan, diskriminasi, dan dipulangkan secara paksa (refoule-
ment). Kesemuanya itu menjurus kepada pelanggaran hak-hak
individu manusia. Karena itu didalam membicarakan pengungsi
pembahasan juga dikaitkan dengan hak asasi manusia yang ber-
laku secara universal.

Pengungsi adalah sekelompok manusia yang terpaksa me-

PERLINDUNGAN INTERNASIONAL HAK ASASI
MANUSIA

Pada tingkat internasional terdapat 25 buah konvensi
internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan
hampir seluruh konvensi itu telah ditanda tangani, diratifikasi atau
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diaksesi oleh negara-negara di dunia. Untuk lebih jelas konvensi-

konvensi hak asasi manusia dimaksud adalah sebagai berikut. merujuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah sa-

tu dasar pertimbangan.

Nama Konvensi-Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia

(1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)

(2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

(38) Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political
Rights

Disamping itu juga dikenal dengan apa yang disebut Bill of
Human Rights yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM/ UDHR) 1948, Kovenan Internatlonai_ tentang
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCRIInternational Co-
venant on Economic, Social and Cultural Rights) dan Kovenan
International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICC!_’R/ Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights dan Optional Proto-
Discrimination col ICCPR) tahun 1967.
(6) International Convention on the Suppression and Punishment of the

Crime of Apartheid.

(7)  International Convention against Apartheid in Sports
(8) Convention on the Prevention and Punishment of the GCrime of

Genocide
(9) Convention on the Non-AppﬁcabElily of Statutory Limitations to War

Crimes and Crimes against Humanity
(10) Convention on the Rights of the Child.

(11) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against

Women
(12) Convention on the Palitical Rights of Women
(13) Convention on the Nationality of Married Women
(14) Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and

Registration of Marriages.

(15) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

Treatment or Punishment
(16) Slavery Convention of 1926
(17) 1953 Protocol amending the 1926 Convention
(18) Slavery Convention of 1926 as amended
(19) Supp!emenlary Convention on the Aboalition of Slavery, the Slave

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,_magalah
hak asasi manusia mendapat perhatian utama, yaitu ditem-
patkan pada alinea ke dua Pembukaan Piagam yang berbu-
nyi:

“to reafirm faith in fundamental human rights, in the. dig-
nity and worth of the human person, in the equal rights
of men and women and of nations large and small.’

Hak asasi manusia adalah hak mendasar, dalam harga
diri dan nilai-nilaj individu manusia, kesederajatan antara laki-
laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bang-
sa yang besar dan yang kecil. Penghormatan terhada.p hak
asasi manusia dalam Pembukaan Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa sebagai akibat dari kekejaman perapgzyang
telah dua kali terjadi dalam peradaban umat manusia.? Hak
asasi manusia itu juga diterapkan dengan tidak membedakan
ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation
of the Prostitution of Others '

(20) Convention on the Reduction of Statelessness

(21) Convention relating to the Status of Stateless Persons

(22) Convention relating to the Status of Refugees

(23) Protocol Relating to the Status of Refugees

(24) Convention on the rights of migrant workers and the members of
their families,

Sumber : United Nations, Human Rights, International Instruments: Chart

of Ratification as at 31 December 1996,United Nations , New
York and Geneva, 1997, ST/HR/4/Rev.15, 3 ’

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
1948

Hak-hak lain yang melekat pada diri pengungsi sebagai

Disamping 25 buah Konvensi Internasional tentang hak asasi TR St leniohep CIaT DOFARS 1o

manusia di atas, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa banyak
memuat tentang ketentuan hak asasi manusia. Dapat dikatakan
bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan ketentu-
an payung daripada hak asasj manusia. Dimana semua konven-
si-konvensi internasional tentang hak asasi manusia selalu

. Kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai akibat dari kekejaman Perang Durlna
Il yang banyak menimbulkan korban, kesengsaraan terhadap umat manusia (lih.
Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. _

% Lih. Preambul Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945, All_nea Pertama

% Lih. Pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945, poin c.
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Tidak kurang terdapat 29 pasal DUHAM 1948 yang me-
merinci jenis-jenis hak dan kebebasan yang dimiliki oleh
manusia yang pelaksanaannya tidak boleh didasarkan kepa-
da ras, warna Kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat
politik, asal kebangsaan, hak milik, kelahiran dan status lain-
nya. Misalnya Pasal 2 menyebutkan bahwa

"Everyone is entitle to all the rights and freedoms set
forth in this Declaration, without distinction of any kind
such race, colour, sex, language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or
other status’.*

Yang sangat mengesankan berkaitan dengan pengungsi
adalah pasal 13 ayat 2 yang mengatur tentang hak sese-
orang untuk bepergian ataupun meninggalkan negara asal
mereka. Secara jelas disebutkan dalam Pasal 13 ayat 2 ada-
lah sebagai berikut:

‘Everyone has the right to leave any country, including
his own, and to return to his country’.

DUHAM 1948 karena sifatnya yang universal sehingga
menjadi model ideal untuk acuan dasar dari dokumen-doku-
men hak asasi manusia ataupun konstitusi-konstitusi yang
terdapat dalam beberapa negara® dan dianggap sebagai The
New Magna Charta of Human Rights. Akibatnya walaupun
instrumen HAM ini hanya berbentuk “deklarasi”, namun telah
memiliki daya laku dan mengikat terhadap negara-negara
berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Berbeda de-
ngan instrumen HAM yang berbentuk treaty.s

*. ___Human Rights, The International Bill of Human Rights. Fact Sheet No. 2. United
Nations Geneva 1992. Him. 21.

%, Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar
Sementara (1950-1959) sangat lengkap mengatur tentang hak asasi manusia. Ini
sebagai akibat dari DUHAM 1948. Kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar
1945 sejak tahun 1959 dan terus berlangsung sampai dengan kejatuhan rezim Suharto
di tahun 1998 yang mempelopori lahimya rezim Orde Baru merupakan masa
kegelapan HAM di Indonesia (lih. A. Romsan, “Perkembangan Hak Asasi Manusia di
Indonesia”, Makalah disampaikan pada Penataran Hak Asasi Manusia yang
diselenggarakan oleh Polda Palembang, tanggal 6 Juni 2000.

®, Mochtar Kusumaatmadja telah menginventarisir tidak kurang terdapat 11 jenis
perjanjian internasional yang sering dilakuan oleh negara-negara. Jenis perjanjian
seperti ini tidak memiliki arti yang spesifik, selain daripada dimaksudkan untuk
melahirkan beberapa hak dan kewajiban tertentu bagi negara-negara yang
membuatnya. Nama-nama perjanjian internasional itu antara lain adalah Treaty, Pact,
Convention, Charter, Statute, Declarartion, Protocol, Arrangement, Accord, Modus
Vivendi, Covenant, dsb. Lih. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Inter-
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3. ICCPR dan ICESCR

Oleh karena DUHAM 1948 hanya berupa deklarasi maka
agar masalah hak asasi manusia memiliki daya ikat ber-
dasarkan hukum internasional, Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengesahkan dua instrumen HAM vyaitu:
Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights (ICESCR)’ dan International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR).2

Tidak semua negara-negara di dunia, terutama negara-
negara berkembang dimana HAM masih merupakan isu yang
sensitif dan problematik telah meratifikasi /CCPR dan
ICESCR ke dalam perundangan nasional mereka. Salah satu
kendalanya adalah ketentuan Pasal 1 dari kedua instrumen
HAM ini yang memberikan pengakuan terhadap kelompok
bangsa atau masyarakat (peoples) dapat menuntut hak untuk
menentukan nasib sendiri, hak berpolitik, dan hak dalam bi-
dang ekonomi dan kebudayaan. Secara jelas disebutkan da-
lam Pasal 1 ICCPR dan ICESCR bahwa:

"All peoples have the right of self determination. By virtue
of that right they freely determine their political status
and freely pursue their economic, social and cultural
development'.®

Kekhawatiran bagi negara berkembang untuk segera
meratifkasi instrumen HAM di atas adalah akibat hukum dari
ratifikasi, yaitu bahwa setiap isu tentang penghormatan dan
pelanggaran HAM bukan lagi urusan dalam negeri suatu ne-
gara. Sebetulnya kekhawatiran seperti ini tidak beralasan sa-
ma sekali, karena dalam hukum perjanjian internasional telah
memberikan beberapa kemudahan terhadap negara untuk
terikat, ikut serta dalam suatu perjanjian internasional dengan
menggunakan fasilitas lembaga reservasi (pensyaratan). Me-
lalui lembaga ini suatu negara dapat saja terikat dengan se-

nasional, Buku | — Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Bandung, Cet. Pertama, tahun

1976, hal. 110.

- Disahkan dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan ikut serta (aksesi) oleh
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2200 A (XXI) dan
diberlakukan tanggal 3 Januari 1976 sesuai dengan ketentuan Pasal 27.
®. Disahkan dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan ikut serta (aksesi) oleh
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2200 A (XX1) tanggal 16
Desember 1966 dan diberlakukan tanggal 123 Maret 1976 sesuai dengan ketentuan
Pasal 27,

°. Lih. Pasal 1 ICCPR dan ICESCR.
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buah perjanjian internasional, tetapi dengan mengajukan be-
berapa persyaratan terhadap pasal-pasal yang dianggap
sensitif dengan situasi dan kondisi dalam negeri negara yang
bersangkutan. '

Walaupun demikian, terdapat beberapa pasal dalam
ICCPR yang tidak tuntuk kepada ketentuan ratifikasi. Artinya
Negara Peserta Konvensi ICCPR tidak dapat melakukan per-
syaratan (reservasi) terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut
dengan alasan apapun juga. Pasal-pasal itu adalah : pasal 6,
7, 8 (para 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18. Secara lengkap bunyi
pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Article 6

1. Every human being has the inherent right to life.
This right shall be protected by law. No one shall
be arbitralily deprived of his life.

2. In countries which have not abolished the death
penalty, sentence of death may be imposed only
for the most serious crimes in accordance with the
law in force at the time of the commission of the
crime and not contrary to the provision of the
present Covenant and to the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide. This penalty can only be carried out
pursuant to a final judement rendered by a com-
~etent court.

3. When deprivation of life constitutes the crime of
genocide, it is understood that nothing in this
Article shall authorize any State Party to the
present Covenant to derogate in any way from
any obligation assumed under the provisions of
the Convention on the Present and Punishment of
the Crime of Genocide.

4. Anyone sentenced to death shall have the right to
seek pardon or commutation of the sentence.
Amnesty, pardon or commutation of the sentence
of death may be granted in all cases.

5. Sentence of death shall not be imposed for crimes
committed by persons below eighteen years of

'° Untuk memahami tentang lembaga reservasi ini lih. Mochtar Kusumaatmadija,
Pengantar Hukum Internasional, Buku | — Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Bandung,
Cet. Pertama, tahun 1976, hal.124-125
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age and shall not be carried out on pregnant
women.

6. Nothing in this Article shall be invoked to delay or
to prevent the abolishition of capital punishment
by any State Party to the present Covenant.

Article 7

No one shall be subjected to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment. In
particular, no one shall be subjected without his free
consent to medical or scientific experimentation.

Article 8

1. No one shall be held in slavery, slavery and the
slave in all their forms shall be prohibited.

2. No one shall be held in servitude.

3. a. No one shall be required to perform forced
or compulsory labour;

b. Paragraph 3.a shall not be held to preculde,
in countires where imprisonment with hard
labour may be imposed as a punishment for a
crime, the performance of hard labour in
pursuance of a sentence to such punishment
by a competent court.

c. For the purpose of this paragraph the term
‘forced or compulsory labour' shall not inclu-
de:

i. Any work or service, not referred to in sub-
pragraph b, normally required of a person
who is under detention in consequence of a
lawful order of a court, or of a person du-
ring conditional release from such deten-
tion;

ii. Any service of a military character and, in
countries where conscientious objection is
recognized, any national service required
by law of conscientious objection;

ii. Any service exacted in cases of emergency
or calamity threatening the life or well-being
of the community;
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iv.  Any work or service which forms of normal
civil obligations.

Article 11

No one shall be inprisoned merely on the ground of
inability to fulfil a contractual obligation.

Article 15

1. No one shall be held guilty of any criminal offence
on account of any act or omission which did not
constitute a criminal offence, under national or in-
ternational law, at the time when it was commit-
ted. Nor shall a heavier penalty be imposed than
the one that was applicable at the time when
criminal offence was committed. If, subsequent to
the commission of the offence, provision is made
by law for the imposition of the lighter penalty, the
offender shall benefit thereby.

2. Nothing in this Article shall prejudice the trial and
punishment of any person for any act or omission
which, at the time when it was committed was
criminal according to the general principles of law
recognized by the community of nations.

Article 16

Everyone shall the right to recog...iic. everywhere as
a person before the law.

Article 18

1. Everyone shall have the right to freedom of thoug-
ht, conscience and religion. This right shall include
freedom to have or to adopt a religion or belief of
his choice, and freedom, either individually or in
community with others and in public or private, to
manifest his religion or belief in worship, obser-
vance, practice and teaching. :

2. No one shall be subject to coercion which would
impair his freedom to have or to adopt a religion
or belief of his choice.

3. Freedom to manifest one’s religion or belief may
be subject only to such limitation as are pre-
scribed by law and are necessary to protect public
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safety, order, health, or morals or the fundamental
rights and freedoms of others.

4. The State Party to the present Covenant under-
take to have respect for the liberty of parents and,
when applicable, legal guardians to ensure the
religious and moral education.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal-pasal
yang tidak dapat direservasi oleh negara-negara adalah ber-
kaitan dengan hak untuk hidup, larangan unt_uk .melakukan
penyiksaan dan perbuatan yang tidak manusiawi, perbuda-
kan, larangan yang berkaitan dengan Pfetlgak sanggupan se-
seorang untuk memenuhi suatu perjanjian dalam. hukum
privat, juga termasuk perbuatan yang llqu dapat dlanqgap
sebagai kesalahan atau pelanggaran apabila perbyatan tidak
termasuk dalam kesalahan atau pelanggaran b_alk menurut
hukum nasional ataupun hukum internasional. Disamping itu,
pasal-pasal di atas juga memberikan peng'akuan t_erhadap
keberadaan diri seseorang sebagai manusia dan jugg'ke—
bebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat, fikiran
dan agama.

C. INSTRUMEN REGIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pada lingkup regional telah diterima empat instrumer_m menge-
nai hak asasi manusia yang semuanya sudah bertak_u di bebera}-
pa kawasan tertentu, seperti kawasan Eropa, Amerika dan Afri-
ka.'' Misalnya di:

1. Kawasan Eropa

Di kawasan Eropa terdapat beberap_a konvensi yang
mengatur masalah hak asasi manusia, yaitu The European
Convention on Human Rights (Rome, 4. XI. 1950) atau Con-
vention for the Protection of Human Rights and Fundamen{al
Freedoms, 1950, '* dan The European Charter on Social

(1961).

Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (195(_)).
ditandatangani di Roma tanggal 4 Nopember 1950, terdiri

"' D.J. Hariss., Cases and Materials on International Law., Swett & Maxwell, London,

1998., hal.624-625 ; :
'2.Council of Europe., The European Convention on Human Rights., 1996, hal.2
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dari 66 pasal, sampai dengan tahun 1994 telah diikuti oleh
pembuatan 11 Protokol. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi
Manusia beserta protokolnya merupakan bill of rights yang
komprehensip mengenai hak asasi manusia model liberal
Barat, yang dilahirkan Dewan Eropa.'

Dalam Pembukaan Konvensi di atas jelas-jelas merujuk
DUHAM 1948 sebagai pertimbangannya yang menyebutkan:

‘Considering the Universal Declaration of Human Rigts
proclaimed b“] the General Assembly of the United
Nations on 10™ December 1948.'

Tidak mengherankan kalau isi Konvensi Eropa tentang
Hak Asasi Manusia hampir sama dengan DUHAM 1948. Mi-
salnya hak untuk hidup,” hak atas pengadilan yang ju-
jur,*hak berkenaan kehidupan pribadi dan keluarga,’ hak
untuk menikah,'” hak untuk mendapatkan upaya hukum di
tingkat nasional.®

Sedangkan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam
konvensi ini adalah: kebebasan untuk berpikir, keyakinan dan
agama,” kebebasan berekspresi,®® kebebasan berkumpul
dan berserikat.*’ Kemudian larangan melakukan tindak pen-
yiksaan,* perbudakan dan kerja paksa,? diskriminasi,?* dan
penyalahgunaan hak.®

Perlu untuk diketahui bahwa Konvensi Eropa di atas wa-
laupun tidak secara jelas mengatur hak dan kewajiban para
pengungsi, namun Konvensi itu dapat diperlakukan kepada
pengungsi karena hak asasi yang dimiliki oleh warga negara
adalah juga sama dengan hak asasi pengungsi. Pengaturan
hak yang secara khusus berkaitan dengan “pengungsi”, baru

. lan Brownlie., Principles of Public International Law, 3 rd. Ed. Oxford University
Preess, 1979, hal.574 '

" Psl. 2
. Psl. 6
' Psl. 8
7 Psl.12
® Psl13
" Pslg9

% Psl.10
2 Psl.11

.Psl.3 .

22

2 psl4
% Psl.14
% Psl17
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dimuat dalam Protokol No.4 Securing Certain Rights and
Freedoms Other Than Those Included In the Convention and
in the First Protocol thereto”.?®

Protokol No. 4 secara umum memberikan hak-hak kepa-
da setiap orang untuk secara bebas bergerak dan menen-
tukan tempat tinggal mereka, juga hak untuk meninggalkan
negaranya. Hak itu secara jelas diatur dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

1. Everyone lawfully within the territory of a State
shall, within that territory, have the right to
liberty of movement and freedom to choose his
residence;

2. Everyone shall be free to leave any country,
including his own",

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa tidak
ada batasan terhadap penggunaan hak tersebut sepanjang
sesuai dengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat de-
mokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau kese-
lamatan umum, untuk memelihara ketertiban umum, men-
cegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, atau un-
tuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan lain.

Dalam Pasal 19 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Ma-
nusia tahun 1950 bahwa dalam pelaksanaan Hak Asasi Ma-
nusia di tiap Negara Peserta dibentuk European Commis-
sion of Human Rights atau Komisi Eropa mengenai Hak
Asasi Manusia, European Court of Human Rights atau Mah-
kamah Eropa tentang Hak Asasi Manusia.?’

2. Kawasan Amerika

Di kawasan Amerika berlaku Konvensi Amerika menge-
nai Hak Asasi atau American Convention on Human Rights
yang ditandatangani 22 Nopember 1969, dan mulai berlaku
18 Juli 1978 serta diratifikasi oleh 25 negara anggota Orga-

#. Protokol ini dibuat di Strasbourg tanggal 16 September 1963 dan terbuka untuk
ditandantangani oleh negara anggota Dewan Eropa (Psl.7:1).

#. Lihat pasal 38. Tentang Mahkamah ini lebih rinci diatur dalam Protokol No.11:
Restructing the Control Machinery Established Thereby, yang dibuat di Strasbourg, 11
Nopember 1994,
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nisasi Negara-negara Amerika (OAS).”® Konvensi ini terdiri
dari 82 pasal dan 11 Bab.

Sama seperti konvensi-konvensi tentang hak asasi ma-
nusia lainnya, Konvensi ini juga memuat prinsip-prinsip yang
sama mengenai hak asasi manusia. Misalnya antara lain da-
lam Bab | memuat hak-hak sipil dan politik, terdiri dari: hak
sebagai pribadi hukum (Pasal.3); hak untuk hidup (Psl.4): hak
untuk diperlakuan secara manusiawi (Psl.5); hak atas ke-
bebasan pribadi (Psl.7); hak atas peradilan yang jujur (Psl.
8); hak atas upah/compensation (Psl.1 0); hak atas kepriba-
dian/privacy (Psl.11); hak untuk koreksi/menjawab (Psl.14);
hak untuk berkumpul (Psl.15); hak untuk berkeluarga (Psl.
17); hak atas nama (Psl.18); hak anak-anak (Psl.19); hak
atas kebangsaan (Psl.20); hak memiliki kekayaan (Psl.21);
hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Psl.23); hak
atas persamaan perlindungan (Psl.24); dan hak atas per-
lindungan pengadilan (Psl.25).

Sedangkan kebebasan yang diatur adalah kebebasan
dari perbudakan (Psl.6), kebebasan dari Ex Post Facto Law
(Psl.9), kebebasan berkeyakinan dan beragama (Psl.112),
kebebasan berpikir dan berekspresi (Psl. 13), kebebasan
berpindah dan bertempat tinggal (Psl.22).

Konvensi ini juga berlaku terhadap pengungsi yang ada
di negara-negara tersebut. Berdasarkan sifat kekhususan da-
ri para pengungsi itu, maka ada hak-hak dan kebebasan
yang secara langsung berkaitan dengan mereka, seperti hak
sebagai pribadi hukum, hak untuk hidup, hak untuk diperla-
kukan secara manusiawi, hak atas upah (compensation), hak
untuk berkeluarga, hak atas nama, hak anak-anak, hak atas
kebangsaan, dan hak atas persamaan perlindungan.

Sedangkan kebebasan yang langsung terkenaan dengan
pengungsi adalah kebebasan untuk perpindah dan bertempat
tinggal. Dalam konvensi disebutkan bahwa seseorang yang
berada secara sah, memasuki wilayah suatu negara memilki
kebebasan untuk berpindah dan memilih tempat tinggal. Ke-

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, The Dominican Republic Ecuador, EI
Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad dan Tobago, Uruguay dan Venezuela.
Lihat Thomas Buergenthal- Dinah Shelton., Protecting Human Rights in the Americas
Cases and Material., 4th. Ed., N.P. Engel, Publisher- Kehl, 1982, hal. 617
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mudian setiap orang memiliki hak untuk linggalldalam suatu
negara secara bebas, termasuk negaranya sendiri.

Pembatasan terhadap hak kebebasan berpindah dan
bertempat tinggal ini hanya dimungkinkan jika perdasarkan
keperluan untuk mencegah kejahatan, melindungi keamanan
nasional, keselamatan umum, ketertiban umum, moral u-
mum, kesehatan umum atau hak dan kebebasan lainnya. Hal
ini sebagaimana ditentukan oleh pasal 22 ayat 1-3 sebagai
berikut:

1. Every person lawfully in the territory of a State
Party has the right to move about in it, and to
resident in it subject to the provisions of the law:

2. Every person has the right to leave any country
freely, including his own;

3. The exercise of the foregoing rights may be
restricted only pursuant to a law to the exent
necessary in democratic society to prevent crimg
or to protect national security, public safe!y, public
order, public morals, public health, or the rights or
freedoms of others;

Pembatasan terhadap perpindahan dan bertempat tinggal ini,
juga dapat dilakukan secara hukum di kawasan-kawasan
yang diperuntukan bagi kepentingan umum (ayat 4).

Sementara itu, berkenaan dengan hak perlindungg.n.atau
suaka (asylum). Ditentukan bahwa setiap orang mgmlllkl hak
mencari dan diberikan perlindungan (asylum) di wilayah ne-
gara asing, sesuai dengan perundang-undangan negara df';m
konvensi internasional, dalam hal yang bersangkutan dikejar
karena tersangkut kejahatan politik atau kejaha_ltan umum.
Selanjutnya, orang asing tidak dapat dideportasi atau t_jlpu-
langkan, ke negara lain atau ke negara asalnya, Jlkla dt_ne-
gara-negara itu hak untuk hidup dan kebebasan pribadinya
terancam akibat pelanggaran berdasarkan ras, kebang_saaq,
agama, status sosial dan pandangan politiknya. Kemudian di-
larang pengusiran massal terhadap orang asing.

Hak suaka dan larangan pemulangan, deportasi dan pe-
ngusiran orang asing ini secara tegas ditentukan dalam pasal
22 ayat 7-9 yang berbunyi sebagai berikut:
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7. Every person has the rights to seek and be granted asy- ini terdiri dari 15 pasal, namun demlk'laﬂ ya:%gfrglnd:;;
lum in a foreign territory, in accordance with the legis- mukakan adalah ketentuan yang berkenaa g -
lation of the state and international conventions, in the Jum, non discrimination, dan travel documenfs. Kor_\\n.a31
event he is being pursued for politicial offencieses or re- ini tidak dapat diterapkan terhadap pengungsi apabila:
lated common crimes;
a. he has voluntarily reavailieg hirr_uself_of 1h_e
8. In no case may an alien be deported or returner to a protection of the country of his nationality, or;
country, regardless of wheteher or not it is his country of ;

origin, if in that country his right to life or personal free- b. having lost his nationality, he has voluntarily

dom is in danger of being violated because of his race, reacquired it, or,

nationality, religion, social status, or political opinions; ) .

c. he has acquired a new nationality, and enjoys
9. The collective expulsion of aliens is prohibited. the protection of the country of new nationa-
lity, or,

Memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (8) di atas, se- : " ;
benarnya pemulangan dan deportasi terhadap orang asing d. he has voluntary reestabhshgéi hm;?;:f rl:; t::::
tidak dilarang, sepanjang tidak membahayakan keselamatan country which he left C'fr Ot:‘ssgcﬁﬁ\:n =i
hidup dan kebebasan pribadinya. Deportasi harus bersifat su- malned owing 1a1ear.ol pe T
karela dan berdasarkan alasan yang benar-benar masuk he can no longer, because the circumstances
akal. Berbeda dengan ketentuan ayat 9 yang melarang pe- 8, 3 nection with which he was recognized
ngusiran massal (collective expulsion)’. Masuknya orang- I:s??efugee have caused to exit, continue to
orang secara massal ke negara lain, tentu diakibatkan ada- refuse to avail himself of the protection of the
nya hal-hal luar biasa yang terjadi di dalam negara asal me- country of his nationality, or,
reka. Keadaan yang luar bisa inilah yang sering menyebab- )
kan terjadinya pengungsi. f.  he has committed a serious non-political cri-

me outside his country of refugee after his
3. Kawasan Afrika

Di kawasan Afrika terdapat beberapa instrumen regional
berkenaan dengan hak asasi manusia dan pengungsi, yaitu
Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Pro-
blems in Afrika (1969) dan The African Charter on Human
and People’ Rights (1981).

a. Convention Governing the Specific Aspects of
Refugee Problems in Africa (1969).

Konvensi 1969 ini berlaku di kawasan Afrika sejak 20
Juni 1970.% Pengertian pengungsi dalam konvensi ini
sama dengan pengertian pengungsi dalam Konvensi
1951 tentang Status Pengungsi dengan penambahan se-
suai dengan karakteristik di kawasan Afrika.”® Konvensi

adminission to that country as a refugee, or,

g. e has seriusly infringeq the purpose and ob-
jectives of this Convention'.

Kemudian konvensi juga tidak akan di berlakukan ke-

filem-32
pada seseorang yang mendapat suaka, jika:

a. he has committed a crime against peace, a
war crime, or a crime against humanity;

b. he has cbmmitted a serious non-po.litical
crime outside the country of refugee prior 1o
his admission to that country as a refugee;

c. he has been guilty of acts contrary to th.e pur-
pose and principles of the Organization of
African Unity;

¥ _Konvensi ini telah diratifikasi oleh 41 negara, yang terakhir adalah Kenya 23 Juni
1992, dalam hittp://www.unhcr.eh/refworld/refwolrd/leqal/ instrume/asylum/
ref_afre.htm, hal. 7

. Lih. Uraian tentang "pengertian pengungsi menurut instrumen regional dalam Bab.|

3 Lih. Pasal 1 ayat (4)
® |ih. Pasal 1 ayat (5)
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d. he has been guilty of acts contrary to the
purpose and principles of the United Nations.

Berkaitan dengan suaka (asylum), ditentukan dalam
pasal 2 bahwa negara-negara anggota OAU sesuai de-
ngan perundang-undangan menerima pengungsi dan
menjamin penempatan pengungsi yang tidak mampu
atau tidak ingin kembali ke negara asal atau kebangsaan
mereka (ayat 1). Pemberian suaka kepada pengungsi
adalah tindakan perdamaian dan kemanusiaan (ayat 2).
Tidak seorangpun dapat diperlakukan oleh suatu negara,
berupa penolakan masuk, pengembalian atau pengu-
siran, yang dapat memaksanya untuk kembali atau tetap
di wilayah dimana hidup, integritas fisik atau kemerde-
kaannya terancam (ayat 3). Jika suatu negara menemui
kesulitan untuk meneruskan pemberian suaka kepada
pengungsi, negara itu dapat secara langsung meminta
kepada negara lain dan melalui OAU, dan negara lain itu
dalam spirit solidaritas Afrika dan kerjasama inter-
nasional mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk meringankan beban negara yang memberikan sua-
Aka (ayat 4). Dalam hal pengungsi tidak diterima ber-
tempat tinggal di negara pemberi suaka, ia dapat diberi-
kan tempat tinggal sementara di negara itu (ayat 5), dan
untuk tujuan keamanan, negara pemberi suaka sedapat
mungkin menempatkan pengungsi pada tempat yang
layak dari perbatasan negara asal mereka (ayat 6).

Negara-negara dalam menerapkan ketentuan Kon-
vensi ini harus tanpa ada diskriminasi seperti ditentukan
pasal 4, yaitu:

‘Member States undertake to apply the provision
of this Convention to all refugees without discri-
mination as to race, religion, nationality, member-
ship of a particular social group or political opi-
nions’. 2 :

Kemudian berkenaan dengan repatriasi, ditentukan
bahwa repatriasi terhadap pengungsi hanya dapat dila-
kukan berdasarkan keinginan mereka. Negara pemberi
suaka dan negara asal dapat membuat persetujuan un-
tuk menjamin kepulangan pengungsi yang meminta dipu-
langkan. Negara asal yang menerima kepulangan pe-
ngungsi, harus memfasilitasi penempatan dan memberi-
kan hak dan keistimewaan penuh serta membebani me-
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reka dengan kewajiban yang sama dengan warganegara
yang lainnya.

Dalam rangka memperlancar lalu lintas pengungsi di-
tentukan bahwa negara anggota akan mengeluarkan do-
kumen perjalanan untuk pengungsi yang berada di wi-
layahnya yang bermaksud pergi ke luar wilayahnya.*

b. The African Charter on Human dan People’ Rights
(1981)

Piagam Hak Asasi Manusia ini diterima dalam Kon-
ferensi ke 18 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Organisasi Afrika Bersatu bulan Juni 1981 di Nairobi,
Kenya. Piagam berlaku 21 Oktober 1986 setelah dirati-
fikasi oleh sebagian besar negara anggota Organization
of African Unity (OAU).*®

Piagam ini terdiri dari 68 pasal, dan berbeda dengan
instrumen-instrumen hak asasi seperti yang telah di-
uraikan diatas. Dalam Piagam ini dibedakan antara hak-
hak dan kebebasan individu (individual), warga-negara
(citizen) dan rakyat (peoples). Sesuatu yang perlu dicatat
bahwa perancang Piagam ini sangat menyadari akan
kenyataan dan kondisi yang terjadi di belahan benua Afri-
ka, seperti ditulis dalam Pembukaan Piagam yang men-
yatakan:

* ... to achieve the total liberation of Africa, the
peoples of which are still struggling for their
dignity and genuine independence, and ungna-
king to eliminate colonialism, neo-cotonlalls'm,
apartheid, zionism, and to dismantle aggressive
foreign military bases and all forms of discrimina-
tion, particularly those based on race, eth_nic
group, colour, sex, language, religion or political
opinion’.

Menyadari kenyataan dan kondisi inilah, maka seca-
ra tegas disebutkan bahwa setiap individu dapat menik-

*_Lih. Pasal 5

*_Lih. Pasal 6 ;

*_ United Nations., The African Charter on Human and Peoples’ Rights., New York..,
1990., hal. 1. Sampai 31 Januari 1990 sudah ada 50 negara yang menandatangani,

meratifikasi dan mengaksesi Piagam ini.
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mati hak-hak dan kebebasan yang diberikan oleh Piagam (Psl.22); hak atas perdamaian dan keamanan nasional
Ini tanpa diskriminasi dalam setiap bentuk, seperti ras, dan internasional (Psl.23); dan hak atas lingkungan yang
kelompok etnis, warna kulit, bahasa, agama, pandangan baik dalam pembangunan (Psl.24).
politik, asal kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran
atau status lainnya.* Ketentuan serupa ini merupakan Sedangkan kebebasan yang diberikan jaminan ada-
prinsip dasar hak asasi manusia, yang memandang bah- lah kebebasan berkeyakinan (conscience), melaksana-
wa semasa manusia tidak ada perbedaan (nondiskrimi- kan profesi dan keagamaan (Psl. 8), kebebasan berpin-
nasi), tetapi sederajat. dah dan bertempat tinggal (Psl.12), kebebasan berparti-
g sipasi dalam pemerintahan (psl 13) kebebasan mengam-
‘Hak—hak individu yang diatur dalam Piagam ini, terdiri bil bagian dalam kehidupan budaya dalam masyarakat-
dari: hak terhadap hagga diri,”” hak untuk kemerdekan nya (Psl.17), kebebasan semua rakyat untuk menentu-
dan keamanan pribadi,” hak untuk didengar,®® hak untuk kan kekayaan dan sumber alamnya (Psl.21).
mendapatkan informasi,*® hak atas kebebasan beraso- :
siasi,” hak atas kebebasan berkumpul,® hak atas kebe- Disamping mengatur hak individu, warganegara dan
basan berpindah dan bertempat tinggal, ** hak untuk rakyat, diatur juga bahwa setiap individu memiliki kewa-
akses kepada pelayan dan milik umum,* hak atas pe- jiban terhadap keluarga dan masyarakat, negara dan ko-
kerjaan yang layak,™ hak untuk menikmati pelayan fisik munitas lain yang diakui hukum serta komunitas inter-
dan mental,™ dan hak atas pendidikan.*’ nasional. Sebab itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan
. individu harus dilaksanakan dengan menghargai hak-hak
Kemudian hak-hak warganegara adalah hak untuk orang lain, keamanan umum, kepentingan moral dan
berpartisipasi secara bebas dalam pemerintahan, akses umum (Psl.27). Selanjutnya individu juga berkewajiban:*®
pelayanan umum.® Sedangkan berkenaan dengan rak-
yat (peoples) ditentukan bahwa semua rakyat adalah se- 1. To preserve the harmonious development of the
derajat, dan menikmati kehormatan dan hak yang sama. family and to work for the cohesion and respect
Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Hal ini secara of the family; to respect his parents at all times,
tegas ditentukan dalam pasal 19 sebagai berikut bahwa to maintain them in case of need ;
‘All peoples shall be equal; they shall enjoy the 2.0 serve his.national comrjn-qnity by placirjng his
same respect and shall have the same rights. physical and intellectual abilities at its service;
Nothing shall justify the domination of a peoples
by another.’ 3. Not to compromise the security of the State
whose national or resident he is;
Hak-hak rakyat terdiri dari: hak atas keberadaan (Psl. i T d sttt Semal ART hatra) 56
: ; ; . Toserve an en -
20); hak atas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya lidarity, pa rticularlygwhen i lattar ds fhreate:
;":. Psl.2 hed;
% Ezll:g 5. To preserve and strengthen the national inde-
® Psl.7 pendence and the territorial integrity of his
“ Psl9 country and to contribute to its defence in ac-
! Psl. 10 cordance with the law;
:; Psl.11
o F3l2 6. To work to the best of his abilities and com-
. E:Hg"s petence, and to pay taxes imposed by law in
“ pel 16 the interest of the society;
7 Psl.17

48

. Psl.13 ayat 11 dan 12 “_ Lihat pasal 29
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7. To preserve and strengthen positive African
cultural values in his relations with other mem-
bers of the society, in the spirit of tolerance,
dialogue and consultation and, in general, to
contribute to the promotion of the moral well-
being of society;

8. To contribute to the best of his abilities, at all
times and at all levels, to the promotion and
achievement of African unity”.

Semua hak dan kebebasan dalam Piagam ini, seperti
instrumen hak asasi manusia yang lain pada dasarnya
berlaku terhadap semua orang yang berasal dari negara-
negara di kawasan benua Afrika, sehingga berlaku juga
bagi pengungsi yang ada di negara-negara tersebut.
Namun karena kekhususan dari para pengungsi berda-
sarkan kondisi mereka yang berada di negara lain (nega-
ra penampung), maka ada hak-hak dan kebebasan-ke-
bebasan yang secara langsung berkaitan dengan mere-
ka antara lain: hak memilki martabat, hak yang sama di
muka hukum, hak untuk diperlakuan secara manusiawi,
hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, hak
atas kemerdekaan dan keselamatan pribadi.

Sedangkan kebebasan yang langsung berkenaan
dengan pengungsi adalah kebebasan untuk berpindah
dan bertempat tinggal. Dalam Piagam disebutkan bahwa
seseorang memiliki kebebasan untuk berpindah dan ber-
tempat tinggal dalam wilayah suatu negara asalkan
mematuhi hukum setempat. Kemudian setiap orang me-
miliki hak untuk tinggal (bermukim) dalam suatu negara
secara bebas, termasuk negaranya sendiri, dan kembali
ke negaranya. Pembatasan terhadap hak berpindah, ber-
tempat tinggal dan bermukim ini hanya dimungkinkan jika
untuk melindungi keamanan nasional, hukum dan keter-
tiban, keselamatan dan moral umum. Hal ini sebagaima-
na ditentukan oleh pasal 12 ayat 1-2 sebagai berikut: -

1. Every individual shall have the rights to freedom
of movement and residence within the borders
of a State provided he abides by the law;

2. Every individual shall have the right to leave
any country including his own, and to return to
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his country. This rights may only be subject to
restrictions, provided for by law for the protec-
tion of national security, law and order, public
helath or morality”.

Sementara itu, berkenaan dengan hak perlindungan
atau suaka (asylum). Ditentukan bahwa setiap orang me-
miliki hak, sewaktu mendapat tuntutan untuk mencari dan
mendapatkan perlindungan di negara lain sesuai de-
ngan hukum negara itu dan konvensi-konvensi interna-
sional. Seorang warga-negara yang diterima secara sah
dalam wilayah suatu negara yang menjadi peserta Pia-
gam, hanya dapat dikeluarkan (diusir) dari negara itu
berdasarkan keputusan yang diambil sesuai dengan hu-
kum. Selanjutnya, dilarang pengusiran massal terhadap
orang asing berdasarkan kebangsaan, rasial, etnik atau
kelompok agama.

Hak suaka, pengeluaran (pengusiran) orang asing
dan pengusiran massal ditentukan dalam pasal 12 ayat
3-5 sebagai berikut:

3. Every individual shall have the right, when
persecuted, to seek and obtained asylum
in other countries in accordance with the
laws of those countries and international
conventions;

4. A non-national legally admitted in a territo-
ry of a State party to the present Charter,
may only be expelled from it by virtue of a
decision taken in accordance with the law;

5. The mass expulsion of non-nationals shall
be prohibited. Mass expulsion shall be that
which is aimed at national, racial, ethnic or
religion group.

Memperhatikan ketentuan ini, maka seseorang yang
merasa jiwanya terancam oleh penyiksaan di negaranya
dapat meminta dan mendapatkan perlindungan. }_(orjdla
seperti inilah sebenarnya salah satu penyebab terjadlnye!
pengungsian dari satu ke negara lainnya. Pengungsi
yang jumlahnya sudah tentu dalam jumlah besar. Sebab
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v and it and 0 purising porptatos, st
both criminal and civil measures'. Some 3.5 million children die each year of diseases
4 L L which could be prevented or cured; Some 155 million
Dalam resolusi ini juga diminta kepada pemerintah ma- children under five in the developing countries live in
sing-masing negara untuk merencanakan, menerapkan dan absolute poverty; Millions including many in the richer
meningkatkan upaya efektip untuk menghilangkan dan societies are maltreated or neglecled, are sexually
memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan anak exploited or become victims of drug abuse'.
gadis melalui strategi anti perdagangan, meliputi upaya
perundang-undangan, kampanye pencegahan, pertukaran Konvensi ini terdiri dari 54 pasal, sampaiﬂDesember 2000
informasi, bantuan dan perlidungan serta penyatuan kemball telah tercatat 191 negara sebagal peserta,”” dan Indonesia
dan penuntutan semua pelaku yang terlibat.” Upaya-upaya sudah menjadi peserta sejak tahun 1990.” Konvensi ini
yang dikehendaki ini merupakan upaya dalam lingkup na- memuat kewajiban negara-negara peserta untuk memberikan
sional suatu negara. Sedangkan secara internasional ne- perlindungan terhadap anak. Sebab itu, dimuat prinsip “non-
gara-negara anggota PBB didorong untuk : * diskriminasi” anak, dimana anak-anak menikmati hak-hak
: mereka dalam setiap bentuk, tanpa memandang ras, warna
* ... concluded bilateral, subregional, regional and inter- kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau
national agreements, -as well as undertake initiatives, pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan
including regional initiatives, to address the problem of atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status
trafficking in women and girlds,..." lain.”™
Jadi negara-negara anggota PBB dalam 'rangka membe- Dimuatnya prinsip “non-diskriminasi” ini, selain meletak- !
rantas dan menghilangkan perdagangan wanita dan anak ga- an standar-standar yang sama, juga memperhatikan realita
dis dianjurkan uptuk membugt perjanjigm baik_ bersifat bila- adanya perbedaan budaya, sosial, ekonomi dan politik dari
teral maupun regional, subregional dan internasional. setiap negara, sehingga setiap negara dapat menentukan
caranya masing-masing untuk menerapkan hak yang sama
. pada semua orang.
4, Konvensi tentang Hak Anak
) Dalam Konvensi ini terdapat empat prinsip umum yang
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of harus ditaati dan dihormati, termasuk prinsip “nondiskrimi-
the Child) diterima Majelis Umum PBB pada tanggal 20 nasi”. Keempat prinsip tersebut dirumuskan dalam Pasal 2, 3,
Nopember 1989. Kemudian pada tanggal 2 September 1990 6 dan 12.
Konvensi ini mulai berlaku.”® Perhatian dan perlindungan
yang serius terhadap anak-anak secara internasional dilatar Pertama, prinsip “non-diskriminasi’ dimuat dalam pasal
belakangi oleh kenyataan bahwa anak-anak merupakan ke- 2, yang intinya menyatakan bahwa:
lompok yang rawan akan tindak kejahatan, eksploitasi dan
pelecehan seksual. Fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan “Negara-negara Peserta harus memastikan bahwa
oleh Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa tidak kurang ter- semua anak dalam wilayahnya menikmati hak mereka.
CfapﬂtT6 Tidak seorang anak pun akan menderita mengalami
. diskriminasi. Hal ini berlaku untuk semua anak, tanpa
‘ Abandoned by their families, some 1000 million memandang ras,warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
children subsist only back-breaking work, or turn to agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewar-
73 7 Basic Facts.,... Op.cit, hal. 221
74 Angka 4 ’® Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden
- Angka 5 No.36 tahun 1990.

b

. United Nations., The Rights of the Child., Geneva, 1994., Fact Sheet No. 10., hal. 4

L] 12 ayat (1
. Ibid., hal. 2 ihat pasal 2 ayat (1)

~
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Dalam pertimbangan disebutkan bahwa:

"...among refugees, returness and internally dis-
plaf:eq Persons, women and children are the
majority of the population affected by conflict and
bear the brunt of atrocities and other conse-
quences of conflict’.

_Jadi disadari bahwa di antara para pengungsi yang
paling menderita akibat konflik dan kekejaman yang amat
sangat _(brunt of atrocities) serta menderita akibat konflik
yang lainnya adalah wanita dan anak-anak. Sebab itulah

diharapkan (call upon) kepada:*

‘States and other parties to armed conflict to
pbserve: scrupulously the letter and the spirit of
international humanitarian law, bearing in mind
that armed conflict is one of the principal causes
of forced displacement in Africa’.

_ Selgnjutnya kepada negara-negara dalam kerja sama
internasional, mereka harus mengambil langkah-langkah
ya_ng' dipgzrlukan untuk menjamin penghormatan atas
prinsip-prinsip perlindungan pengungsi, khususnya untuk

menjamin bahwa penduduk sipil dan martabat kemany-
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reka berhak mendapat perlakuan yang manusiawi, karena me-
reka adalah manusia. Setiap pengungsi berhak mendapatkan
perlindungan baik dalam hukum nasional maupun hukum inter-
nasional. Hak-hak yang dimiliki oleh para pengungsi sama de-
ngan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara di tempat mereka
mencari perlindungan, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak
mendapatkan penyiksaan, hak untuk mendapatkan status kewar-
ganegaraan, hak untuk bergerak, hak mendapatkan pendidikan,
mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pengupahan yang wajar,
hak dalam bidang kesehatan, hak untuk menjalankan perintah
agama dan pendidikan agama untuk anak-anak mereka, hak un-
tuk tidak dipulangkan secara paksa. Masih banyak hak-hak lain
yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, sejauh hak itu
melekat kepada diri mereka sebagai individu manusia, maka
berlaku juga bagi pengungsi.

Secara garis besar hak-hak yang melekat kepada diri se-
orang pengungsi adalah hak-hak yang menyangkut hak-hak sipil,
politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang berlaku untuk semua
orang, warganegara, dan juga yang bukan warganegara. Hak-
hak yang disebutkan di atas dirangkum dalam the International
Bill of Human Rights yang terdiri dari the Universal Declarartion
of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political
Rights, dan the International Covenant on Economic, Social, and

siaan dari kamp Pengungsi tidak dalam bahaya oleh ke-

el el A Cultural Rights. Dari ketiga instrumen HAM internasional di atas,

pasal-pasal yang berkaitan dengan pengungsi adalah:

Oleh karena it dimintakan kepada negara-negara
dan Kantor Komisi Angung® “to make renewed effort to
ensure that the rights, needs and dignity of elderly refu-
gees are fully respected and addressed through appro-
priate programme activites’

1. UDHRs (DUHAM) 1948 :

a. Article 9: No one shall be subjected to arbitrary arrest, deten-
tion or exile;

b. Article 14:1: Everyone has the right to seek and to enjoy in
other countries asylum from prosecution’:
D. ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUNGS] ¢ Aticle 13:
(1) Everyone has the right to freedom of movement and
residence within the borders of each State,
(2) Everyone has the right to leave any country, including his
own, and to return to his country;

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa ‘pengungsi
adalah segolongan manusia yang sangat rentan terhadap perla-

d. Article 15(1) Everyone has the right to a nationality.

2. ICCPR:

: . Angka 6
. Lihat angka 17 : -
* . Lihat angka 32 a. Article 12:
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7. Every person has the rights to seek and be granted asy-
lum in a foreign territory, in accordance with the legis-
lation of the state and international conventions, in the

event he is being pursued for politicial offencieses or re-
lated common crimes; :

8. In no case may an alien be deported or returner to a
country, regardless of wheteher or not it is his country of
origin, if in that country his right to life or personal free-

9. The collective expulsion of aliens is prohibited.

Memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (8) di atas, se-
benarnya pemulangan dan deportas; terhadap orang asing
tidak dilarang, sepanjang tidak membahayakan keselamatan
hidup dan kebebasan pribadinya. Deportasi harus bersifat su-
karela dan berdasarkan alasan yang benar-benar masuk
akal. Berbeda dengan ketentuan ayat 9 yang melarang pe-
ngusiran massal (collective expulsion)”. Masuknya orang-
orang secara massal ke negara lain, tentu diakibatkan ada-
nya hal-hal luar biasa yang terjadi di dalam negara asal me-
reka. Keadaan yang luar bisa inilah yang sering menyebab-
kan terjadinya pengungsi.

Kawasan Afrika

Di kawasan Afrika terdapat beberapa instrumen regional
berkenaan dengan hak asasi manusia dan pengungsi, yaitu
Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Pro-
blems in Afrika (1969) dan The African Charter on Human
and People’ Rights (1 981).

a. Convention Governing the Specific Aspects of
Refugee Problems in Africa (1969).

Konvensi 1969 ini berlaku di kawasan Afrika sejak 20
Juni 1970.* Pengertian pengungsi dalam konvensi ini
sama dengan pengertian pengungsi dalam Konvensi
1951 tentang Status Pengungsi dengan penambahan se-
suai dengan karakteristik di kawasan Afrika.*® Konvensi
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ini iri dari ikian yang perlu dike-

terdiri dari 15 pasal, namun demi -
Ir?llukakan adalah ketentuan yang berkenaan dengan a*syi
lum, non discrimination, dan travel documenfs. K?)qvc?aqs
ini tfdak dapat diterapkan terhadap pengungsi apabila:

a. he has voluntarily reavailied himself_of 1h.e
. protection of the country of his nationality, or;

b. having lost his nationality, he has voluntarily
reacquired it, or,

i ionality, and enjoys
c. he has acquired a new nationality, AOJs
the protection of the country of new nationa

lity, or,

i himself in the

. he has voluntary reestabhshe;d : .

‘ country which he left or outside ‘WhICh he re
mained owing to fear of persecution, or,

e. he can no longer, because the circumstar_sces
in connection with which he was reco'gnlz?
as a refugee have caused to exit, cc_mnm;etho
refuse to avail himself of the protection of the

country of his nationality, or,

i i -political cri-

. he has committed a serious non-p _

f me outside his country of refugee after his
adminission to that country as a refugee, or,

g. e has seriusly infringeq the purpose and ob-
jectives of this Convention'.

Kemudian konvensi juga tidak akan dl b%Zrlakukan ke-
pada seseorang yang mendapat suaka, jika:

a. he has committed a crime against peace, a
war crime, or a crime against humanity;

i i on-political
. he has committed a serious n :
° crime outside the country of refugee pno.r to
his admission to that country as a refugee;

i to the pur-
. he has been guilty of acts contrary o th
° pose and principles of the Organization of

African Unity;

** . Konvensi ini telah diratifikasi oleh 41 negara, yang terakhir adalah Kenya 23 Juni

1992, dalam httg'J/www.unhcr.eh/fefworldlrefwolrdflegaI/ instrume/asylum/
ref_afre.htm, hal. 7

- Lih. Uraian tentang “pengertian pengungsi® menurut instrumen regional dalam Bab.|

3 Lih. Pasal 1 ayat (4)
% Lih. Pasal 1 ayat (5)

Bab V. Pengungsi dan Hak Asasi Manusia Bab V. Pengungsi dan Hak Asasi Manusia




142

lalu diabaikan oleh kebanyakan Negara atau pemerintah di sely-
ruh dunia yaitu: %

1.

Perlindungan hak asasi manusia di negara asal - tindakan untuk
mencegah pelanggaran HAM, sehingga orang-orang tidak dipaksa

untuk meninggalkan negara mereka untuk mencari tempat yang
aman;

Perlindungan hak asasi manusia di negara suaka - tindakan untuk
meyakinkan bahwa mereka yang melarikan diri karena dilanggar
hak asasinya dibolehkan mencari tempat yang aman, bahwa me-
reka diberikan perlindungan yang efektif terhadap pemulangan kem-
bali secara paksa (refoulement), dan hak asasi mereka dihormati di
negara dimana mereka mencari perlindungan.

Perlindungan hak asasi manusia pada tingkat internasional tindak-
an untuk menyakinkan bahwa pertimbangan hak asasi manusia
merupakan segalanya dalam membuat keputusan untuk memberi-
kan perlindungan terhadap para pengungsi, seperti kebutuhan untuk
melindungi orang-orang yang terlantar (pengungsi internal/IDP) di
negara mereka sendirj, pengembangan dalam hukum pengungsi in-
ternasional dan praktek hukum pengungsi, serta Program-program
untuk memulangkan kembali Pengungsi ke negara asal mereka,

E. KONVENS/ INTERNASIONAL TENTANG HAK

ASASI MANUSIA LAINNYA YANG BERKAITAN
DENGAN PENGUNGSI

1

Konvensi Internasional tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi ini disetujui berdasarkan resolusi Majelis Umum
2106 A (XX) 21 Desember 1965. Mulai berlaku 4 Januari

1969.:? Hingga tahun 2000 ada 157 negara yang menjadi pe-
serta.

Dalam konvensi ini istilah “diskriminasi ras" diartikan se-
bagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatas-
an, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturun-
an atau kebangsaan atau suky bangsa, yang rhempunyai
maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan,

60
12.

*. Refugees and Human Rights, dalam ... hal. 1-2
-United Nations.,Committee on Elimination of Racial Dr’scrimr'narion., Fact Sheet No.

*'. Basic Facts., Op.cit,, hal. 219
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i au pelaksanaan, atas dasar persamaan, hgk
ggggf‘;:r?;?\r:;s?; daFrjl kebebasan dasar da.]am bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya atau bidang keh|d_upan masyarakag
lainnya.® Perlindungan terhadap pengungsi dalam Ko_n\lfinm
ini berkenaan dengan hak sipil dan hak ekonoml,_sci;agla an
budaya. Hak tersebut tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. the right to freedom of movement and residence
within the border of the State; . y !

2. the right to leave any country, including one's
own, and to return to one's country;

3. the right to nationality; 1 .

4. the right to marriage and choice of spouse;

5. the right to own property alone as well as in asso-
ciation with others;

6. the right to inherit;the right to freedom of thought,
conscience and religion; e b

7. the right to freedom of opinion and expression;
dan;

8. the right to freedom of peaceful assembly and
association.

E§edangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ada-
lah:

i i loyment, to
. the rights to work, to free choice of emp ‘

; just a?u:l favourable conditions of work, to protectuoi?
against unemploymen, to equal pay for equal work,
to just and favourable remuneratlgn; _

2. the right to form and join trade unions;

3. the right to housing; : :

4. the right to public health, medical care, social
security and social services; 1" 6id

5. the right to education and training; )

6. the right to equal participation in cultural activities.

Pada dasarnya semua hak politi'k,_ gkonomi spsml l;:Iani
budaya yang diatur dalam Konvensi ini berlaku Jugl?oncafiigi
PGS erE DT Dol SGalal ok bk babes

i nurut hemat penulis 5
g:gﬁggﬁl’dr:: bertempat tinggal dalam wilayah negarat\ yar;gf
bersangkutan, hak untuk meningga!kgn suatu negara,S :r:r('j]iri
suk negaranya sendiri, serta kembali ke negaramyak 2 hal;
dan hak untuk memiliki kewarganegaraan. Sedangka

€ Ppasal 1
. Pasal 5 d.
Pasal 5 e
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ekonomi, sosial dan budaya adalah hak untuk bekerja, me-
milih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisj kerja

gara, lermas:uk nNegaranya dan kembali ke negara asal lebih
dominan lagi. Apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan pasal
5b tentang hak atas keamanan dan perlindungan pribadi
yang menentukan: ,

'The_right to security of person and protection by the State
against wolencg or bodily harm, whether inflicted by
tgc:_vernment officials or by any individual, group or insti-
ution.’

Dengan demikian, Setiap orang (termasuk pengungsi)
tanpa diskriminasi menikmati hak keamanan dan perlindu-
ngan pribadi dari negara terhadap pelanggaran atau mem-
t?ahayakan tubuh, baik yang disebabkan oleh pejabat peme-
rlntafj atau individu, kelompok atau lembaga. Sebab itu, kon-

kebebasan dasar maupun hak untuk memperoleh perbaikan
dan penggantian yang adil dan layak (Psl.6). Istilah "setiap
orang" dalam pasal inj mencakup warganegara dan orang
asing ( termasuk Pengungsi) yang terdapat di negara-negara
peserta konvensi.

- Konvensi Anti Penyiksaan

!(ovensi ini secara lengkap berjudul "The Convention
Agains Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment
or Punéghment 1984 " dan telah diratifikasi oleh 123
negara.™ Indonesia sudah meratifikasi Konvensi inj sejak
tahun 1998 melalyi Undang-Undang No. 5 tahun1998

Elemen inti dari perlindungan int=rnasional dalam Kon-
vensi tentang anti kekerasan ini adalah hak untuk tidak

145

dipulangkan secara paksa ketempat yang dapat mengan-
cam jiwa atau kemerdekaan seseorang yang dalam pasal 33
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi disebut dengan
prinsip non-refoulement. Dalam pasal 3 Konvensi tentang
Anti Penyiksaan menyatakan bahwa:

1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite
a person to another State where there are substantial
grounds for believing that the would be in danger of
being subjected to toriure.

2. For the purpose to determining whether there are such
grounds, the competent authorities shall take into ac-
count all relevant considerations including, where appli-
cable, the existance in the State concerned of a consis-
tent pattern of gross, flagrant or mass violations of hu-
man rights.

. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, 1979 (CEDAW)).

Konvensi ini diratifikasi dan aksesi sesuai dengan re-
solusi Majelis Umum 34/180 tanggal 18 Secoember 1979,
konvensi mulai berlaku 3 September 1981. Sampai bulan De-
sember 2000 terdapat 166 negara sebagai Peserta Konvensi
ini,*” dan Indonesia sudah menjadi pihak sejak tahun 1984.%°

Konvensi ini terdiri dari 30 pasal. Dalam pembuka-
annya disebutkan:”...that the State Parties in the International
Covenants on Human Rights have the obligation to ensure
the equal rights of men and women to enjoy all economic,
social, cultural, civil and political rights”. Jadi ada persamaan
derajat antara laki-laki dan wanita dalam menikmati hak
ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Kemudian yang di-
maiggud dengan istilah “diskriminasi terhadap wanita” ada-
lah:

65 P . ¥_ Basic Facts..., Op.cit, hal.220
. Resolusi No/39/46 disetujui oleh Majelis Umum pada 10D k3 68’ = A
%’ Basic Facts, Op.cit, hal. 221 p esember 1984 : oo’ Eggﬁarkan Undang-Undang No.7 tahun 1984
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“...any distinction, exclusion or retriction made on the
basis of sex which has the effect or purpose of impairing
or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by
women, irrespective of their marital status, on the basis
of equality of men dan women, of human rights and
fundamental freedoms in the political, economic, social,
cultural, civil or any other field'.

Konvensi ini secara garis besar memberikan jaminan
adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam
semua lingkup kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan,
kesehatan, hak suara, kebangsaan dan dalam perkawinan.

Persamaan antara laki-laki dan wanita yang diaturnya adalah
dalam:

a. kehidupan politik dan kemasyarakatan pada tingkat
nasional (Psl.7);

b. kehidupan politik dan kemasyarakatan pada tingkat
internasional (Psl.8);

hukum nasional (Psl.9);

pendidikan (Psl.19);

hak bekerja dan buruh (Psl.1 1);

kesempatan atas pelayan fasilitas kesehatan (Psl. 12).

~oao0

Ada beberapa ketentuan dalam konvensi ini yang me-
ngatur kewajiban negara peserta, yang kiranya sangat pen-
ting dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia
“wanita pengungsi/wanita yang sedang dalam pengungsian”.
Sebab “wanita pengungsi” sangat rentan dalam kedua hal ini,
yaitu “perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran”. Kewa-

jiban negara peserta dalam kedua masalah ini diatur dalam
Pasal 6 yang menentukan:”

‘States Parties shall take all appropriate measures, in-
cluding legislation, to suppress all forms of trafic in
women and exploitation of prostitution of women.’

Dengan demikian negara-negara peserta harus me-
ngambil semua langkah yang tepat, termasuk-dibidang per-
undang-undangan untuk memberantas dan memerangi-se-
mua bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi terhadap
pelacuran wanita. Oleh sebab itu negara-negara yang mem-

. Pasal ini merupakan salinan dari pasal 8 Declaration on the Elimination of
Discrimination against Women yang diprolakmasikan oleh Majelis Umum dengan
resolusi 2263 (XXII) tanggal 7 November 1967. Pasal 8 menentukan:” All appropriate

measures, including legislation, shall be taken to combat all forms of trafic in women
and exploitation of prostitution of women”.
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i la bentuk pelacuran
i toleransi atas keberlangsungan sega
52::9 eksploitif dan praktek-praktek yang berbau pei:btjednizgrr\x
lainnya jelas merupakan pelanggaran terhadap ke

pasal ini.

Kemudian yang berkaitan dengan persamaaa h:lkt arnta\;ﬁ
wanita dan laki-laki dalam pengungsian adalah kete
pasal 15 ayat (4):

‘States Parties shall accord !oh m?n'a?éjla?i’r?;n?g mi
e rights with regard to the law :
?nac::emegnt of persons and the freedom to choose their

residence and domicile’.

Berdasarkan ketentuan ini, maka a(cj!a p}t::isjaerg:saanndﬂi:?(
‘kepindahan dan _
hukum berkenaan dengan kep.ir'\ ; i
isili diri. Dalam masalah pengung
menentukan domisilinya sendiri. g
i i li” tidak terbatas dalam y
istilah “kepindahan dan domISI" , e
i diinterpretasikan antar neg
satu negara, tetapi dapat Ll
i i iliki hak yang sama dengan .
Artinya wanita memiliki hak ) I e
kan negara mana ia akan pindan { r I
rl::)?cger?lgjna ia ak%n bertempat tinggal. Hal ini sgptLaJm t?*:\ahH(:k
sebutkan sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Umu

: 71
Asasi Manusia.

j i hak asasi

tetapi bukan saja berkaitan dengan :
"penAgTJ?::;si w;)nita", dalam keadaan l?@sapun., hak_ wag;’{::
termasuk anak gadis hingga dewasa hll‘l[ler]rgg;‘ilg :;gr;% o
cehkan dan dilanggar. Misalnya masi e
ita dan anak gadis (traffic in women and g : 2
‘rrg:;a;pat perhatian Perserikatan I!Basgsafgg?ss? ?%)%gcal}n
i t dalam Resolusi Majelis Umul : _
ﬁs?nir?”;rl:z girlds. Dalam resolusi ini dinyatakan sebagali

berikut:"

‘Urges Governments to take appropriate measu;estht;

address the root factors, including dext_elrdn?érfz::rgm,uﬁon
icking i and gir r

encourage trafficking in women ¢ R i
ther forms of commerc&allzed_ sex, d marr

zngsoand forced labour, in order to ellmlr]at.e trafflc_klng in

w%men including by strengthening z_exxstlng Ieg1sll-|etatlog1f
with a \:'iew to providing better protection of the rights

i Uni i Manusia menentukan:” Everyon“e
L Deklafrasu Ur;;\v:r:f :hdHr?e};ig:rﬁ:a within the borders of each state
has the rights to freedom of move ¢

" Angka 3
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women and girld and to punishing perpetrators, through
both criminal and civil measures’.

petty crime, prostitution or begging; Over 50 million
children work under unsafe or unhelthy conditions;

149

Some 3.5 million children die each year of diseases
which could be prevented or cured; Some 155 million
children under five in the developing countries live in
absolute poverty; Millions including many in the richer
societies are maltreated or neglected, are sexually
exploited or become victims of drug abuse’.

Dalam resolusi ini juga diminta kepada pemerintah ma-
sing-masing negara untuk merencanakan, menerapkan dan
meningkatkan upaya efektip untuk menghilangkan dan
memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan anak
gadis melalui strategi anti perdagangan, meliputi upaya
perundang-undangan, kampanye pencegahan, pertukaran
informasi, bantuan dan perlidungan serta pengatuan kembali
dan penuntutan semua pelaku yang terlibat. Upaya-upaya
yang dikehendaki ini merupakan upaya dalam lingkup na-
sional suatu negara. Sedangkan secara internasional ne-
gara-negara anggota PBB didorong untuk : ™

Konvensi ini terdiri dari 54 pasal, sampai Desember 2000
telah tercatat 191 negara sebagai pesenafzadan Indonesia
sudah menjadi peserta sejak tahun 1980. Konvensi ini
memuat kewajiban negara-negara peserta untuk memberikan
perlindungan terhadap anak. Sebab itu, dimuat prinsip “non-
diskriminasi” anak, dimana anak-anak menikmati hak-hak
mereka dalam setiap bentuk, tanpa memandang ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau
pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan
atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status
lain.”

*... concluded bilateral, subregional, regional and inter-
national agreements, as well as undertake initiatives,
including regional initiatives, to address the problem of
trafficking in women and girlds,..." -

Jadi negara-negara anggota PBB dalam rangka membe-
rantas dan menghilangkan perdagangan wanita dan anak ga-
dis dianjurkan untuk membuat perjanjian baik bersifat bila-
teral maupun regional, subregional dan internasional.

Dimuatnya prinsip “non-diskriminasi” ini, selain meletak-
an standar-standar yang sama, juga memperhatikan ‘rea[ite!
adanya perbedaan budaya, sosial, ekonomi dan politik dari
setiap negara, sehingga setiap negara dapat menentukan
caranya masing-masing untuk menerapkan hak yang sama
pada semua orang.

4. Konvensi tentang Hak Anak

Dalam Konvensi ini terdapat empat prinsip umum yang
harus ditaati dan dihormati, termasuk prinsip ‘nondiskrimi-
nasi”. Keempat prinsip tersebut dirumuskan dalam Pasal 2, 3,
6 dan 12.

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of '
the Child) diterima Majelis Umum PBB pada tanggal 20 f
Nopember 1989. Kemudian pada tanggal 2 September 1990
Konvensi ini mulai berlaku.” Perhatian dan perlindungan
yang serius terhadap anak-anak secara internasional dilatar
belakangi oleh kenyataan bahwa anak-anak merupakan ke-
lompok yang rawan akan tindak kejahatan, eksploitasi dan
pelecehan seksual. Fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan
oleh Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa tidak kurang ter-
dapat’® '

Pertama, prinsip “non-diskriminasi” dimuat dalam pasal
2, yang intinya menyatakan bahwa:

“Negara-negara Peserta harus memastikan bahwa
semua anak dalam wilayahnya menikmati hak mereka:
Tidak seorang anak pun akan menderita mengalami
diskriminasi. Hal ini berlaku untuk semua anak, tanpa
memandang ras,warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewar-

* Abandoned by their families, some 1000 million
children subsist only back-breaking work, or tumn to

= ' 77 Basic Facts.,... Op.cit.,, hal. 221 ‘
! ﬁzgt:g ® Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden
’®. United Nations., The Rights of the Child., Geneva, 1994., Fact Sheet No. 10., hal. 4 No.36 tahun 1990.

8 Ibid., hal. 2 ™ _Lihat pasal 2 ayat (1)
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ganegaraam dan, asal-usy| kebangsaan, sosial, keka-
yaan, kecacalan, kelahiran atay status lain darj orang
tua atau wali yang sah dari anak tersebyt. *

antara semua anak. Anak-anak Perempuan harus diberikan
kesempatan yang sama seperti halnya anak laki-laki. Pe-
ngungsi anak, anak-anak yang berasal dari negara |ain,
anak-anak kelompok penduduk asli atay kelompok minoritas
harus mempunyai hak yang sama dengan yang lain.
Anak-anak cacat harus memperoleh kesempatan yang sama
untuk menikmati standar kehidupan yang memadai.

Kedua, “kepentingan terbaik bagi anak” dirumuskan
dalam pasal 3, yaitu jika Peénguasa suatu negara mengambil
keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan

Ketiga, “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan me-
ngembangkan diri” diatyr dalam pasal 6. Pasg| mengenai hak
untuk hidup ini mencakup rumusan mengenai hak untuk ber-
tahan dan hak untuk mengembangkan diri, yang harus dj-
jamin "semaksimal mungkin". Istilah "mengembangkan diri"

Keempat, mengenai ‘pandangan anak” dirumuskan
dalam pasal 12. Menekankan bahwa terhadap anak-anak

80

I

.Psl6
. Psl.7
. Psl.9
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Dalam pada itu, jika diperhatikan hak-hak asasi anak
yang ditentukan dalam Konvensi ini, meliputi semua hak
asasi manusia secara umum antara lain:

a. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya
untuk hidup, dan semua negara harus menjamin sebe-
sar-besarng/a perkembangan diri dan kelangsungan hi-
dup anak®

b.  Setiap anak memiliki hak atas segbuah nama dan kewar-
ganegaraan sejak kelahirannya,®

C. Anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tga mergka,
kecuali oleh pejabat yang berwenang bagi kebaikan
anak-anak tersebut ®

d. Negara-negara harus membantu pertemuan atau pen-
yatuan kembali keluarga-keluarga dengan memperkg—
nankan keluar masuknya orang-orang dari atau ke wij-
layah mereka.®

lembaga-lembaga perawatan anak &

f.  Negara-negara harus melindungi anak-anak dari pene-
lantaran dan bahaya fisik ataLé pun mental, termasuk sjk-
saan dan eksploitasi seksual.?

g- Negara-negara harus memberikan perawatan alternatif
kepada anak-anak yatim piatu. Proses pgnqgng{catan
anak harus diatur secara seksama dan perjanjian inter-
nasional harus diupayakan untuk memberikan rambu-
rambu dan memastikan keabsahan yuridis, apabila atau
ketika orangtua angkat berkehenggk untuk memindahkan
si anak dari negara kelahirannya.

o

e ————————

8

. Psl.10
. Psl.18
. Psl.19
. Psl.21

2

g a
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h. -
Anak-anak cacat harys memiliki hak atas pemeliharaan

pendidikan dan perawatan khusus.®”
i Anak-anak dalam penahanan harus dipisahkan dari

. p'
I Anak-anak berhak atas orang dewasa; mereka tidak boleh disiksa atau menga-
i stand § . g : ga
dapat dicapai. Negara- ar kesehatan tertinggi yang lami perlakuan yang kejam atau merendahkan marta-
rawatan keseh g E_lne'gara harus menjamin agar pe- bat %
e meniti?c?)eat?;? diberikan kepada semua anak de =
ratkan pada u 5 Sy RS
o apaya-upaya preventi, pen- g. Anak di hawah usia 15 tahun tidak boleh mengambil

bagian dalam pertikaian; anak-anak yang berada dalam
situasi konflik bersenjata harus memperoleh perlindu-

ngan khusus.*®

didikan kesehat )
anak & an dan penurunan tingkat kematian

T —
j endidikan dasar haruslah disediakan secara cumacuma

dan wajib. Disiplin dalam
r. Anak-anak penduduk minoritas dan penduduk asli harus

secara bebas menikmati budaya, agama dan bahasa
mereka sendiri.”’

s. Anak-anak yang menderita perlakuan buruk, penelanta-
ran atau eksploitasi harus memperoleh perawatan atau
pelatihan khusus untuk menyembuhkan dan merehabili-

tasi mereka dan®®

k. Anak- i
ak-anak harus mempunyai waktu untuk beristirahat

dan bermain, dan me i
. ; _ mpunyai kesem
atas kegiatan-kegiatan budaya dan senli?g{"tan R s

t. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum
pidana harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga
memajukan rasa harkat dan martabat mereka dan ditu-
jukan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masya-

rakat (Psl.40);

l. - i
22?2& ;gggra harus melindungi anak-anak dari eksploi-
mi dan pekerjaan yang dapat merugikan pen-

didikan mereka, at
: ; alau me
kesejahteraan mereka.*" mbahayakan kesehatan atay

m. -
yae"agﬁra:] negara harus melindungi anak-anak dari en-
ol ?o c?akaq obat-obatan terlarang dan keterlibatanpda~
produksi atau pengedaran obat- obatan jnj %

Dalam kaitan dengan hak-hak “pengungsi anak” (dalam
tulisan ini terdiri dari anak yang ikut orang tuanya mengungsi
atau anak yang lahir dari orang tua yang mengungsi), ada
beberapa kewajiban negara yang perlu mendapat perhatian
sunguh-sungguh. Ditentukan bahwa anak harus didaftarkan
segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak
untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewar-
ganegaraan, dan sedapat mungkin, untuk mengetahui orang
tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya. Selain itu, nega-
ra-negara peserta harus menjamin penerapan hak ini, sesuai
dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut ins-
trumen internasional yang relevan dalam bidang ini,g khu-

n. Semua upaya harus di
. ilakuka
penculikan dan perdagangan angk_lg:;;? saeNghapuskan

0. i
Hukuman mati atay hukuman seumur hidup tidak boleh

dijatuhkan bagi kejahata X
n
sebelum ia berusia 18 tahlﬁg‘g dilakukan oleh seseorang

o
ar
. Psl.23 : S
::. Psl.24 susnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.
o Psl28
of" Psl.31
= belas
95 ki n
o Psl.35 >. Psl.37:3
. Psl.37- . Psl.38:2
:;. Psl.30
. Psl. 39
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Kemudian, ditentukan bahwa permohonan yang diajukan
oleh seorang anak atau orang tuanya untuk memasuki atau
meninggalkan suatu negara peserta dengan tujuan untuk
menyatukan kembali suatu keluarga, ditangani oleh nega-
ra-negara Peserta dengan cara yang positif, manusiawi dan
segera. Pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan mem-
bawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota ke-
luarga mereka.'”

Selain itu, seorang anak yang orangtuanya bertempat
tinggal di negara yang berbeda, berhak untuk memelihara
hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang-
tuanya secara teratur. Negara-negara peserta harus meng-
hormati hak anak dan orang tuanya untuk meninggalkan sua-
tu negara, termasuk negara mereka sendiri, dan hak mereka
untuk memasuki negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu
Negara hanya dapat dibatasi oleh pembatasan-pembatasan
yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk me-
lindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan
atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan

yaqg1 sesuai dengan hak lainnya yang diakui dalam Konvensi
ini. '

Akhirnya ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah
bahwa negara-negara peserta harus mengambil langkah-
langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang te-
ngah mengusahakan status pengungsi, atau yang dianggap
sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur inter-
nasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi mau-
pun tidak didampingi oleh orangtuanya, atau oleh orang lain,
akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan
yang layak untuk menikmati hak yang berlaku yang di-
nyatakan dalam Konvensi ini, dalam instrumen-instrumen
Hak Asasi Manusia atau humaniter lainnya di mana Negara
tersebut menjadi peserta.'® Untuk tujuan ini, Negara-negara
Peserta, bila mereka menganggapnya layak, harus bekerja-
sama dalam setiap upaya yang dilakukan Perserikatan Bang-
sa-Bangsa dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang
berwenang atau organisasi-organisasi non pemerintah yang
bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk
melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak

1% | ih. Psl.10 ayat 1 Konvensi
9" Lih. Psl.110 Konvensi
%2 Lih. Psl.22 ayat 11
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orang tuanya atau anggota keluarga Iajn dari pengungsi anak.
tersebut, untuk memperoleh informasi yang dlperlukan bagi
menyatukannya kembali dengan kelgarganya. Apablla orang
tua atau anggota keluarga lainnya t@ak d.apat diketemukan,
anak yang bersangkutan harus dil?erl perlindungan yang sa-
ma, seperti halnya anak-anak lain yang untuk sementara
atau selama-lamanya kehilangan lingkgngan keluarganya ka-
rena alasan apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam Kon-
vensi ini (ayat 2).

Permasalahan anak-anak pengungsi senantiasa} menda-
pat perhatian dunia internasional, seperji tercermin d'a!a|1ror;
resolusi Majelis Umum PBB 55/79. The r._'ghts of the child.
Dalam Bab I, dinyatakan bahwa memlnta. pemgrmtah-pe—
merintah untuk meningkatkan implementasi kgbuaksanaan
dan program perlindungan, perawe;tan dan ke_sejahteragn pe-
ngungsi anak dan anak terlantar (internally drspf_ace children)
serta ketentuan-ketentuan pelayanan dasar sqsnal, termasuk
akses ke pendidikan dalam kerjasama yang dlpgrlukan, khu-
susnya dengan Kantor Komisi Agung Pengungsi, Dana E‘er—
serikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-Anak dan Pgrwaktlan
Sekretaris Jenderal tentang orang terlantar sesual dengan
kewajiban negara-negara berdasarkan Konvensi tentang
Hak-Hak Anak.'® Sebab itu diminta kepada semua negara
dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam senglfeta bersenjata,
seperti ?(}rganisasi dan badan-badan Perserikatan Bangsa-

Bangsa.

‘to give urgent attention, in terms of pro!eglion and
assistance, to the fact that refugee an mifernal_[y
displaced children are particularly exposed.to r|5k§ in
connection with armed conflict, such as being forcibly
recruited or subjected to sexual violence, abuse or

exploitation.’

Resolusi ini juga, menyatakan perhatiap yang sunguh-
sungguh tentamgl j8m|ah pertumbuhan pemlsahan daE/attau
menyingkiran (unaccompanied) pengungsi dan anak ter-
lantar, dan meminta kepada semua negara serta baqan dgn
perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisai lain
yang relevan untuk memprioritaskan program penyatuan dan

103

iteri i i 2000. .
. Diterima pada sidang paripurna ke 81, 4 Dfasember : ; ; \
' Angka 6 Ft)nagian 111: Promotion and protection of the rights of children in particularly

vulnerable situations and non-discrimination against children.
', Lihat angka 7
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menelusuran kerluarga (family tracing) serta untuk menerus-

kan rencana perawatan bagi pengungsi dan anak terlantar
tersebut.
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BAB VI

PERANAN UNHCR DALAM
URUSAN PENGUNGSI
INTERNASIONAL

Usmawadi, SH., MH.
Mada Apriandi Zuhir, SH.

A. PENDAHULUAN

20 di beberapa negara dunia menimbulkan arus pe-

ngungsi besar-besaran. Masalah pengungsi dari Bosnia
dan Herzegovina, Cheknya, Irag, Kosovo dan Rwanda meru-
pakan contoh dari akibat konflik bersenjata yang terjadi di
negara-negara tersebut yang menghendal’ "'"aya pemecahan
secara internasional baik terhadap para pengungsi (refugees) itu
sendiri maupun bagi pengungsi internal (/nternally Displaced
Person/IDPs).

M eningkatnya intensitas konflik bersenjata di awal abad ke

Penanggulangan masalah pengungsi sebetulnya telah lama
menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun
1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan pemben-
tukan sebuah badan khusus (specialized agency) yaitu Internatio-
nal Refugee Organization (IRO) yang mengambil alih peran “The
United Nations Relief and Rehabilitation Agency (UNRRA)".
Sejak Juli 1947 sampai dengan Januari 1952, /RO telah berhasil
membantu memukimkan lebih dari 1 juta orang pengungsi ke
negara ketiga, mempatriasikan 73.000 orang dan membuat per-
setujua? untuk 410.000 orang-orang yang terlantar di negaranya
sendiri.

' UNS, Human Rights dan Refugees, Fact Sheet No. 21, Centre for Human Rights
United Nations Office at Geneva, 1993, hal. 4
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Ada sedikit perbedaan antara /RO dan United Nations High
Comissioner for Refugees (UNHCR), dimana IRO hanya mem-
berikan perlindungan terhadap pengungsi dan orang-orang ter-
lantar (displaced person) yang menjadi korban Perang Dunia I,
sedangkan UNHCR ruang lingkup kewenangannya mencakup
baik terhadap penguiigsi yang ada sebelumnya (akibat Perang

Dunia 1), maupun terhadap pengungsi yang baru muncul setelah
terbentuknya Komisi Agung itu.

Persoalan pengungsi selain ditangani oleh UNHCR juga oleh
International Committee of the Red Cross (ICRC) sebagai salah
satu lembaga kemanusiaan yang berkedudukan di Jenewa,
Swiss. Akan tetapi berbeda dengan UNHCR yang menangani
masalah pengungsi secara keseluruhan, /ICRC hanya menangani
“pengungsi dan orang-orang terlantar* yang terjadi akibat konflik
bersenjata ataupun kerusuhan. Walaupun masalah pengungsi
tidak hanya ditangani oleh UNHCR, tetapi juga ICRC, dalam ba-
gian ini pembahasan hanya dibatasi pada peranan UNHCR da-
lam menangani masalah perlindungan pengungsi dan aktivitas-
aktivitas UNHCR lainnya_dalam kaitannya dengan persoalan-
persoalan pengungsi.

B. TUGAS DAN KEWENANGAN UNHCR

Kantor Komisi Agung Untuk Pengungsi didirikan berdasarkan
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 319 A
(IV) tanggal 3 Desember 1949. Kemudian melalui Resolusi Maje-
lis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 14 Desember
1950 No. 428 (V), Komisi Agung untuk Urusan Pengungsi secara
resmi beroperasi bulan Januari 1951

Seperti disebutkan di atas, berbeda dengan /RO yang pernah
ada sebelumnya, UNHCR memiliki kewenangan yang lebih Iuas,
yaitu mencakup pengungsi yang ada sebelumnya sebagai akibat
dari Perang Dunia II, dan juga pengungsi yang baru muncul ke-
mudian setelah pendirian UNHCR.
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United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)?
adalah lembaga internasional yang diberi mandat untpk memberi-
kan perlindungan internasional terhadap pengungsi dgn mem-
berikan solusi yang permanen terhadap para pengungsi de_ngan
jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelakullalnnya
ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang telrkalt untuk
memberikan fasilitas pemulangan (repatriation) bagi para pe-
ngungsi.®

Sampai dengan tahun 1950, kewenangan utama_ QNHCF? ti-
dak pernah berubah, namun demikian kewenangan ini telah me-
ngalami perubahan secara signifikan selama dekade terakhir,

o4
yaitu:

1. Peningkatan skala operasi UNHCR.® .

2. Semakin luasnya ruang lingkup aktifitas UNHCR Jum]ah
persoalan-persoalan yang ada sebelym keberadaan organi-
sasi inipun terus-menerus meningkat.

*, UNHCR berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang merupakan
badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lih. Chapter 10 Piagam Perserikatan
-Bangsa o
?alr_]i%?apazgl% )Sta'lu!e of the Office of the United Nations High Commissioner for

1 ) )
EﬁggesetztegosfoThe World's Refugee dalam hitp:/www.unhcr.ch/pubs/sowr2000/ intro.
pdf. hal. 3-4. _
>. Fokus utamanya adalah menemukan solusi bagi sekitar 400.000 pengungsi yang
masih belum mendapatkan tempat tinggal akibat Perang Dunia Il. Pada tahun 1996,
UNHCR telah membantu sekitar 26 juta orang. Jumlah dana dan s_!aff yang
dibutuhkanpun mengalami peningkatan yang signifikan. Dana yang dibutuhkan
UNHCR pada tahun 1951 sekitar 300.000 US$ dan depgan Jumlah staff sebapyalf 33
orang. Pada tahun 1999, jumlah dana yang dibutuhkan itu meningkat mencapai !Bblh 1
Milyar US$ dan telah mempekerjakan lebih dari 5. 000 orang staff. Ruang Ilngkug
wilayah kegiatannya pun mengalami perluasan, .pada awalnya hanya_terquus di
Eropa. Namun di tahun 1999 UNHCR telah memiliki kantor di 120 negara di dunia;

®. Pada awalnya, fokus utama UNHCR adalah un_tuk' memfasilitasi pemukiman_ pagi
para pengungsi. Namun kemudian ruang lingkup alf.tifnas ini pun meluas ke a'ktlwlas-.
aktivitas lainnya, termasuklah dalam hal ini, memberikan bantuan secara materi seperti
pangan dan papan. Sebagaimana juga halnya dengan bantuanl kesehatan, pendidikan
dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Selain itu, UNHCR juga mengembarjgkan
program-program khusus untuk membantu kelompok-kelompok khusus pula Qan para
pengungsi seperti misalnya kelompok wanita dan anak-anak, kelompok remaja, orang
tua, yang mengalami penderitaan akibat trauma serta orang-orang cacat. Untuk lebih
jelas lih: UNHCR Global Report 2001, Global Programmes, dalam http://www.unher....
2001/globops. pdf. ) : o
. Menilik kesejarahnya, UNHCAR memiliki fungsi utama sebagai _f;e_buah organisasi
bagi perlindungan pengungsi (refugee). Kemudian fungsi utamanya ini berkembang ke
program-program bantuan lainnya bagi beragam kategori dari bangsga (people).
Termasuk juga dalam hal ini orang-orang yang terlantgr yang ad_a diperbatasan
negaranya sendiri (displaced), returnees (refugees atau internally displaced people
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3. Peningkatan jumlah pelaku-pelaku internasional yang mem-
berikan bantuan bagi perlindungan dan bantuan bagi pe-
ngungsi dan orang-orang terlantar.®

4. Di daerah-daerah yang tidak stabil dan di daerah-daerah
yang situasinya mudah berubah, misalnya daerah-daerah
yang mengalami situasi konflik bersenjata secara terus me-
nerus juga mendapatkan perhatian dari UNHCR, °

Berdasarkan mandat yang diberikan kepada UNHCR diketa-
hui bahwa tugas yang diemban oleh Organisasi ini merupakan
tugas kemanusiaan yang mulia, yaitu memberikan perlindungan
internasional dan mencari solusi terhadap masalah-masalah
yang dihadapi oleh pengungsi.’® Dalam melaksanakan fungsi ke-
dua ini UNHCR berupaya memudahkan pemulangan (repatriasi)
secara sukarela para pengungsi dan reintegrasi ke dalam negara
asal mereka atau jika hal itu tidak memungkinkan, membantu

mempermudah integrasi mereka di negara pemberi suaka atau di -

negara tempat mereka dimukimkan kembali (resetlement). Sam-
bil berupaya menemukan solusi, UNHCR, bila perlu juga mem-
berikan bantuan material untuk jangka pendek. Kecuali dalam
situasi khusus, kegiatan pemberian bantuan material UNHCR

yang telah kembali ke tanah aimya), Asylum seekers (orang-orang yang status
formalnya belum diakui), stateless person (orang-orang yang tidak memiliki kewar-
ganegaraan, perang yang mempengaruhi populasi, dll). Perluasan peranan UNHCR
yang melingkupi kategori-kategori lainnya dari people ini, selain dari refugee. adalah
merupakan konsistensi atas Statuta pendiriannya. Di dalam Pasal 1 Statute of the
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees menegaskan agar
UNHCR “mencari solusi jangka panjang bagi persoalan-persoalan pengungsi”,
sedangkan Pasal 9 Statuta ini merumuskan bahwa “UNHCR akan diberikan juga ak-
tifitas tambahan ... sebagaimana yang di tentukan oleh Majelis Umum”. Hal ini
diperjelas jika kita lihat dari awalnyapun, serangkaian Resolusi Majelis Umum PBB
telah memberikan dasar hukum bagi UNHCR dalam menjalankan aktifitasnya yang
berkaitan dengan kelompok orang yang tidak terkategori sebagi refugees;

® Pada awal tahun 1950, rekanan kerja UNHCR hanya sedikit sekali jumlahnya. Di
tahun 1999 telah meningkat menjadi lebih dari 500 Lembaga Swadaya Masyarakat/
NGOs. Permintaan dari Sekertaris Jenderal PBB ke UNHCR pun meningkat jumlahnya
guna melaksanakan fungsi sebagai Badan Kemanusiaan PBB dalam situasi darurat,
Sebagai tambahan UNHCR sendiripun telah bahu membahu dengan badan-badan lain
PBB misalnya, Pasukan Perdamaian PBB, Pasukan Militer Multinasional - lainnya,
Organisasi-organisasi Regional, Organisasi Hak Asasi Manusia dan sejumlah_pelaku-
Eelaku lokal dan internasional lainnya;

. Hal ini tentu saja merupakan peningkatan peranan dari organisasi ini. Pada awalnya
UNHCR hanya bekerja di negara-negara suaka yang aman dan tidak terpengaruh oleh
konflik bersenjata, namun sekarang, staf-staf UNHCR seringkali bertugas di tengah-
tengah kancah pertempuran. Hal ini tentunya membawa sebuah konsekuensi:
ancaman bahaya baru dan tantangan baru bagi UNHCR.

'°, Lih. Pasal 1 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for
Refugees 1950.
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dilaksanakan melalui otoritas lokal atau nasional negara yang
bersangkutan, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain,
Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), atau badan teknis swasta
lainnya.

Kedua aspek mandat UNHCR diatas terkait satu sama lain
dan tidak dapat dipisahkan. Upaya mendapatkan pemecahgn
masalah yang permanen menjadi tujuan pokok perlindungan in-
ternasional. Dalam solusi permanen, paling tidak, terdapat tiga
pemecahan yang diberikan yaitu: "'

1. Dikembalikan ke negara asal. :

Misalnya pengungsi dari El Salvador, Mozambique, Kam-
boja, Afghanistan dan Eritria dikembalikan ke negara asal
mereka. Bantuan dalam repatriasi sukarela tergantung pada
fungsi perlindungan dan bantuan materil UNH_CF}. Materi per-
lindungan ini berisi keyakinan bahwa repatariasi adalah_ ber-
sifat sukarela. Materi bantuan berisi pertolongan bagi pe-
ngungsi, kapan saja, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
yang praktis dialami pada saat kembali dan pada saat keda-
tangznnya di negara asal;

2. Dimukimkan di negara pemberi suaka pertama. ;

Misalnya pengungsi Burundi di Tanzania, pengungsi Ru-
anda di Uganda dan pengungsi Filipina di propivinsi Sabah,
Malaysia. Tujuan integrasi di negara pemberi suaka adgtah_
untuk membantu pengungsi agar mereka menjadi mandiri dE
negara suaka pertama. Hal ini dilakukan dengan berbagai
cara, misalnya dengan memberikan mereka kemahiran dar!
atau membantu mereka mendapatkan keterampilan melalui
sekolah-sekolah keterampilan atau pekerjaan berdagang._
Kebanyakan di negara-negara Afrika, tanah disediakan bagi
para pengungsi agar mereka bisa bercocok tanam dan bisa
mandiri.

3. Dimukimkan di negara ketiga :
Misalnya, orang-orang yang datang dari negara negara
di Asia Tenggara dimukimkan di negara lain terutama c_il Aus-
tralia, Eropa dan Amerika Utara. Bantuan UNHCR di Iapa-
ngan adalah mengupayakan pemukiman ke negara ke tiga
melalui kerjasama dengan pemerintah negara-negara pemu-

" Daniko Bautista, Struktur Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) Beserta
Mandatnya, Jakarta, tanpa tahun.
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kim dengan Organisasi Migrasi Internasional (/OM) dan
badan-badan sukarela yang menaruh perhatian pada pemu-
kiman pengungsi ke negara ketiga. Tugas utama UNHCR
adalah mengadakan perjanjian dengan pemeritah negara pe-
nerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan la-
yak bagi para pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerin-
tahan negara-negara tersebut untuk melonggarkan kriteria
penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigra-
sian khusus bagi para pengungsi.

Negara-negara anggota mengakui bahwa tugas badan ini
bersifat non politis. Tugas yang berupa tanggung jawab sosial
dan bersifat kemanusiaan itu dibebankan kepada UNHCR agar
dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang disetujui oleh
semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan
pedoman (atau perundang-undangan nasional) yang dirancang
oleh negara-negara itu untuk membantu UNHCR mengidentifika-
sikan apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi dan
membantu pengungsi.

Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan
Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), diminta kepada nega-

ra-negara di dunia untuk bekerjasama dengan UNHCR dengan
cara sebagai berikut: *?

1. Menjadi peserta setiap konvensi internasional untuk melin-

dungi pengungsi serta mengimplementasikan Konvensi ter-
sebut;

2. Membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan UNHCR untuk
melaksanakan langkah-langkah yang dapat memperbaiki ke-
adaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang
membutuhkan perlindungan;

3. Tidak mengenyampingkan pengungsi yang dalam kategori
paling papa (miskin); : . _

4. Membantu UNHCR dalam upaya mempromosikan repatriasi
sukarela;

5. Mempromosikan pembauran, terutama dengan memberikan
fasilitas naturalisasi;
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6. Memberikan dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang

memungkinkan pemukiman kembali para pengungsi;

7. Mengizinkan pengungsi untuk mentransfer asset mereka ter-

utama untuk keperluan permukiman kembali; dan

8. Memberi informasi kepada UNHCR berkaitan dengan jumlah

dan kondisi pengungsi dan hukum serta aturan yang ber-
kaitan dengan pengungsi.

Kewenangan UNHCR untuk memberikan perlindungan inter-
nasional terhadap gengungsi sebagaimana tersebut di atas se-
gera berhenti jika: '

1. yang bersangkutan secara sukarela telah memanfaatkan
kembali perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya;
atau

2. yang bersangkutan telah kehilangan kewarganegaraannya,
dan dia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau

3. dia menikmati perlindungan dari negara barunya itu; atau
4. dia telah kembali ke negara asalnya; atau

5. dia tidak lagi dapat dianggap sebagai pengungsi karepa ke-
adaan yang membuatnya diterima sebagali pengungsi telah
berakhir. Jadi alasan yang bersifat ekonomi t_aelaka untukl
menjadi pengungsi tidak dapat diterima sebagai Kompetensi
UNHCR,; atau

6. dia tidak punya kewarganegaraan tetapi keadaan yang mem-
buat dia kehilangan kewarganegaraannya telah berakhir.

Selain perlindungan internasional, UNHCR juga diberikan ke-
wenangan untuk:

1. mempromosikan pembuatan dan peratifikasian konvensi-l
konvensi internasional tentang perlindungan dan mengawasi
aplikasinya serta mengusulkan amandemennya;

' Ibid.
™ Ibid, Artikel 8.

12 . N . .
- United Nations General Assembly Resolution 428 (V), 14 Desember 1950, Article 2. Bab VI. Peranan UNHCR dalam Urusan Pengungsi Internasional
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2 mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan
pemerlr_itah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat mem-
perbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pe-
ngungsi yang membutuhkan perlindungan;

3. membaptu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mem-
promomkan repatriasi sukarela atau pengasimilasian di ko-
munitas di negara baru;

4. mempromgsikan penerimaan pengungsi, dengan tidak me-
ngenyampingkan orang-orang yang benar-benar dalam ke-
adaan yang sangat miskin;

5. mempercepat memperoleh izin bagi pengungsi untuk men-
transfer aset mereka terutama untuk kebutuhan pemukiman
kembali (resettlement); .

6. _memperoleh informasi dari pemerintah-pemerintah tentang
jumlah dan keadaan pengungsi di wilayah mereka dan hu-
kum serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pe-
ngungsi;

7 mer_ljaliq hubu_ngan dengan pemerintah-pemerintah dan or-
ganisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;

8. mengadakan hubungan baik dengan organisasi-organisasi
swasta untuk mengatasi pengungsi;

9. rr;eml_:erikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha koor-
dinasi swasta yang terkait dalam meningkatkan kesejateraan
pengungsi.

' Untuk itu berbagai aktivitas perlindungan yang diberikan baik
di lapangan maupun di markas besar UNHCR, seperti disebutkan
dalam UNHCR's Protection Mandat adalah:"® menjamin pem-
berian suaka, menaksir kebutuhan dan memonitor perlakuan ter-
hadap pengungsi dan pencari suaka, bersama dengan negara
tuan _rumah menjamin keamanan fisik pengungsi, mengiden-
tifikasi kelompok-kelompok pengungsi yang rentan dengan cara
memastikan kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap perlindu-
ngan-perlindungan tertentu dan memprioritaskan bantuan de-
ngan jalan memastikan kesejahteraannya, menyokong sejumlah
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negara untuk memantapkan sistem registrasi dan dokumentasi,
mempromosikan pengurangan orang yang tidak bernegara, ber-
usaha aktif merevitalisasi rezim perlindungan dengan jalan
menjalin kerjasama dengan NGOs dan organisasi internasional
untuk meyakinkan dukungan yang luas bagi rezim ini, mempro-
mosikan hukum pengungsi termasuk advokasi bagi penerimaan
Konvensi dan Protokol-Protokol pengungsi dan mengembangkan
institusi nasional dan legislasinya, melindungi orang-orang terlan-
tar (/DPs), mengembangkan kapasitas perlindungan UNHCR itu
sendiri, mempromosikan dan mengimplementasikan solusi jang-
ka panjang bagi pemulangan sukarela, reintegrasi dan pemu-
kiman serta mengidentifikasikan kebutuhan untuk pemukiman
dan memproses kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban untuk

dimukimkan di negara ketiga.

Dalam melaksanakan sejumlah kegiatan sebagaimana
tersebut di atas, UNHCR membutuhkan dana operasional yang
tidak sedikit jumlahnya. Berkaitan dengan pendanaan ini Pasal
20 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner
for Refugees menyebutkan bahwa dana administrasi Kantor
UNHCR ditanggung sepenuhnya oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan sumbangan sukarela dari berbagai donatur yang
bersifat tidak mengikat. Di antara negara-negara donor terbesar
bagi kegiatan UNHCR ini adalah Australia, Kanada, Amerika

Serikat, Inggeris dan Jepang. "°

MANDAT UNHCR TERHADAP PENGUNGSI INTER-
NAL (ITERNALLY DISPLACED PERSONS /IDPs)"”

Isu-isu yang berkaitan dengan Internally Displaced Persons-
IDPs, dewasa ini dianggap sebagai sebuah fenomena dan telah
menjadi salah satu bagian mendasar dari persoalan kemanu-
siaan dalam lingkup politik internasional.®

'8 UNHCR, Special Report, Comprehensive Plan of Action, The Indo-Chinese Exodus
and The CPA, Public Information Center UNHCR, Switzerland, 1996.

7 Sumber utama bagian ini diambil dari Dennis McNamara, UNHCR's Protection
Mandate in Relation to Internally Displaced Persons, http:www.nrc.no/ global-klp-

survey/rights/have/no-borders/mcnamara. htm more results from:www.nrc.no

'8 'Marguerita Contat Hickel, Protection of Internally Displaced Persons Addected by
Armed Conflict: Concepts and Chalengge, dalam http://www.icrc.org/web/eng/
siteeng0.nsf/iwplist 128/ 5BA471 F787 461F15C1256B6600608ACF. More Results

from: www.Refugees.org
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Selama dekade terakhir, tantangan yang dih i '
nal drplchmenr telah menjadi suat% pgrsoglan ?{2?1%1 Eloemhp:lr:lfg
dan hal ini dlseb'c_abkan oleh perubahan alamiah dari konflik yan ,
ada.'DaIam konflik-konflik yang lebih besar, selalu menimbulka?\
gelrpmdahan pendu_duk secara besar-besaran. Pihak yang terlibat
alam pertikaian tidak pernah memberikan perhatian terhada
pent_dugluk yang menjadi korban dari pertikaian tersebut terutamp
pertikaian yang bersifat non-internasional. ‘ )

Awal tahun 1990-an dan i i
hun )-a periode berakhirnya perang dingi
banyak tem]ad.l konf!nk internal di negara-negara di gunia.g Belzr:ggj
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i itu misalnya “conflict based i ities”, " [
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Di bawah ini akan dijelaskan mengenai be '
yang berk.altar? dengan mandat, kriterig dan pr&es'%;?;ng;rpsﬁﬁg
mgndasari kerja UNHCR terhadap Pengungsi Internal (Internall
D:sp._face_d PF_,'Oph?). Statuta UNHCR memberikan mandat kepadg
gomlsans nggl.l‘mtuk rqengarnbil fungsi penyediaan perlin-
hu::gam pengungsi-internasional. Tidak memberikan kewenangan
d?spl‘;?(: ez’ang khqsus terhadap pe.engungsi Internal (internally
alepiac mperstons). Meskipun demikian, pasal 9 Statuta mem-
mana. Komisaris Tinggt akan ilbatian dalam kegiatan yang

_ ng n dilibatkan dalam kegiatan
ditentukan oleh Majelis-Umum.- Hal inilah adi dasar

ntukan i ’ ah yang menjadi d
Eeel?;) aM?'etgs Umum, _dl dalam kesempatan terteﬁtu dérj1 di d::Z?r:
o -Ig_;m1g g;anl}ﬁi(utegﬁrtt?:;ys, gje?tlaerikan otorisasi bagi Komis-

ng! ak di dalam kewaji '
ngungsi internal (internally displaced pe?gvo?']rlsljanz:tﬁ 3Lasmge-
quung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oler'w UNHpCR dal "
kaitannya dengan kategori-kategori khusus ini. e
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Otoritas ini dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 1957,

ketika UNHCR diminta untuk menggunakan “jasa baiknya” dalam
menekan transfer dana bantuan yang diperuntukan bagi pe-
ngungsi China yang berasal dari Taiwan yang ada di Hongkong.
Dalam tahun 1972, Majelis Umum meminta Komisaris Tinggi atas
permintaan dari Sekretaris Jenderal untuk melanjutkan bantuan
seoptimal mungkin untuk memberikan perlindungan terhadap
persoalan yang berkaitan dengan kemanusiaan, dalam hal ini
masing-masing Kantor Komisaris Tinggi memiliki keahlian dan
pengalaman tertentu. Selanjutnya UNHCR ditugasi untuk me-
ngambil peranan mengkoordinasikan bantuan dan operasi pemu-
kiman kembali bagi pengungsi dan displaced persons lainnya
yang ada di Sudan. Tahun 1974, Sekretariat Jenderal meminta
kembali UNHCR untuk mengkoordinasikan pbantuan kemanu-
siaan bagi orang-orang vunani dan Turkish Cypriots yang
dikategorikan sebagai internally displaced. Otoritas ini dimuat
dalam Resolusi Dewan Keamanan. Selain itu Resolusi ini juga
memuat peranan extraordinary dari UNHCR. Dimuatnya peranan
extraordinary ini di dalam resolusi adalah untuk membedakannya
dari fungsi mandatnya atas kewajiban pengungsi. Tahun 1981,
Majelis Umum menegaskan “Komisaris Tinggi untuk mengambil
tanggung jawab dalam situasi darurat yang berkaitan dengan
pengungsi dan displaced person yang ada di bawah naungan
UNHCR, sebagaimana juga tanggung jawabnya dalam
mengkoordinasikan bantuan dalam situasi-situasi yang barkaitan
dengan hal ini..." selanjutnya, Majelis Umum. menggariskan
otoritas UNHCR dalam penugertian yang lebih komprehensip,
dimana diungkapkan bahwa:®

‘ Dukungan bagi usaha Komisaris Tinggi, atas dasar per-
mintaan khusus dari Sekretaris Jenderal atau kompetensi.dari
Badan-badan utama, dan atas kepedulian dari negara yang
berkaitan, dan juga dicatatkan sebagai pelengkap dalam
mandat dan keahlian dari organisasi-organisasi yang relevan,
memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi
orang-orang terlantar bersama dengan negaranya sendiri da-
lam situasi tertentu meminta keahlian tertentu dari Badan ini,
khususnya dimana usaha-usaha tadi dapat memberikan kon-
tribusi bagi perlindungan dan pemecahan masalah pengungsi.

Eksekutif Komite dari program Komisaris Tinggi (the Exe-
cutive Committee of the High Commissioner/ Excom) juga meng-
kuasakan aktivitas-aktivitas UNHCR yang berkaitan dengan ke-
manusiaan terhadap penggungsi internal (internally displaced

'®. Ibid.,
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D. KRITERIA-KRITERIA KETERLIBATAN UNHCR

Kriteria yang digariskan oleh R i Majeli
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 F [ ly displaced per -
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1. r;\)ﬁer_mll'ntaan khusus bagj keterlibatan UNHCR berasél déri
: a&:e is Umum, Sekertaris Jenderal atau Badan Utama lain-
(y_ ﬁang berkompeten dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial), dan/atau perhatian,

B Ibid.,
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dari negara-negera yang peduli atau entitas lain yang relevan
bagi keterlibatan UNHCR;

2. berkaitan dengan bidang keahlian dan pengalaman yang

diberikan bagi perlindungan dan jalan keluar bagi IDPs dalam
situasi tertentu;

3 kebutuhan atas aktifitas UNHCR untuk meninggalkan ber-

sama-sama batasan atas tempat sumber daya (resources
placed) yang telah dicerikan bagi permasaiahan—permasala-
han aktifitas-aktifitas yang ada.

Kaitan penting dari masing-masing batasan yang ada bisa
saja berubah. Sebagai contoh, UNHCR akan ada di tempat
(lokasi) dimana pengungsi internal (Internally Displaced People)
bersama-sama dengan pengungsi atau returnee population ber-
ada, atau dimana UNHCR telah memainkan peranan bersama
dengan negara-negara lainnya. Namun ditentukan juga untuk
memikirkan perluasan dari kegiatan-kegiatan yang ada guna me-
nanggapi secara lebih baik kebutuhan dari pengungsi internal
(internally displaced people), permintaan khusus dari Majelis
Umum atau Sekertaris Jenderal, atau menggambarkan otoritas
dari negara yang mungkin tidak menjadi precondition bagi
keterlibatan UNHCR. Dalam kaitan ini, kegiatan UNHCR dalam
masalah pengungsi internal (internally displaced people) diikuti
pula oleh fungsi mandatnya. Contohnya program UNHCR di
Srilangka (1988), Nikaragua (1987) dan Chad (1981). Dalam
masing-masing peristiva ini, keterlibatan UNHCR merupakan
permintaan dari PBB atau negara-negara yang berkepentingan.
Kebalikannya, otorisasi sebelumnya dari PBB atau sebuah ne-
gara akan menjadi prasyarat dimana hubungan antara per-
timbangan operasi dan fungsi mandat UNHCR adalah lemah.
Kerja UNHCR di Irak (1991), sebagai contoh, mendapatkan
tanggapan dari Resolusi Dewan Keamanan No. 688.

Dari kesemua hal ini premis dari keterlibatan UNHCR harus-
lah memiliki prospek yang masuk akal bagi peningkatan per-
lindungan dan promosi atas jalan keluar bagi persoalan displaced
populations. ;

E. AKTIVITAS UNHCR

UNHCR dimandatkan olen PBB untuk membawahi dan
mengkoordinir kegiatan-kegiatan perlindungan para pengungsi di
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seluruh dunia dan memecahkan persoalan-persoalan pengung-
sian. Ketika pertama kali di bentuk oleh Majelis Umum PBB tahun
1951, UNHCR diberikan tanggung jawab untuk memukimkan 1.2
juta pengungsi Eropa yang harus meninggalkan tanah airnya se-
telah Perang Dunia 11.** Dalam menangani masalah pengungsi

ini, E)::antuk—benluk bantuan yang diberikan oleh UNHCR antara
lain:

1. help during major emergencies involving the movement of
large number of refugees;

2. regular programmes in such field as education, health and
shelter;

3. assistance to promote the self-sufficiency of refugees and
their integration in host countries; -

4. voluntary repatriation;

5. resettlement in third countries for refugees who cannot return
to their homes and who face protection problems in the
country where they first sought asylum.

Sebagai gambaran lainnya, berikut ini adalah penanganan
“pengungsi dan displaced person’ di Asia Tenggara.®* Di per-
tengahan tahun 1997, sekitar 55.000 pendatang baru membanijiri
Hongkong. Jumlah yang ada di kamp pengungsi setempat sekitar
350.000 orang, tidak termasuk setengah juta atau lebih orang-
orang Kamboja yang ada di perbatasan Thailand. Pada akhir
Juni, sejumlah negara-negara ASEAN mengumumkan bahwa
mereka tidak menerima pendatang-pendatang tersebut. Pada
tanggal 20-21 Juli di Jenewa 65 pemerintah merespon ajakan
dari Sekertaris Jenderal PBB untuk menghadiri Konferensi yang
berkaitan dengan pengungsi Indo-China. Secara umum terjadi
peningkatan bagi resettlement dari 125.000 menjadi  260.000
orang. Di dalam komitmen yang dibuat secara non formal;
catatan kesimpulan pertemuan memuat: “prinsip-prinsip umum

dari suaka dan non-refoulement diterima”, namun penerimaan ini -

bukanlah prasyarat.

2 United Nations, Briefing Paper for Students “We the Peoples" the role of the united
nations in the twenty-first century, United Nations, New York, 2001., hal. 222, Lihat
Llélga UNHCR, Helping Refugees an Introduction to UNHCR, UNHCR. Tanpa tahun

- United Nations, Basic Facts About the United Nations., New York, 2000. hal. 254.
- UNHCR, Special Report, comprehensive,..Op. Cit, hal.4-5
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Oktober 1979, Thailand mengumumkan bahwa pe-
ngur?;sl,?aamboja akan dijamin suakanya untuk sementara w?ktu!.
UNHCR diminta membantu pelaksanaan dan pengadaan ho_-
ding centers” untuk lebih dari 150.00(_) orang-orang Kamt;o;-a
yang masuk ke Thailand tiga bulan benku}nya. Walaupun T 31-
land sendiri menutup centers tersebut bagi .pendatang baru pa a
awal tahun 1980, UNHCR terus mglanjutkan bantuan bggl
sejumlah besar dan juga bagi holding centers yang‘palmg
terkenal yaitu, Khao | Dang, sampai bulan‘M%ret 1993 ketika pe-
ngungsi terakhir di repatriasikan ke Kamboja.

i i -China di kawasan Asia
Berikut, gambaran pengungsi 1ndo.Ch1na
Tenggara, berdasarkan statistil;ﬁyang dikeluarkan UNHCR pada
bulan Juni 1996 terlihat bahwa:

Statistik Bulan Juni 1996

i Vi i Kong, Indonesia,
Q 1.545 pengungsi Vietnam yang ada di Hong C
Jepang, M%kau, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.
QO 27.881 orang-orang Vietnam yang terkategori non-refugee
ang ada ) )
a gejaﬁj( tahun 1975, 839,228 orang-orang V1etne.1m pencari
suaka yang ada dibawah naungan Comprehensive Plan of
Action (CPA). . .
6.021 pengungsi Laos yang ada di Thailand . . )
163 orang-orang Laos pencari suaka yang di screening di
Thailand. ) )
O Sejak tahun 1975, 359.930 pencari suaka Laos yang tiba di
Thailand. i .
320.860 diberangkatkan untuk diresettlement; 32.865
dikembalikan ke Laos secara sukarela

oD

Negara yang dilaporkan (Country breakdown):

Q Hongkong......... 17,861 orang Vietnam ... termasuk 1,347 pengungsi
O Indonesia.......... 4,037 orang Vietnam .... !erm_asuk 19 pengungsi
O Jepang............ 137 orang Vietnam ....... termasuk 15 pengungsi
O Makau............. 8 orang Vietnam ......... semuanya pengungsi
O Malaysia .......... 553 orang Vietnam ....... termasuk 57 pengungsi
QO Singapore ........ 102 orang Vietnam ........ termasuk 2 pengungsi
O Filipina ....c....... 2.431 orang Vietnam ..... termasuk 74 pengungsi
Q Thailand .......... 4.458 orang Vietnam .... termasuk 23 pengungsi .
e 6.184 orang Laos ........ termasuk 6.021 pengungsi

i i i internasio-
Kemudian, pada tanggal 14 Juni 1989, Konferen51_ interr
nal tentang Pengungsi Indo-China diadakan dan dihadiri oleh

% jbid., hal. 4
% _ Ibid., hal. 6.
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lebih dari 70 negara. Konferensi tersebut mengadopsi The Com-
prehensive Plan of Action/CPA?’ CPA diadakan sebagai suatu
komitmen bersama dan saling keterkaitan antar negara-negara
pemberi suaka pertama di Asia Tenggara, Negara Pemukim (The
Besetﬂement Countries) dan Pemerintah Vietnam serta Laos,
juga mgmberikan kepada UNHCR, tanggung jawab tertentu ter-
masuk Juga sebuah pengecualian atas peranannya dalam memo-
nitor pemulangan non-refugee ke Vietnam. Comprehensive Plan
of Action (CPA) memiliki 5 tujuan pokok, yaitu:?®

1. Mengurangi jumlah Orang-orang yang berangkat secara ter-
sempunyi (Clandestine Departures), melalui suatu ukuran
'éSmi yang berkaitan dengan pengorganisasian clandestine
depqdures dan melalui media massa untuk mengkampanye-
k‘an informasi; bagi peningkatan kesempatan para clandes-
tine departure dan untuk mendapatkan migrasi yang resmi di
pawah naungan Departure Program. Untuk mengurangi
jumlah pengungsi secara diam-diam (clandestine departure)
dan untuk mempromosikan migrasi secara legal, UNHCR
meluncurkan secara giat kampanye melalui media massa di
Vietnam, dikamp-kamp pengungsian, dan diantara kelompok
orang-orang vietnam di luar negeri, menyerukan bahaya dan
tidaklah perlunya menggunakan perahu sebagai alat untuk
mengungsi dan memberikan penerangan atas mekanisme
yang baru bagi pengscreeningan di tempat mereka.?® Melalui
berbagai media massa, penyiaran radio dan televisi, surat
kabar dan artikel-artikel majalah dan media-media lainnya,
UNH_CFI telah berhasil mengurangi penggunaan perahu se-
bagai alat mengungsi dari 60.000 di tahun 1989 menjadi
32.000 di tahun 1990. Dan pengungsi yang mencapai Hong-
kong sekitar 87 persen.

2. Memberikan suaka vertama bagi semua pencari suaka sam-

pgi mereka rn_er,‘.dapatkan status permanen dan mencari solu-
sl jangka panjang dalam persoalan ini.

3. Menentukan status pengungsi bagi semua pencari suaka

yang didasarkan pada standar-standar dan kriteria=kriteria in-
ternasional. 8 >
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Kriteria pengungsi yang ada di dalam CPA di dasarkan
pada Konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pe-
ngungsi.*® Dalam hal ini UNHCR turut ambil peranan secara
aktif dalam membantu pemerintah-pemerintah untuk me-
ngimplementasikan prosedur-prosedur dan pelatihan-pela-
tihan resmi yang diadakan secara lokal dalam masalah hu-
kum pengungsi (refugee law), dan menyebarkan dan mem-
berikan pengalaman-pengalamannya kepada para ahli hu-
kum internasional, termasuk juga konsultan hukum lokal.
Tugas UNHCR menyangkut juga perubahan proses pen-
screeningan untuk disesuaikan dengan prosedur nasional.
Namun tidak semua negara, dimana UNHCR tidak hanya
memantau semua ataupun proporsi-proporsi yang berkaitan
dalam wawancara yang dilaksanakan pemerintah, namun
juga melakukan wawancara sendiri, atau paling tidak bagi
mereka yang telah ditolak oleh instansi pertama. Pandangan-
pandangan UNHCR umumnya dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan secara final.
Jika tidak terdapat kesepakatan, UNHCR dapat menggu-
nakan mandatnya. Dengan kata lain jika menurut UNHCR
adalah layak, namun jika pemerintah akhirnya menolak,
UNHCR dapat memberikan pengakuan bahwa orang terse-
but adalah pengungsi (refugee) dan keputusan itu haruslah
diterima oleh pemerintah itu.

Otoritas  UNHCR untuk memberikan pengakuan pe-
ngungsi didasarkan pada mandat yang dimilikinya yang dibe-
rikan sebagai sebuan jarring pengaman yang penting untuk
meyakinkan bahwa tak ada seorang pun dapat dinyatakan
keluar dari screening dan dikembalikan ke Vietnam.

Memukimkan mereka sebagai pengungsi yang sebenarnya
ke negara ke-3 sebagaimana juga semua orang-orang Viet-
nam yang ada di kamp-kamp suaka pertama sebelumnya
sampai batas waktu yang ditentukan untuk suaka pertama-
nya.

~Pada tahun 1979 kurang dari 2.000 orang meninggalkan
Vietnam melalui Orderly Departure Program/ODP, namun
paling tidak 200.00 yang lainnya masuk dengan mengguna-
kan perahu dan melalui daratan.*’ Di tahun 1989, Amerika
Serikat dan Vietnham mengumumkan bahwa orang-orang

*_Ibid., hal. 7

®_Ibid,, hal. 7-13 : 5,‘2
., Ibid., hal. 7 : % Ibid., hal. 8-9

¥ _Ibid., hal.8.,
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yang telah mendapatkan dan Iulus pada reeducation centers
dan assosiasi-assosiasi lainnya yang berkaitan dengan Ame-
rika Serikat dan sekutunya, dapat berimigrasi ke Amerika,
Lebih dari 152.000 bekas tahanan dan keluarga-keluarganya
turut serta. Sementara itu, ODP melanjutkan program-pro-
gramnya untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang
berimigrasi, untuk berkumpul dengan keluarganya. Negara
lainnya, yakni Australia dan Kanada, juga terus melanjutkan
Program migrasi langsung (direct migration) melalui sarana
ODP. Secara keseluruhan, dalam tahun 1990-1996, lebih
dari 400.000 orang telah dimigrasikan dengan aman, resmi
dan langsung dari Vietnam.

5. Mempatriasikan mereka yang bukan termasuk refugee dan
mengintegrasikan mereka kembali ke negara asalnya.

Orang-orang Vietnam yang discreening di bawah prose-
dur CPA dibolehkan untuk dimukimkan di negara lain. Se-
dangkan yang termasuk dalam non-refugee dikembalikan ke
negara asalnya.** UNHCR bersama-sama dengan negara
peserta lainnya berusaha untuk mempromosikan pemula-
ngan secara sukarela. Namun CPA juga menyebutkan bah-
wa; “ jika telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan,
dan ternyata bahwa pemulangan sukarela tidak menghasil-
kan kemajuan yang berarti..., alternatif yang ada dan diteri-
ma dalam praktek-praktek internasional akan dilakukan”.
Termasuk dalam hal ini adalah pendeportasian bagi mereka
yang dapat dengan sendirinya pulang ke negara asalnya.

Persetujuan pertama dalam hal ini, “orderly return pro-
gram/ORP’ ditandatangani secara bilateral antara Pemerin-
tah Hongkong dan Vietnam pada tahun 1989. Sekitar 1.800
orang telah dipulangkan atas dasar perjanjian ini, dimana
UNHCR tidak mendanai dan ikut Ccampur dalam persoalan ini.
Awal tahun 1995, Indonesia, Malasyia, Filipina dan Thailand
telah menandatangani persetujuan orderly departure bersa-
ma-sama dengan Vietnam. Persetujuan ini sendiri merujuk
pada persetujuan Hongkong yang telah dibuat sebelumnya.

‘ Sedangkan gambaran lain dari orang-orang terlantar (displa-
ced persons) yang dapat dan mau kembali ke negara-negara
asalnya adalah sebagai berikut:* .

%, Ibid., hal.12
® United Nations, Millenium Report, Briefing Papers... Op.Cit.,. hal. 229
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j i j i Afganistan di-
ak tahun 1989, sekitar 2.6 juta pengungsi _
" Sae#tu kepulangannya ke Afganistan dari Negara Pakistan

dan Iran.

2. Pengungsi “Great Lakes” Afrika, dia}wa1 tahun 199_4, PB[B 1te_/—y
lah memberikan bantuan kemanqs'laar_m u_ntuk lebih dirik :
juta pengungsi Rwanda selama kl’tS|S.dt wilayah Great 3 es.
Di tahun 1996 dan 1997, banyak 3rgan pengungsi Rwanda ini
kembali ke tanah airnya, Rwanda.

3. Bosnia dan Herzegovina; pengangkutan ke Sz'arajevo mer;:-
pakan bantuan kemanusiaan terla_\ma sepanjang se]aga:
pengangkutan pengungsi ini di mulai .bulan _Jull 1992 dakr_l I ir.
akhir pada bulan Januari 1996. Lebih dari 2.7 juta laki-laki,
perempuan dan anak-anak dibantu.

4. Dalam tahun 1999 tercatat bahwa UNHCR tglah membantu
pencari suaka (asylum seeker) sebanyak_1 e Jut_a oran.gtyangi
kebanyakan menetap di negara-negara mdust{l, 2,6 1Ju7a_rfa
turnees, repatriasi pengungsi Mozambique, diatas éggjuini
akibat perang saudara tahun 1993. Dalam tahunf1 o
juga membantu repatriasi di Kosovo (?51._000), Agagsls
(257.700), Timor-Timur (127. 500) dan Liberia (94.900).

i j i i setiap kawasan
Sebagai gambaran jumlah pengungsi dari se p kawasal
yang gitar?gai%leh UNHCR per 1 Januari 2000 sebagai berikut.

Asal Kawasan Jumlah Pengungsi (juta)

frika 6.2 _
ﬁsrila 7.3 (Afganistan 2.6)
Eropa 7.3 (Eks. Yugoslavia 2.9)
Amerika Latin dan Karibia 0.1 |
Amerika Utara 1.2 |
Oceania 0.08
Total 22.2

Sekitar 3.7 juta orang Palestina, yang dibantu UNRWA tic?ak
termasuk di dalam data diatas. Walaupun orang-orang Palestina

¥ Lih. UNHCR, Great lakes, dalam http://www.unhcr...001/over liake . pdf

= i . .
% If)t;.%.,, hal. 255. Jumlah orang-orang yang ditangani oleh UNHCR dalam bagan di

atas termasuk pencari suaka, retumees, displaced persons, dll.
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di. luar wilayah operasi UNBWA seperti
i : » Seperti orang-orang |
Libya, tetap berada dibawah naungan UNHCR. 4 0 el e

Di tahun 2001, UNHCR terus melanj
. . jutkan dukungannya ter-
hadap UN fnreragency untuk usaha yang lebih baikguhtu);c meer-
respon kgbl{tuhan dari internally displaced persons. UNHCR ber-
partisipasi di dalam misi-misi bantuan yang diorganisasikan oleh

Jaringan Kerja IDPs ke Angola Burundi : ¢
Ethiopia dan Eritrea, goia, i, Afganistan, Kolombia,

Jelas bahwa walaupun persoalan /DPs bukanlah m
a _UNHCF?, tapi UNHCR telah memberikan bantuan n?gfe? 3;an
perllndu_ngan terhadap /DPs di berbagai lokasi termasuk Angola
Kolqmbla, Negara Federasi Rusia, Georgia dan Srj Lank’a dalam,
hal ini ada keterkaitan erat antara situasi orang-orang térlantar

dalam negaranya dan orang-orang yan i
. mend
UNHCR didasarkan atas mandat EASIIHC??. S e
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BAB ViI
PENGUNGSI DI INDONESIA

M. Djamil Usamy, SH., MH.

. PENDAHULUAN

ndonesia, walaupun secara geografis merupakan kawasan

yang strategis bagi jalur lalu lintas pelayaran yang menghu-

bungkan benua Asia, Australia ataupun, Amerika juga meng-

hubungkan dua samudra yaitu Samudera Hindia dan Pasifik
bukan merupakan tujuan utama para pengungsi dari benua Asia.
Namun karena letak geografisnya itu Indonesia menjadi kawasan
persinggahan terutama para pengungsi yang berasal dari darat-
an Indo-Cina sebelum mereka meneruskan perjalanan ke nega-
ra-negara tujuan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah sejauh
mana keterikatan Indonesia dalam memberikan bantuan berupa
perlindungan, perumahan dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan
lainnya kepada para pengungsi yang singgah di Indonesia,se-
perti dalam kasus Pulau Galang, mengingat sampai dengan saat
ini Indonesia belum merupakan peserta pada Konvensi tahun
1951 tentang Status Pengungsi ataupun pada Protokol tahun
1967 tentang Status Pengungsi. Permasalahan yang pertama ini
berkaitan erat dengan kewenangan lembaga-lembaga internasio-
nal seperti UNHCR ataupun ICRC dalam menangani masalah
pengungsi.Permasalahan ke dua adalah setelah pasca kejatuhan
rezim Suharto di tahun 1998, banyak sekali terjadi kerusuhan di
dalam negeri dan tingginya tuntutan daerah untuk melepaskan
diri dengan pemerintah pusat, telah menimbulkan kehawatiran
para penduduk dan menimbulkan gelombang perpindahan pen-
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duduk secara besar-besar i

' : an dari satu propinsi ke insi
LE:?:X: gfussfﬁéglngggan %er;duduk antar daperah yangprtc;ejlang;
kal _ m Dbahasa Indonesia dis
;ztraﬁ(m pengungsi. Permasalahan yang timbul d:r?;;ndingan
indonérsigliida;%glsﬁaﬁeh tp‘)kenc?ertiar'n pengungsi dalam baﬁjg;
. ldentik dengan pengungsi s i
g:l]i:r: daéetl;r: Konvensi tahun 1951 dan Protogkol ﬁapheul:: ¥ggg

g us Pengungsi. Juga sejauh mana dan lembaga-

b j

ngatPT)r;?]gé?:rr;-per’ranyaan .dlatas relevan untuk diajukan mengi-
e oras an Indonesia dalam menangani masalaih pe-
e b t:rlw Ssjﬁlg;edatangan manusia perahu asal Vietnam
D T e 6 .dan yang terakhir mengungsi dari wila-
i mengakibat?(asca .;ajak p}andapat tanggal 30 Agustus 1999’
e e @an Timor Timur terlepas dari Indonesia.? Se-
e et pagamrtnernail saflnpai dewasa ini Indonesia }nasih
st qniaa B asa.ah pengungsi internal/domestik yan
Lo gan istilah internally displaced persons/IDPs. M ;
s yang ditangani oleh Indonesia adalah pengungéi as:I

g

Tulisan ini mencoba '
untuk menjawab
tersebut dengan terlebih dahulu me#je’aSkgir’t_anyaan-pertanyaan

a. Pengungsi Indo-Cina di P

_ ulau Gal
b. Pengungsi Timor Timur, e
¢. Kasus pengungsi internal lainnya

B. PENGUNGSI DI INDONESIA

1. Pengungsi Pulau Galang

A Eg ;
Saigo:qus( ﬁz?gungsr Vietnam dimulai sejak jatuhnya ibukota
tanggal 10 I\;gim1 QSTE.'SIatan) ke tangan Vietnam Utara, pada
J! ¢ , yang setahun kemudi " '
R A udian me
epublik Sosialis Vietnam (RSV) yang resmi berdr;:ibsee?jgjii(

1
; Egst Timor Refugees., dalam hitt
- Timor Timur menjadi

p://www.converge.org.nz/
t .org.nz/pma/etunh-htm
Negara Timor Leste yang dideklarasikan pada tanggal 20 Mei
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2 Juli 1976. Pengungsi Vietnam ini meninggalkan negaranya
karena mendapat perlakuan kasar serta perlakuan intimidasi
di negara asalnya. Pengungsi ini meninggalkan Vietnam
dengan menggunakan perahu, sehingga mereka disebut
manusia perahu.

Arus pengungsi Vietnam ini terjadi beberapa gelombang
dan dalam perjalanannya banyak terdampar di beberapa ne-
gara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, Indo-
nesia dan Hong Kong. Diperkirakan melebihi 500.000 orang
tersebar di beberapa negara ASEAN dan Hongkong.

Para pengungsi Vietnam ini ditempatkan di sebuah pulau
bernama Pulau Galang, sebuah pulau kecil terletak di Kabu-
paten Kepulauan Riau, sebelah tenggara pulau Batam. Be-
kas desa penampungan manusia perahu asal Vietnam berja-
rak sekitar 50 km dari pusat bisnis Nagoya (Batam) yang
dapat dijangkau selama satu jam perjalanan dengan mobil.
Pulau ini memang telah diperuntukan oleh pemerintah Indo-
nesia sejak tahun 1979 sebagai tempat penampungan pe-
ngungsi asal Indo-Cina.

Pembangunan pusat pemrosesan pengungsi di Puiau
Galang, telah dimulai sejak tahun 1979. Pada bulan Agustus
1979, penghuni pertama telah datang sebanyak 46 orang
dan menempati pulau tersebut. Kemudian sejalan dengan di-
bangunnya fasilitas tambahan seperti rumah ibadah, vihara,
gereja katholik dan protestan pada bulan September 1979
telah berdiri 140 barak untuk menampung pengungsi Viet-
nam sejumlah 5.320 orang.

Pada akhir tahun 1979, sebagai tempat penampungan
dan tempat pemrosesan para manusia perahy, maka jumlah
mereka yang pernah memanfaatkan dan tinggal di Pulau Ga-
lang mencapai lebih kurang 121.000 orang. Pada saat itu
keseluruhan manusia perahu asal Vietnam tersebut adalah
bersetatus refugee dan merupakan titipan dari negara teta-
ngga untuk diproses sebelum dikirim ke negara ketiga. Jelas-
nya dikemukakan berikut ini. s

3 gekarang ini baru diketahui tidak kurang satu juta orang Vietnam yang menemui ajal
di laut. Jesse Raglmar-Subolmar., November 30, 1998, dalam hitp://www. ..

4 Galang Island, Vietnamese Refugees Camp.dalam...http://www...

5 Arie J. Kumaat, Vietnamase Boat People on Galang Island. Paper, pada, 30 Juli

1989. hal.5
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1.Titipan dari Thailand . 30.000 orang
2.Titipan dari Singapura : 6.000 orang
3.Titipan dari Malaysia . 2.700 orang

4.Masuk perairan Indonesia : 83.000 orang

Titipan manusia perahu yang masuk ke Indonesia se-
cara berangsur-angsur menjalani proses pemukiman kembali
ke negara ketiga/suaka, atau dikembalikan ke negara asal
mereka. Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan-
perubahan kebijaksanaan setelah lebih kurang 20 tahun, pa-
da bulan Maret 1989 jumlah manusia perahu yang ada di
Pulau Galang tinggal 19.646 orang, dimana hampir 11.000
orang sudah mengalami screening dengan status pengungsi
dan siap untuk dikirimkan ke negara ketiga.

Tahun 1996 manusia perahu asal Vietnam di Indonesia
tercatat 4.254 orang®. Namun demikian, ada juga diantara
manusia perahu terutama dari kelompok garis keras, seperti
yang berasal dari eks militer, polisi dan pelaku kriminal me-
nolak untuk dipulangkan. Bila hal ini tidak diantisipasi, diper-
kirakan akan menjadi beban pemerintah Indonesia.

Untuk mengatasi persoalan manusia perahu di Pulau
Galang, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan an-
tara lain: Operasi Kemanusian Galang 1996. Tujuan operasi
ini adalah untuk mempercepat pengembalian manusia pera-
hu dari Pulau Galang dan Tanjung Pinang ke Vietnam, dan
Kamboja. Dalam melaksanakan kegiatan ini pemerintah In-

donesia bekerja sama dengan United Nations High Com-
missioner for Refugees ( UNHCR).

Perkembangan berikutnya adalah kendala yang dihadapi
oleh Pemerintah Indonesia dalam usaha untuk memulangkan
kembali manusia perahu ini ke negara asal mereka. Kendala-
kendala tersebut antara lain bersumber kepada diri pe-
ngungsi itu sendiri, negara asal mereka yaitu Vietnam dan
UNHCR. Ada kesan bahwa Negara asal mereka enggan un-
tuk menerima kembali manusia perahu yang mungkin sudah
terlanjur dicap sebagai penghianat misalnya mereka dari
golongan keras militer dan polisi dan keterbatasan dana dari
UNHCR untuk biaya pemulangan manusia perahu. Disam-

® Ibid
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ping masalah adminisitrasi penyelesaiannya yang panjang
dan rumit.

Sikap keras manusia perahu menolak untuk‘ dipu1apgkan
ada umumnya disebabkan karena aptara lain bagi ;e:(zi
rpniliter dan polisi takut ditangkap f:larz dlperlsr'r:il;ar;annzgaliha_
. Ada juga diantara m _ :
eGaiase) elms ka mengingat tidak ada lagi
watir terhadap masa depan mereka g jade o
i | sehingga mereka Ing
harta benda di kampung negara asa Tere g
i i i k di luar negeri, adanya
mencari penghidupan lebih bai e
i i h mau menampung merexa.
kesediaan negara ketiga masi 9 2
i engungsi Vietnam
Tak kala menarik adalah karena para p . i
i tahun) menikmati ban
terbiasa dan cukup lama (tujuh .
:ﬁlaa: dzrri UNHCR dan ada kelompok pengungsi yang telah
berhasil di negara ketiga.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas dan sekalic%us-
membujuk mereka supaya bersedia t_iipuiangkan_, telgh' ila
kukan beberapa upaya agar mereka cinta tanah air yaitu:

1. menimbulkan rasa cinta tanah air dgn rindu kampungdhi:
: laman dengan cara pemasangan bill board_dan span ud-
spanduk dalam bahasa vietnam yang ditempatkan di

kam pengungsi;

2. pembelian majalah atau brosur-brosur_ c!alam .bahasa
* Vietnam yang didatangkan langsung dari Vietnam;

i dari Pulau

angan film dan wawancara eks pengungsi s

; ggmn% yang telah berhasil dan bekerja di Vietnam ?ek
kaligus memuat himbauan bagi mereka-mereka untu

pulang.

upaya-upaya yang dilakykan, sebagaimana
& :;rsrglrjzﬁta ,di gtgs, rr?embuahkan hasil yang memur?jltﬁlrj
yaitu meningkatkan kesediaan para manusia pera.lh S
tuk dipulangkan ke negara asalnya. Terlakhlr masi il
tar 4.000 orang manusia perahu asal Vletnam_yangb t e?s
gal di Pulau Galang. UNHCR telah memberikan ?30
akhir pemulangan (repatriasi) rr)ereka pada ‘tang%a; i
Juni 1996, setelah menghentikan pembenanrh Lo
annya. UNHCR membantu perawatan dan pemeli arb 4
manusia perahu serta menutupi pengeluaran' lainnya al?et
kenaan dengan pemulangan mereka seperti uang p
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dan biaya penerbangan.’ Kelompok terakhir manusia
perahu Vietnam meninggalkan Pulau Galang pada 2
September 1996.°

Pemulangan manusia perahu asal Vietnem ke negara
asalnya di bawah sponsor UNHCR berjumlah 109.000 jiwa.’?
Berdasarkan laporan khusus Comprehensive Plan of Action
(CPA), secara garis besar sejak tahun 1975 sekitar 122.000
orang Vietnam datang ke Indonesia, ditambah 55.000 pe-
ngungsi yang datang melalui "the regional processing cen-
tre". Lebih dari 111.000 telah dimukimkan dan 8.000 orang
dikembalikan ke Vietnam.

2. Pengungsi Timor Timur

Arus pengungsi dari keluarga non Timor Timur bermula
sebelum diadakan jajak pendapat akhir 1998 sebagai antisi-
pasi dari kekerasan yang terjadi. Kemudian semakin bertam-
bah setelah hasil jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999
diumumkan pada 4 September 1999 oleh pimpinan United
Nations Assistence Mission to East Timor (UNA-MET), lan
Martin, yang sebelumnya telah diumumkan oleh Sekretaris
Jenderal Kofi Annan di New York. Hasil jajak pendapat ter-
sebut : 21,5% pemilih memilih otonomi luas , dan 78,5% me-
nolak dan menginginkan kemerdekaan bagi Timor Timur."'

Setelah pengumuman ini, milisi pro-integrasi melakukan
kekerasan, merampas harta benda dan membakar rumah-
rumah penduduk, serta menyerang staf dan tempat kerja
UNAMET, serta petugas-petugas atau pekerja kemanusiaan
di seluruh Timor Timur. Dalam peristiwa ini banyak penduduk
yang terbunuh dan sebanyak 500.000 orang diungsikan dari
rumahnya, dan sekitar separuh dari jumlah penduduk Timor
Timur meninggalkan daerah itu dengan paksa.'? Data lain
menyebutkan lebih dari 200.000 penduduk baik karena me-
larikan diri maupun dipaksa untuk keluar wilayah Timor Timur

’. The lssue. of Boat People Repatriation, dalam http://www. culturéibridgé.corn!
bp4.htm :

®. Galang Island, Vietnamese Refugee Camp.,
%, United Nations., Briefing Papers for Students "We the Peoples” The Role of the
United Nations in the twenty-first century., New York, 2001, hal. 231

*°. UNHCR., Special Report Comprehensive Plan of Action, The Indo-Chinese exodus
and the CPA.,, ..., hal. 15

' http://www.org/peace/etimor99/etimor.htm
2 Ibid
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dan menjadi pengungsi di Timor Barat dan di bagian wilayah
Indonesia yang lain.’ ‘

Situasi pengungsi dari Timor Timur adalah suatu hal
yang unik. Sebab, para pengungsi bagaimanapu.n tidak
kehilangan perlindungan nasional baik dari Indonesia mau-
pun Timor Timur karena masing-masing menghormati me-
reka sebagai warganegaranya dan oleh sebab itu mem-
berikan perlindungan nasional. Sejak bulan Oktober 1999,
proses repatriasi (pemulangan) pengungsi di Timor Barat
dan bagian wilayah Indonesia yang lain berada dibawgh
sponsor UNHCR dan International Organisation for Mfgratron
(IOM). Tanggal 14 Oktober 1999 pemerintah Indonesia dan
UNHCR menanda-tangani suatu Memorandum 95 Under-
standing (MOU) mengenai proses pemulangan.” Dalam
pada itu, sesuai dengan UNHCR NGO Unit ltanggal 5
Oktober 1999 terdapat 136.000 orang Timor Timur yang
terlantar tinggal di lebih 2 lusin kamp penampungan dan di
kota Atambua. Selain itu diperkirakan terdapat 40.000 orang
Timor Timur yang terlantar tinggal di ibukota (Dili)."

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
Urusan Pengungsi (UNHCR) bersama-sama dengan peme-
rintah Indonesia, memberikan bantuan dan perlindungan se-
cara langsung kepada pengungsi Timor Timur pada saat-sa-
at awal. Akan tetapi, setelah pembunuhan terhadap tiga staff
UNHCR di Atambua tanggal 6 September 2000, UNHCR dan
lembaga bantuan kemanusiaan lainnya menarik diri dari Ti-
mor Timur. Bantuan masih tetap diberikan kepada pengungsi
melalui pemerintah Indonesia sampai tahun terakhir peme-
rintah menetapkan penghentian bantuan, sambil menunggu
pengungsi memutuskan akan kembali ke Timor Timur atau
menetap di Indonesia.'®

Seperti dikemukakan oleh Mrs.Sadako Ogata, ketua Ko-
misi Agung, pengungsi Timor Timur memiliki dua opsi, yaitu
dipulangkan ke Timor Timur atau dimukimkan di Indonesia.
UNHCR memulai program pemulangan sukarela, dan hasil-
nya lebih dari 190.000 pengungsi dipulangkan ke Timor Ti-

'*  East Timor Refugees., Op. Ci,

" Ibid

5, East Timor-emergeny update., 5 October 1999., dalam http:// www. converge.
org.nz/pma/etunh-htm

'8 UNHCR Protection of Refugess in Indonesia., hal. 3
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mur, dan diperkirakan masih sekitar 60.000 sampai 100.000
orang menetap di Timor Barat.'”

Kemudian pada tanggal 12 Juni 2001 Media Center telah
mendata warga eks Timor Timur di berbagai daerah di Nusa
Tenggara Timur (NTT), untuk menentukan pilihan mereka
untuk tetap tinggal di Indonesia atau kembali ke Timor Timur.
Terdapat data registrasi sebanyak 113.794 orang yang ber-
hak memilih dari seluruh pengungsi sebanyak 295.751
orang. Hasilnya 111.540 orang (98,02%) memilih tinggal di
Indonesia, dan 1.250 (1,1%) memilih pulang ke Timor Timur,
713 50,63%) abstain, dan 296 (0,26%) surat registrasi ru-
sak."® UNHCR membantu pemulangan (repatriasi) mengung-
si Timor Timur sebanyak 127.500 orang dalam tahun 1999.

Bantuan pangan dan obat-obatan dari pemerintah Repu-
blik Indonesia kepada pengungsi Timor Timur akan dihen-
tikan mulai tanggal 31 Agustus 2002, pemerintah akan mem-
berikan bantuan uang pesangon kepada para pengungsi. Se-
mentara UNHCR telah menetapkan 31 Desember 2002 se-
bagai batas akhir, dan selama batas waktu UNHCR belum
berakhir, para pengungsi masih dapat memilih untuk pulang
kampung (repatriasi) dan menjadi WNI. Jumlah pengungsi
tidak diketahui secara pasti karena setiap hari sekitar 1.000
pengungsi pulang ke Timor Timur.2°

3. Pengungsi Internal di Indonesia

Kondisi politik yang tidak menentu yang kemudian terja-
dinya konflik vertikal dan horizontal di Indonesia pasca keja-
tuhan rezim Suharto di tahun 1998 telah ikut memicu lahirnya
pengungsi-pengungsi internal dalam jumlah yang besar dan
terus berlanjut tanpa ada penyelesaian yang tuntas dari Pe-
merintah Indonesia. Para pengungsi internal seperti dari
Aceh, Maluku dan Kalimantan Barat merupakan contoh yang
tepat untuk kasus ini, demikian juga dengan Pengungsi Am-
bon dan Maluku.

7 Ibid.

" . Kompas., “Indonesia Lebih Menjanjikan bagi Pengungsi Timtim”, Kamis, 14 Juni
2001

'3 United Nations., BASIC FACTS About the United Nations, New- York, 2000.,hal.
254

®_ Harian Ekonomi Neraca, 27 Juli 2002., hal. 12..
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a. Pengungsi Aceh

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama kon-
flik berkgpanjangayn yang sedang terjgd: di Proylnm
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selain mengakibat-
kan jatuhnya korban jiwa dan hart_a benda, telah pula
memunculkan akses berupa terjadlnyg gelombapg pe-
ngungsian penduduk ke berbagai lokasi pengungsi.

Sebenarnya persoalan pengungsi.domestlk di A.ce-.h
telah terjadi sejak tahun 1989, sekalipun datg statistik
tentang hal itu sulit didapatkan. Dengan pertimbangan
keselamatan pribadi banyak penduqu Aceh yang men-
cari keselamatan diri ke daerah lain di luar provinsi NAD.
Eskalasi pengungsian penduduk_secara _besar-be'saran.
yang dipicu oleh konflik bekepanjangan di Aceh dimulai
tahun 1999 dan mencapai puncak pgda tahun 2000.
Sementara itu, tahun 2001 dan 2002 ini ta_mpaknya fgno_—
mena pengungsian penduduk Aceh_masuh teru§ terjadi,
sekalipun dengan eskalasi yang tidak seperti tahun-
tahun sebelumnya.®'

Pengungsi penduduk Aceh yang bgrmotifkan un'tuk.
menyelamatkan diri ke berbagai tempat itu telah menjadi
persoalan tersendiri disamping konflik Aceh yang belum
jelas penyelesainnya. Satu hal yang perlu dicatat sehu-
bungan dengan terjadinya pengungsi Aceh ke dae(ah
lainnya adalah timbulnya berbagai persoalan baru dibi-
dang sosial, ekonomi, politik, hukum _dan keamanan.
Terhadap berbagai persoalan ini sepertinya belgm men-
dapat penangan secara maksimal dari pihak-pihak ter-
kait.

Hal yang paling menyedihkan dalam kasus pe-
ngungsi Xceﬁ ir?i adalah tidak adanya pepgh.arl'gaan dan
penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pe-
ngungsi. Selama ini, penanggulangan pe(soglan pe-
ngungsi lebih difokuskan pada sebab_ terjadlnyg pe-
ngungsian, bukan pada akibat atau derita yang dlglam!
pengungsi. Disinilah perbedaann_yla. dengan organisasi
internasional yang memang memiliki kewenangan untuk

#_ Dahlan, Pengungsi Domestik di Aceh (Peta Pgnnasalaha{r danJAlifer:nag\_/?
P;anyelesaian Secara Simultan, makalah disampaikan di Hotel Bumikarsa Jakarta,
Februari 2001).
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menangani masalah pengungsi seperti UNHCR ataupun
IQH‘C (yang memberikan bantuan kepada para pengung-
si qaram situasi pertikaian bersenjata). Lembaga-lemba-
ga internasional ini lebih menekankan kepada pemberian
bantuan kepada para pengungsi, bukan menyelesaikan
penyebab terjadinya pengungsi. Dengan demikian, pene-
kanan pada diri manusia pengungsi itu lebih diutamakan.

Per_lgungsi domestik (IDPs) di Aceh adalah orang
yang dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya menuju
ke tempat lain yang dirasa lebih aman, tetapi masih tetap
dalam _wilayah Republik Indonesia. Dari makalah yang di-
sampaikan oleh Samsidar* dapat diidentifikasi beberapa
faktor penyebab terjadinya exodus secara besar-besaran
warga Aqeh yang kemudian dikenal dengan istilah pe-
ngungsi internal antara lain : penyisiran oleh aparat
TNI/Polri, perintah yang berisi ancaman, pembakaran
rumah-r_umah dan penjarahan harta penduduk oleh GAM
dan sipil !Jersenjata serta oleh TNI/Polri, intimidasi, teror
dan penindasan, pembunuhan dan penculikan; dan
kor?tak senjata antara TNI/Polri dan GAM. Faktor terakhir
!<et!ga berupa pembakaran rumah-rumah penduduk men-
jajdl faktor yang sangat komplek dampaknya diban-
dingkan dengan faktor-faktor lainnya yang bersifat tem-
poral. Faktor-faktor yang dikemukakan di atas meru-
pakan faktor external, sedangkan faktor internal yaitu
berdasarkan perspektif pengungsi. Terahir ini, ternyata
alasan yang mereka kemukakan sangat beraneka ra-
gam. Namun yang sangat dominan adalah alasan ten-
tgng adanya rasa takut yang sedemikian rupa, seperti
tidak aman tinggal di desa, takut terkena sasaran baku
tembalf, ta}<ut ditangkap atau diculik bila tinggal di desa
rr?enghldarl sweeping aparat, diusir provokator dari desa’
d!ancam/diteror (umumnya di lokasi transmigrasi), rumahl
dlba!far, takut diperkosa, yang menyebabkan mereka
menmggalkan kampung halaman mereka. Keputusan itu
diambil karena para pengungsi itu sudah tidak percaya
dan yakin bahwa aparat pemerintah seperti Kepolisian
dan TNI dgpat memberikan perlindungan kepada mere-
ka. Disamping alasan lain seperti terpengaruh oleh orang

22 "

. Samsidar, Pengungsi dan Dimensi Kemanusiaan (Fakta

: . : Lapangan Pengungsi Aceh
Akibat Konflik Ber: i i i i b
) senjala), makalah disampaikan di Hotel Bumikarsa Jakarta, 6-7
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lain dan keinginan untuk untuk mendapatkan santunan
atau bantuan dari Pemerintah.*

Selanjutnya menurut M. Djamil Usamy® bahwa di-
samping faktor external dan internal seperti dikemukakan
di atas, bahwa dari argumentasi yang mereka kemuka-
kan terlihat bahwa memang betul-betul ada pengungsi
yang murni yang dilandasi oleh adanya rasa takut yang
sangat (well-founded fear). Namun ada juga para pe-
ngungsi yang disebabkan karena adanya unsur reka-
yasa. Umumnya dari klasifikasi ini terlihat dari diri pe-
ngungsi itu ada pengungsi yang permen tinggal di satu
tempat namun ada yang sementara saja. Cara penyebar-
an merekapun ada yang terkonsentrasi dan ada yang
menyebar. Dilihat dari keetinisan mereka bahwa yang
menjadi pengungsi itu kebanyakan adalah warga non-
etnis Aceh. Bukan berarti bahwa etnis Aceh tidak ada.
Namun jumlah etnis non-Aceh yang menjadi pengungsi
jauh lebih besar, misalnya para transmigran.

Sebagaimana halnya dengan para pengungsi pada
umumnya, kepergian mereka untuk mengungsi ada yang
bersama-sama keluarga namun ada yang sendiri-sendiri.
Wilayah pengungsian pun mencakupi didalam dan diluar
wilayah propinsi Aceh.

Mengingat tidak jelasnya lemk~g~ yang bertanggung
jawab untuk urusan pengungsi di Indonesia mengakibat-
kan penanganan masalah pengungsi menjadi rancuh.
Akibatnya banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh
pengungsi domestik, khususnya pengungsi Aceh ditem-
pat pengungsian. Beberapa permasalahan yang berhasil
diidentifikasi antara lain:

1. Minimnya sarana dan prasarana terbatas atau ku-
rang layaknya tempat pemukiman di lokasi pe-
ngungsian,

2. Kurang terjaminnya kesehatan lingkungan, terba-
tasnya persediaan sandang dan pangan, pendidi-
kan anak-anak usia sekolah,

2 M. Djamil Usamy, Indonesia dan Perscalan Pengungsi; Meninjau Permasalahan
Pengungsi Domestik di Propinsi NAD, Makalah, disampaikan pada Seminar Hukum
Zengungsi Kerjasama antara FH USU dan UNHCR di Medan, 7-8 Maret 2002.

. Ibid
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3. Tidak ada jaminan terhadap harta benda yang di-
tinggalkan.

4. Mata pencaharian pokok menjadi hilang,

5. Kondisi psikologis pengungsi menjadi terganggu
dan;

6. Beberapa permasalahan sosial, budaya dan hukum
lainnya yang belum mendapat penanganan yang
serius dari Pemerintah.

b. Pengungsi Ambon dan Maluku Utara )

Kasus pengungsi di propinsi Maluku dan Maluku
Utara disebabkan oleh konflik yang terjadi antara pen-
duduk beragama Islam dan Kristen, yang dipicu dengan
kerusuhan yang terLadi secara meluas di kota Ambon
bulan Januari 1999.2

Pada mulanya kasus Ambon disebabkan oleh per-
gesekan antara suku Bugis, Buton dan Makasar (BBM)
yang beragam Islam. Demikian pula kasus di Maluku
Utara yang diawali dengan Konilik di Malifut (Halmahera
Utara) ada.aii derdalih pada ulah etnis Makian (salah
satu etnis besar di Maluku Utara, dengan monoagama:
Islam yang ulet dan bermigrasi/ transmigrasi ke Halma-
hera). Setelah etnis Makian tergusur dari Halmahera
Utara, maka tinggalah Halmahera Utara Islam dan
Halmahera Utara Kristen yang saling membantai seperti
yang terjadi dan dikenal dengan peristiwa Popilo, dan
Duma. Konflik yang terjadi di Maluku Utara seperti
disebutkan telah menimbulkan pengungsi dalam jumlah
yang relatif besar yang tersebar di berbagai daerah yaitu
17.863 KK atau 76.844 jiwa di Kabupaten Maluku Utara,
4.819 KK atau 21.352 jiwa di Kabupaten Halmahera -

% Berdasarkan pengumuman resmi pemerintah Indonesia, sejak bulan Februari,
konflik tersebut telah menimbulkan sebanyak 440.000 pengungsi di propisni Maluku
dan memaksa lebih dari 120.000 pengungsi pindah ke propinsi lain, Bantuan Darurat

Untuk Pengungsi di Maluku, dalam http:/fwww. id.emb-japan.go.jp/news 91.html, 28
Maret 2001
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Tengah, dan 20.126 KK atau 99.131 jiwa di Kota Terna-
fo k

Upaya yang dilakukan dalam rangk:a menanggulangi
pengungsi tersebut yaitu mengemi_)ahkan 'mereka ke
tempat asal sesuai KTP mereka masing-masing, dengan
dikawal dan dijaga oleh pihak keamanan (POLRI/ TNI).
Hampir seluruh pengungsi yang berada di sentra-sentra
pengungsian tidak keberatan untuk dipulangkan ke tem-
pat asal mereka. Tetapi pemerintah harus melakukan re-
habilitasi dan memperbaiki rumah-rumah atau tempat
kediaman mereka yang telah rusak.

Dalam usaha mengembalikan para pengun'gsi ke
alamatnya masing-masing, pemerintah mengalami bebe-
rapa kendala:*

1. Tidak netralnya aparat pengaman (POLRI/TNI) se-
hingga timbul rasa antipati dari masyaragat dan rasa
dendam ini terbawa ke tempat pengungsian;

2. Akibat trauma yang mendalam, sehingga telah terjadi
pembauran ketika dikembalikan ke karppung asal
mereka, namun rasa dendam tetap masih tertanam
dalam dada mereka;

3. Problema pendidikan di lokasi pengpngsian. Pem-
berlakuan sistem siswa/mahasiswa titipan tetap me-
nimbulkan problema bagi sekolah penampung.

4. Problematika moral pengungsi, sebagai akibat pe-
nampungan yang tidak layak menurut aturan etika

dan moral;

5. Karena "keterpaksaan", para pengungsi tidalf‘segan-
segan melakukan pencurian harta benda milik mas-
yarakat setempat;

6. Karena tempat hunian yang tidak nyaman, menye-
babkan sering timbulnya keributan, kegaduhan dan

?. H.M.Jusuf Abdulrahman, Laporan MUI Maluku Utara, Kasus Ambon dan Maluku
Utara, Upaya Penanggulangan Pengungsian dan Problematikanya, 2001.
7 Ibid.
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gangguan ketenangan dan sangat
syarakat setempat. = R e

- Secara internasional, masalah pengunasi i
(:!| Maluku dan Ambon telah menafik ger?}%i;agorpn:rf}gf
rintah Jepang untuk memberikan bantuan. Pada tanggal
23 Maret 200?. pemerintah Jepang telah memuluskgan
untuk membenkan bantuan hibah darurat sebesar 1 juta
Fiolar AS_ (105 juta yen) kepada UNICEF dan organisasi
mternas‘?lopal lainnya untuk meringankan beban pe-
ngungsi c_jl daerah Maluku. Jumlah bantuan kepada nga
sing-masing organisasi internasional adalah:2 -

e Dana Anak-anak PBB (UNICEF):
Pt ( )..600.000 dolar AS

* Komite Palang Merah Internasi
ional (1 b
dolar AS (18.900.000 yen) (ICRC): 180.000

e Program Pembangunan PBB (UN.
DP):110.
AS (11.550.000 yen); dan ( Rl

e Organisasi Kesehatan Dunia (W,
HO):
AS (11.550.000 yen). GRS wialer

. Pada tahun sebelumnya vyaitu t Sy le
rintah Jepang telah memberika?’l sebezg:']q jﬁ?g %oﬁar AS
kepada Badan Pangan Dunia (WFP) dan sekitar 67 juta
yen kepad.a pemerintah daerah dan pihak-pihak IJJEF-
wenang lainnya di provinsi Maluku dan Maluku Utara
untuk dipergunakan sebagai biaya transportasi laut dan

~ keperluan lain untuk mengirim bahan-bahan bantuan

kepada para pengungsi. %°

Pengungsi Kalimantan Barat

- Penyebab pengungsian di Kalimantan Barat diawali
gengan kerusuhan. yang terjadi pada tahun 19I7aTWE(ij[i[
anggau Ledo. Peristiwa itu dipicu oleh sekelompok kecil
gemuda yang sedang nonton orkes, karena berdesakan-
esakan sehingga terjadi perang mulut yang berakhir

21
®. Bantuan darurat...Op.cit,

B Ibid
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dengan pembacokan. Tersebar kabar bahwa seseorang
meninggal karena tertusuk pisau. Berita itu menyulut
emosi massa yang kemudian terjadilah kerusuhan etnis
di semua Kabupaten di Kalimantan Barat.

Belum tuntas kerusuhan etnis tahun 1977, tiba-tiba
terjadi lagi kerusuhan etnis di Kabupaten Sambas yang
juga dipicu oleh persoalan kecil yaitu seorang pemuda
dituduh mencuri sepeda motor. Kemudian dua hari
kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1999 seke-
lompok pemuda yang berasal dari desa asal pemuda
yang tuduh mencuri tersebut datang menyerang Desa
Parit Setia dan jatuh korban tiga orang meninggal.
Kejadian ini memicu timbulnya kerusuhan di berbagai
tempat, yang kemudian merebak menjadi kerusuhan
sosial di seluruh Kabupaten Sambas.

Dalam kerusakan tersebut tercatat 187 meninggal
dan ribuan rumah terbakar dan seiring dengan itu ter-
jadilah arus pengungsian ke bagai ke kota yang mereka
anggap aman di luar kota Sambas. Selain banyak yang
langsung ke luar kota Kalimantan Barat (tidak terpantau),
mereka juga mengungsi atau diungsikan ke kota Pon-
tianak, Pinggiran Kota Singkawang (Kabupaten Beng-
kayang dan Kabupaten Pontianak). Para pengungsi ter-
sebar di berbagai tempat tergantung keberadaan ke-
luarga/teman masing-masing, sedangkan sebagian di
tampung pada beberapa tempat penampungan yang
disediakan oleh pemerintah daerah.

Bencana kemanusiaan yang dipicu awal Januari
1999 mengakibatkan etnis Madura harus mengungsi dari
seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Total pengungsian
hingga berjumlah 58.544 jiwa. Saat ini pengungsian telah
berlangsung tiga tahun, dengan kondisi yang sangat
memprihatinkan.*

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah
bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat telah
melakukan berbagai upaya. Namun belum menunjukan
hasil yanc memuaskan. Oleh karena itu, dapat dipastikan

2 Hakim Barus, Upaya Penanggulangan Pengungsi dan Problematikannya "Kasus
Kalimatan Barat”, Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengungsian Domestik Peta
Permasalahan Sosial, ekonomi Politik, Keamanan dan Alternatif Penyelesaiannya
Secara Simutan, Jakarta 6-7 Februari 2001. ‘
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bahwa kehidupan mereka di kamp pengungsian masih

akan berlangsung lama. Upa :
i : ya penyelesa
dilakukan adalah sebagai berikut: *' & 8N yang iclah

1. melakukan evakuasi para i
_ pengungsi ke daerah lain
yang berjauhan dengan jangkauan kerusakan:
2. melakukan relokasi sementara; :
3. melakukan relokasi tetap.

Upaya-upaya penyelesaian sebagai

. : _ gaimana tersebut

diatas tlldgk efektif dan pemerintah sedang mengupayelij-

EEQ.’ t%rjalinnyakrekonsiriasi antara pihak-pihak yang ber-
al. Upaya rekonsiliasi harus dilihat sebagaj

nuju kembali ke tempat asal. gl

C. BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM BERKAIT-

AN DENGAN PENGUNGSI
it DAN IDPs DI INDO-

Seperti sudah disebutkan dimuk
_ : a bahwa terdapat dua in-
;torl;r\:];nns;ntt:l:ﬂas:gagg; yang berkaitan dengan pengur?gsi sepe[rrlti
n tentang Status Pengungsi dan |
Tahun 1967 tentang Status Pen i i
) _ ungsi. Disamping itu terd
lembaga internasional yan 3 e S
ler : ‘ang berwenang untuk urusan pengungsi
;rz}N?_;:fglah United Nations High Commissioner for pRe?uge%E;
VH R) yang bekerja berdasarkan mandat yang diberikan oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa. :

Menurut Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pe i
;ta!u _dalam bahasa aslinya berbunyi The 1951 Conn\?e%?%sf;
e‘a{.rr?g to the Status of Refugees pasal | A (2) memberikan
definisi pengungsi yang terjadi sebelum tahun 1951 dan adanya
:ﬁ:a l::::::] g:;gnsizgat ak:.m persekusi baik terhadap ras aga-
§ , Keanggotaan dari salah s isasi sosi

atagpun karena pendapatnya dan orang itu %uasrgz::}s;gnzc:”s’:al
perlindungan dari negara dimana dia berada %2 Sedangkan m\c-,a-l

¥ tbid

*. Secara lengkap Pasal 1 Konvensi Tahun 1
: 951 : SRR
Er:zslﬁg o;J ;\;izzsdo?currmg before 1 January 1951 a:grgt:v?:; ﬁsbva:rgeﬁllgsgs:; fe)a:rs oe;
oy Sroup ore Ig_r relasqn_s of race, religion, nationality, membership of a particular
b SUCll)'Iofl ical opinion, is ou!s:dgz the country of his nationality and is unable
wr.w oo ear, is UQW|II|ng to avail himself of the protection of that country:
5 aving a nationality and being outside the country of his former halr))i,t'ug:
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nurut Protokol tahun 1967 pengungsi diartikan secara lebih luas
lagi. Sehingga termasuk semua pengungsi yang terjadi sebelum
dan sesudah tahun 1951. Perluasan definisi pengungsi seperti
yang diatur dalam Konvensi tahun 1951 karena banyaknya
terjadi pergolakan di beberapa negara terutama di kawasan
Afrika, Amerika Latin, dan juga di Asia (Indo-Cina). 3

Dengan demikian pengertian pengungsi menurut dua instru-
men internasional di atas adalah bahwa seseorang baru dapat
dikatakan sebagai pengungsi apabila ia telah memenuhi unsur-
unsurnya sebagai pengungsi dan tak kalah pentingnya adanya
unsur bahwa mereka harus sudah berada diluar wilayah negara
dimana mereka bertempat tinggal.

Adanya unsur ‘rasa takut yang sangat akan persekusi (pe-
nganiayaan) berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan
pada salah satu organisasi sosial ataupun karena pendapat po-
litiknya’ merupakan landasan bagi UNHCRH untuk menentukan
apakah seseorang itu termasuk dalam kategori pengungsi atau
tidak.

Dengan melihat kepada definisi yang terdapat dalam ins-
trumen internasional itu, ternyata bahwa apa yang dimaksud
dengan pengungsi seperti yang terjadi di Indonesia, sulit untuk
dimasukkan dalam kategori pengungsi menurut dua instrumen
internasional di atas. Persoalannya adalah karena para pe-
ngungsi-pengungsi seperti Aceh, Ambon, Sambas masih berada
dalam wilayah Indonesia. Adanya keadaan seperti ini membuat
lembaga internasional, seperti UNHCR yang selalu bekerja ber-
dasarkan mandat yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa mendapat kesulitan untuk melaksanakan
misi kemanusiaan. Misi itu baru dapat dilaksanakan dengan baik
apabila ada permintaan dari Pemerintah Indonesia yang dituju-
kan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemu-
dian Majelis Umum melalui mandatnya dapat memerintahkan
UNHCR di Indonesia untuk melaksanakan misi kemanusiaannya.

residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to
return to it'.

% gecara lengkap Pasal 1 ayat 2 Protocol relating to the Status of Refugees of 31
January 1967 berbunyi sebagai berikut:” ' For the purpose of the present Protocol, the
term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article,
mean any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the words “As
a result of events occurring before 1 January 1951 and ...” and the words”... a result of
such events:, in Article 1 A (2) were committed.' (Sumber: http://www. Unhcr .ch/ref-
world/refworld/ legal/ instrume/asylum/ protebg.htm

Bab VII. Pengungsi di Indonesia




204

Situasi yang sama juga apabila kita konfrontasikan kepada
beberapa instrumen regional yang ada seperti Organization of
African Unity (OAU) Convention yang menekankan pada ‘orang-
orang yang pergi meninggalkan negara tempat asal mereka ka-
rena adanya bencana perang saudara, kekerasan, dan juga
karena adanya perang berhak untuk mendapatkan status seba-
gai pengungsi di Negara-Negara yang menjadi peserta Konvensi
tahun 1951 dengan tidak memperhatikan apakah adanya unsur

rasa takut yang sangat akan persekusi sebagaimana diatur da-
lam Pasal | A Konvensi Tahun 1951’ %

Usaha terakhir untuk menjustifikasi pengertian pengungsi
yang ada di Indonesia adalah dengan Deklarasi Kartagena™
yang diberlakukan di kawasan Amerika Latin. Bahwa definisi
pengungsi yang dipergunakan di kawasan harus memasukkan
orang-orang yang pergi meninggalkan negara mereka dengan
alasan jiwanya terancam, keamanan, serta kebebasan karena
adanya kekerasan, agresi pihak asing, konflik internal, pelang-
garan HAM yang berat, ataupun karena adanya hal-hal lain se-
hingga ketertiban umum terganggu. Secara Iengkap rekomendasi
itu dituangkan dalam poin (3) sebagai berikut: ®

Berdasarkan analisa yuridis tersebut maka jelaslah bahwa
pengungsi yang ada di Indonesia, dilihat dari defisininya itu bu-

*. Pasal 1 ayat (2): “owing to external aggression, occupation, foreign domination or
events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of
origin or nationality'.

. Deklarasi Kartagena atau disebut juga dengan Cartagena Declaration on Refugees
disahkan dalam sebuah kologium yang berjudul “Coloquio Sobre la Protection
International de los Refugiados en Américan Central, México y Panama: problemas
Juridicos y Humanitarios” yang dilaksanakan di Kartagena, Kolumbia dari tanggal 19-
22 November 1994. Deklarasi Kartagena ini telah dipraktekkan oleh sejumlah nagara-
negara di kawasan Amerika Latin dan telah diundangkan dalam perundangan nasional
negara-negara di kawasan tersebut. Beberapa organisasi regional dikawasan tersebut
telah menanda tangani Deklarasi di atas, seperti, Executive Committee, Organization
of American States (OAS) dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

%, Secara lengkap disebutkan: “To reiterate that, in view of the experience gained from
the massive flows of refugees in the Central American area, it is necessary to consider
enlarging the concept of a refugee, bearing in mind, as far as appropriate and in the

light of the situation prevailing in the region, the precedent of the OAU Convention

(article 1, paragraph 2) and the doctrine employed in the reports of the Inter-American

Commission on Human Rights. Hence the definition or concept of a refugee to be

recommended for use in the region is one which, in addition to containing the elements

of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, includes among refugees persons who

have fled their country because their lives, safety or freedom have been threatened by

generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human

rights or other circumstances which have seriously disturbed public order. (Sumber:

http:/fwww.unhcr.ch/ refwworld/refworld /legalfinstrume/ asylum/cart_eng.htm)
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kanlah definisi yuridis yang memenuhi krite'ria seperti yang ldcii"
tetapkan dalam instrumen-instrumen internasional dan regional di
atas.

i isasi isasi internasional ha-
Menyangkut pelibatan organisasi-organisasl
ruslah d?{kedgepankan pertimbanggn keman_ust,la;.'a?n é{?)rr]\%ii :dhzr:iasa
tingan politik. Oleh karena itu, pemerln a '
l:r?gr?;acg kegada Konvensi mengenal Stgtus Pen_gqum_da.n
Protokol 1967 tentang Status Pengunggi dan Pr|n51p-kpr1r;§;p_
Pemindahan secara Internal. Disamping itu, da!am ran%ka e
maksimalkan upaya penanggulangan pengungsi dome_s i Up gl
kiranya melibatkan organisasi internas'.lona(l J{sﬁgﬁ?alt ;T; . gmisi
[ i ssii Refugees a
Nations High Commissioner for g _ ane
inggi i. Hal ini dapat dilakukan deng
Tinggi PBB untuk pengungsi in Lo o
inta secara resmi kepada Majelis Umum _
g'ggmagar UNHCR dilibatkan dalam penanganan pengungsl
domestik di Propinsi NAD.

Untuk kasus pengungsi domestik.di Aceh sepertu_n;tfa ::;\ie(;:
libatan organisasi-organisasi interpgspna! dan NG? in lixrin .
nal dapat dibuat lebih efektif. Ha1 ini disebabkan a:nkaranaan v
soalan kepercayaan pengung_sll %?l: ﬁzimagzgi r?ggaa\ ;?ogram e

an pengungsi lebih e » seh
graa:\rgapnznngapn;igungpsi gom%stik Acgh diperkirakan akan dapat
mencapai sasaran yang dikehendaki.

D. PEDOMAN PERLAKUAN TERHADAP INTERNAL

DISPLACED PERSONS

i ini j i hukum yang dapat di-
Sejauh ini ada sejumlah instrumen it s
gunakajm sebagai pedoman dalam penanganan Internal L_)xspga1
ced Persons (IDPs) di Indonesia antara lam; éé )7 Pfont\;réms : :tus
i; kol en

t Status Pengungsi; dan (2_) Prgto_ /
tlfgnzzgr’\gsi, dan Tuntunan Prinsip-prinsip Pemindahan Sgcarai
Internal (Guiding Principles on Internal Dlsp.fagenr;'g?rg.Ll asted :[r;?n

ra nasicnal instrumen hukum yang ada .

I:J&:'::jasr?;?Undang No. 37 tahun 1999 dan Keputusan Presiden

No.3 tahun 2001.

. Secara internasional

—
3

Instrumen internasional yang akan diuraikan secara '{:12?1]
mengenai internally displaced persons adalah keten
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yang termuat dalam Guiding Principles on Internal
Displacement (Prinsip panduan mengenai pemindahan
secara internal). Masalah pengungsi domestik tidak diatur
dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status
Pengungsi.

Secara hukum memang “Guiding principles on internal
displacement" tidak memiliki kekuatan mengikat, sebab bu-
kan merupakan suatu perjanjian internasional. Namun demi-
kian karena prinsip-prinsip yang termuat sangat manusiawi
dan universal, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang
ada merupakan perwujudan dari kebiasaan-kebiasaan inter-
nasijonal.

Perhatian pada persoalan peningkatan jumlah internally
displaced persons di seluruh dunia mulai tumbuh dikalangan
masyarakat internasional pada awal tahun 1990-an. Komisi
HAM PBB memutuskan pada tahun 1992 untuk mempelajari
persoalan-persoalan internal displacement ini, dan memberi-
kan sebuah mandat kepada Dr.Francis Deng, Wakil Sekre-
taris Jenderal untuk persoalan internally displaced persons.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Deng adalah
membuat sebuah Kompilasi lengkap dan analisa atas norma
hukum yang berkaitan dengan internally displaced persons
yang diserahkan ke Komisi HAM PBB tahun 1996. Hasil yang
dicapai dalam studi ini adalah bahwa hanya ada sedikit
perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum
HAM -:ang berkaitan dengan internally displaced persons.*’
Juga dikatakan bahwa pelaksanaan dari aturan-aturan ini
didalam situasi dan ketelantaran yang actual adalah sangat
Komplek dan membingungkan. Komisi HAM PBB men-
yambut baik kompilasi ini dan meminta Perwakilan Sekjen
untuk mengembangkan kerangka kerja normatif bagi perlin-
dungan internally displaced persons. Sebagi tanggapan atas
permintaan ini, dibentuklah sebuah kelompok ahli yang
independen untuk menyiapkan the Guiding Principles on In-
ternal Displacement dengan suatu pandangan menemukan
hukum yang relevan dalam waktu singkat dengan menggu-
nakan suatu format yang lebih mudah (user-friendly).

¥, Walter Kalin, Flight In Times of War, RICR September 2001 Vol.83 No.843 dalam
http:/fwww.icrc.org/Web/En /siteenq0.nsf/iw| List128/5BA471

F787461F15C1256B6600608ACF More result From: www.icrc.org
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i insi ini ditujukan untuk
Disebutkan bahwa prinsip panduan ini jukan u
keperluan khusus “internally dispaced persons/ IDPs d! se-
luruh dunia. Angka 2 pengantar, memuat pengertian dari pe-

ngungsi domestik, yaitu:

‘ ...internallly displaced persons are Persons or groups
of persons who have been forced or_obllged.to flee or
to leave their homes or places of habitual _readence, in
particular as a result of or in order to aqu the_ effects
of armed conflict, situations of generalized violence,
violations of human rights or natural or human made
disasters, and who have not crossed an internationally
recognized State border’.

arkan pengertian ini, maka pengungsi do_mestnk
yanget:ec:?asdi di Ir?dor?esia memenuhi |_<ri_teria seperti yang
dimuat dalam “prinsip-prinsip panduan"' ini, der!gan demikian
berarti penanganannya memiliki t;lasar mtelrnasmna[. Dengan
kata lain, pengungsi domestik di Indonesia pada dasarnga
harus dilindungi dan diberikan hak-hak yang melekat kepa a
mereka selama dalam pemindahan. Hak-hak pengungsi
domestik, dimuat dalam prinsip 1 angka | yang menegaskan
bahwa pengungsi domestik (internally displaced persons)
akan menikmati, dengan persamaan penulj, hak dan kebe-
basan yang sama menurut hukum |ntgrna§|onal dan hukum
nasional sebagaimana orang-orang lain di negaranya. Mf-
reka tidak boleh dibedakan dengan ala_san bahv;faa mereka
adalah pengungsi domestik (internc?ﬂy dfsplac:ed). Akan te;
tapi tidak meniadakan pertanggungjawaban kriminal mengc;u
hukum internasional, terutama berkenaan dengan genosida,
kejahatan perang dan kemanusiaan (angka 2).

Dengan demikian pemerintah sue'llu negara mempunyai
tugas dan kewajiban untuk memberikan perlmdunqap da;‘n
bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang dlp[ndg'-
kan secara internal (pengungsi domestik) dalam batas yuridis
mereka.* Orang-orang yang dipindahkan secara internal
mempunyai hak untuk meminta dan menerima perlindungan
serta bantuan kemanusian dari pemermt_ah mergka (.these
authorities).*” Setiap pengungsi domestik menikmati hak
yang sama, tanpa diskriminasi dalam bentgk apap_un. Hal ini
dipertegas dalam prinsip 4 angka 1 sebagai berikut:

®_Lih. Principle | ayat 1
*_Lih. Prinsip 3 angka 11
“®_Lih. Principle 3 ayat (1 dan 2)
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‘ ...shall be applied without discrimination of any kind,
such as race, colour, sex, language, religion or belief,
political or other opinion, national, ethnic or social
origin, legal or social status, age, disability, property,
birth, or any other smilar criteria’.

Kemudian bagian Il : Principles relating to protection from
displacement (prinisp 5 — 9). Disebutkan bahwa semua pe-
jabat (all authorities) dan pelaku internasional harus meng-
hormati dan menjamin penghormatan terhadap kewajiban
mereka menurut hukum internasional, termasuk hukum hu-

209

yang dapat dilakukan. Hal ini ditentukan dalam prinsip 7
angka 2, yaitu:

‘ The authorities undertaking such displacement
shall ensure, o the greatest practicable extent, that
proper accommodation is provided to the displaced
persons, that such displacements are effectted in
satisfactory conditions of safety, nutrition, health and
hygiene, and that members of te same family are not
separated'.

maniter dan hukum hak asasi manusia, dalam keadaan apa- . ; Jadi pejabat s.uatu fegara hgr_us menjamin_penampUNgan
pun, untuk mencegah dan menghindari keadaan-keadaan yang memadal dengan SOOGS! yarng memu.askan ST
yang dapat merugikan orang-orang yang dipindahkan (dis- = keselamatannya, gizi, kesghatan dan [v.<e.ber51han, dan ang-
plecement of persons)."' gota keluarga yang sama tidak boleh dipisahkan. Kemudian,
' . pemindahan tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar
Setiap manusia berhak mendapat perlindungan dari pe- 71: htak Ui Rl kehorme;tar?(, kEbe?be atn gan(Pl;?ne;rinang)n
mindahan sepihak dari tempat tinggal tetap atau rumah me- g gas. ofang-orEng yang IeTIChes @ unEiy oP 9
reka.”® Larangan pemindahan sepihak termasuk peminda- Negara-negara juga memiliki kewajiban unftuk_ melln(jungl
han-* 2. kelompok tertentu seperti disebutkan dalam prinsip 9, yaitu:

a. When it is based on policies of aparteid, “ethnic clean- ‘ Sigtets ?hre Lér']de|r " par;:itc u;?r iggi"gefriic(sms ° géoiggt
sing” or similar practices imed at/or resulting in altering i Bt iyl li ; d l:h e
the ethnic, religious or racial composition of the TUNdTlEs; Peas-ns Restitalisls A Lt SIoles
affected po'pulation' with a special dependency on and attachment to

‘ ; their lands.’

b. In situation of armed conflict, unless the security of the ; i s ; ; ; ;
sivilian incolved or imperative military reasons so Bagian Il : Principles relating to protection during dis-
demand; placement (Prinsip 10-23). Dalam bagian ini dimuat hak-hak

: setiap manusia dan “pengungsi domestik/IDPs”. Hak yang

c. In cases of large-scale development projects, which dimiliki setiap manusia adalah:
grte nott !ustnfued by compelling and overriding public 1. hak yang melekat untuk hidup (10:1);

INIRresis; 5 2. hak untuk fisik dan martabat, integritas mental dan moral
: 11:1);
d. In cases of disasters, unless the safety and health of i ( ! . .
those affected requires their E\facuation¥ shdl ° i 3. hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi (12:1);
. ' 4 4. hak atas kehormatan keluarga (17:1);
e. Whenitis used as a collective punishment.’ B 5. hak untuk diakui dimanapun berada sebagai individu
: E ' 4 dimuka hukum (20:1); dan
Dalam situasi konflik bersenjata seperti banyak terjadi di ; 6. hak atas pendidikan (23:1).
Indonesia, otoritas nasional yang melaksanakan pemindahan . :
tersebut harus menjamin sampai ke taraf seperaktis mungkin Berkaitan dengan hak yang melekat untuk hidup ter-
hadap pengungsi domestik, disebutkan bahwa mereka akan
dilindungi terhadap:* ‘genocide, murder, summary or arbi-
trary executions, dan enforced disappearances, including
*'. Lih. Principle 5
*2_ Lih. Prinsip 6 angka 1
“ Ibid angka 2 *_Lih prinsip 10 angka 1
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abduction or unacknowledeged detention, threating or re-
sulting in death.' Perlindungan yang lain, berkaitan dengan
hidup, dimuat dalam prinsip 10 ayat 2 sebagai berikut:

‘Attacks or other acts of violence against internally
displaced persons who do not or no longer parti-
cipate in hostilities are prohibited in all circum-
stances. Internally displaced persons shall be
protected, in particular, against :

a.direct or indiscriminate attacks or other acts of
violence, including the creation of areas wherein
attacks on civilians are permitted;

b. starvation as a method of combat;

c. their use to shield military objectives from at-
tack or to shiled, favour or impede military ope-
rations;

d. attacks against their camps or settlements; and

e. the use of anti personnel landmines'

Pengungsi domestik juga dilindungi dari tiga bentuk per-
buatan, yaitu:*

a. Rape, mutilation, torture, cruel inhuman or degra-
ding treatment or punishment, and other outrages
upon personal dignity, such as acts of gender
specific violance, forced prostitution and any form
of indecent assault;

b.  Slavery or any contemporary form af slavery, such
as sale into marriage, sexual exploitation, or for-
ced labour of children; and

c. Acts of violence intended to spread terror among
internally displaced persons.’

Pengungsi domestik akan dilindungi dari di_skriminasi:_penaha-‘
nan dan penangkapan sebagai akibat pemindahan mereka.®

Dalam pada itu, hak-hak khusus bagi “pengungsi domes-
tik/IDP” adalah hak kebebasan bergerak dan memilih tempat

211

tinggal (14:1). Disebutkan bahwa setiap pengungsi domestik
memiliki hak kebebasan bergerak dan kemgfci‘ekaan menen-
tukan tempat tinggal. Secara khusus memiliki hak untuk be-
bas bergerak dalam dan di luar kamp atau penampungan
lainnya.

Prinsip 15 memuat hak-hak pengung§i domestik (inter-
nally displaced persons), yaitu: hak me?mlnta keselamatan,
hak meninggalkan negaranya, hak memln.ta suaka di negara
lain, dan hak meminta perlindungan dari pemulangan atau
penempatan secara paksa ke tempat yang membahayakan
hidup, keselamatan, kebebasan atau kgsehatan mereka. Pe-
ngungsi berhak untuk mengetahui nasib dan ke_adaan ang-
gota keluarganya yang hilang (16:1), mereka juga berhak
atas standar hidup yang memadai_(18:1)). Berkenaan de-
ngan standar hidup yang memadai ini, peja?at yang berwe-
nang dapat menjamin akses mereka dalam:

Essential food and potable water;

Basic shelter and housing;

Appropriate clothing; dan o
Essential medical services and sanitation.

L, VB

Perlindungan terhadap harta kekayaan dan _hak milik
para pengungsi- domestik (yang diti.nggalkan), disebutkan
dalam prinsip 21 angka 2, sebagai berikut:

‘The property and possessions of internally displa-
ced persons shall in all circumstances be protected,
in particular, against the following acts:

a. Pillage; f
b. Direct or indiscriminate attacks or other acts o
violence; J _ '
c. Being used to shield military operations or objec-
tives; ,

d.Being made the object of reprisal; and

e.Being destroyed or appropriated as a form of
collective punishment'.

Hak milik dan kekayaan yang dibawa oleh pengunggi domes-
tik akan dilindungi terhadap pengerusakan daq tindak se-
wenang-wenang serta pengambil alihan, pemakaian atau pe-

47 Lih prinsip 14 angka 1 dan 2

“_ Lih. Prinsip 11 angka 2 *® _ Lih prinsip 18 angka 2

“. Lih prinsip 12 angka 3
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nguasaan tidak sah.”® Pengungsi domestik, baik yang tinggal
dalam ataupun diluar kamp (penampungan), menikmati:*°

a. The rights to freedom of thought, conscience, reli-
gion or belief, opinion and expression:

b. The right to seek freely opportunities for employ-
ment and to participate in economic activities;

c. The right to associate freely and participate
equally in community affairs:

d. The right to vote and to participate in govern-
mental and public affairs, including the right to
have access to the means necessary to exercise
this right; and

e. The right to communicate in a Iahguage they en-
derstand’.

Hak atas pendidikan sebagaimana disebutkan di atas,
yang merupakan hak setiap manusia, juga adalah hak bagi
pengungsi domestik. Hal ini disebutkan dalam prinsip 23
angka 2, 3 dan 4 sebagai berikut:

2. the authoities concerned shall ensure that such
persons, in particular displaced children, receive
education which shall be free and compulsory at the
primary level. Education should respect their cultural
identity, language and religion,

3. Special effort should be made to ensure the full and
equal participation of women and girlds in eductaion
programmes.

4. Education and training facilities shall be made
available to internally displaced persons, in parti-
cular adolescent and women, whether or not living in
camps, as soon as conditions permit’.

Bagian IV: Principles relating to humanitarian assistance
(Prinisip 24-27). Disebutkan bahwa semua bantuan kemanu-
siaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemanusian dan
secara jujur serta tanpa diskriminasi. Bantuan kepada pe-
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ngungsi domestik tidak boleh dialihkan, terutama untuk
kepentingan politik dan militer.”'

Bantuan kemanusian terhadap pengungsi domestik me-
rupakan kewajiban dan tanggung jawab utama dari pejabat
nasional. Organisasi kemanusiaan internasional dan pelaku
yang lain berhak menawarkan bantuannya kepada pe-
ngungsi domestik. Oleh sebab itu, semua pejabat yang ter-
kait harus membantu dan memfasilitasi kebebasan lalu lintas
(passage) bantuan kemanusiaan serta membantu orang-
orang yang terlibat untuk kelancaran dan ketepatan bantuan
kepada pengungsi domestik.”* Transportasi dan penyaluran
orang-orang yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan harus
dihormati dan dilindungi serta tidak boleh dijadikan sasaran
penyerangan atau pelanggaran lainnya.>

Akhirnya bagian V: Principles relating to return, resett-
lement and reintegration (prinsip. 28-30). Disebutkan bahwa
pejabat berwenang memiliki kewajiban dan tanggung jawab
utama untuk menentukan persyaratan, yang mengizinkan pe-
ngungsi domestik untuk kembali secara sukarela ke rumah,
tempat atau tempat tinggal asal, atau dimukimkan secara
sukarela di wilayah lain. Pejabat tersebut harus berupaya
memfasilitasi penyatuan, pemulangan atau pemukiman kem-
bali pengungsi domestik. Upaya khusus dapat dilakukan un-
tuk menjamin keikutsertaan penuh dari pengungsi domestik
dalam perencanaan uan pengelolaan dari pemulangan atau
pemukiman dan penyatuan mereka.’

Para pengungsi domestik yang di pulangkan atau dimu-
kimkan tersebut memiliki hak untuk berperan serta secara
penuh dan sederajat dalam hubungan dan pelayanan pada
semua tingkatan. Pejabat berwenang berkewajiban dan ber-
tanggungjawab untuk membantu pengungsi yang dikemba-
likan atau dimukimkan memperbaiki, sedapat mungkin pro-
perti dan hak milik mereka. Jika perbaikan properti dan hak
milik tidak memungkinkan, pejabat berwenang tersebut harus
menyediakan atau membantu para pengungsi untuk men-
dapatkan kompensasi atau perbaikan bentuk lainnya.®

51

. Lih prinsip 24 angka 1 dan 2
52 Lih prinisip 25 angka 1, 2 dan 3
53 B C
B o . Lih prinsip 26
., - Lih prinsip 21 angka 3 *_Lih. Prinsip 28
.Lih prinsip 22 ¥ _Lih prinsip 29
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Terakhir, disebutkan bahwa semua pejabat yang terkait
harus memberikan dan memfasilitasi organisasi kemanu-
siaan internasional dan pelaku terkait lainnya dalam me-
laksanakan tugas mereka kepada pengungsi domestik yang
dipulangkan atau dimukimkan dan yang disatukan.*®

2. Secara nasional

Masalah pengungsi disinggung secara singkat dalam
Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri. Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa: ‘Presiden me-
netapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri
dengan memperhatikan pertimbangan Menteri’. Dalam pen-
jelasan pasal ini disebutkan:

'‘Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengung-
si adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanga-
nannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghin-
darkan terganggunya hubungan baik antara Indone-
sia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia
memberikan kerja samanya kepada badan yang ber-
wenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah
pengungsi itu.'

Dengan demikian berarti pemerintah Indonesia akan mela-
kukan kerjasama dalam penangan masalah pengungsi di In-
donesia. Kerjasama baik dengan negara asal pengungsi
maupun dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang ber-
kaitan dengan masalah pengungsi.

Kemudian pasal 27 ayat (2) menentukan:’ Pokok-pokok
kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur de-
ngan Keputusan Presiden’. Keputusan Presiden tentang
kebijakan berkaitan dengan masalah pengungsi sebagai-
mana dimaksud ayat (2) ini tampaknya hingga dewasa ini
belum dikeluarkan. Memang telah dikeluarkan Keputusan
Presiden No. 3 tahun 2001 tentang-Badan Koordinasi Na-
sional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengung-
si. Akan tetapi yang dimaksud dengan “pengungsi” dalam
Keputusan Presiden ini adalah “pengungsi domestik (/nter-
nally displaced persons)’. Cerminan hal ini dari ketentuan
pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:

- Lif prinsip 30
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'Penanganan pengungsi ... meliputi upaya pelayanan
dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi
yang timbul akibat konflik. Baik sosial maupun politik
yang terjadi pada suatu Daerah, yang meliputi ke-
giatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan,
pemindahan dan pengembalian/relokasi pengungsi.'

Jadi pedoman dalam penyelesaian Internal Displaced
Persons (IDPs) secara nasional tertuang dalam Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2001 tentang Ba-
dan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pe-
nanganan Pengungsi. Sebab itu, apapun alasan dan latar
belakang terjadinya pengungsian, pemerintah perlu segera
mengupayakan dan penanganannya secara cepat, tepat,
terpadu, dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, pe-
nyelamatan, rehabilitasi, dan rekontruksi. Untuk kebutuhan
tersebut, di daerah konflik yang penyebabkan timbulnya
pengungsian domestik harus segera dibentuk Badan Koor-
dinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penangan
Pengungsi selanjutnya di sebut BAKORNAS PBP.%" Badan
ini merupakan wadah koordinasi yang bersifat non struktural
bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.

lskadapun tugas yang diemban BAKORNAS PBP meli-
puti:
(1) merumuskan dan menetapkan kebijakan penanqggula-
ngan bencana dan penanganan pengungsi yang cepat,
efisien dan efektif;

57 Susunan BAKORNAS PBP menurut Keppres No.3 tahun 2001 diubah oleh Keppres
111 tahun 20011. Dalam Keppres No.3 tahun 2001 susuan keanggotaan BAKORNAS
PBP terdiri: Ketua merangkap anggota: Wakil Presiden Rl. Anggota: Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah, Menteri Perhubungan dan Komunikasi, Menteri Energi dan Sumberdaya
Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri
Kehutanan, menteri Negara Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kepala Kepolisian
Negara RI, Gubernur yang diwilayahnya terkena bencana/terjadi pengungsian.
Sekretaris merangkap anggota: Sekretaris Wakil Presiden.

Sedangkan dalam Keppres No.111 tahun 2001 susuan keanggotaan BAKORNAS PBP
terdiri: Kefua merangkap anggota: Wakil Presiden RIl. Wakil Ketua merangkap
anggota: Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Anggota: Menteri
Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Keploisian
Negara RI, Gubernur yang diwilayahnya terkena bencanalterjadi pengungsian.
Sekretaris merangkap anggota: Sekretaris Wakil Presiden RI.

. % Lih. Pasal 2 Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001
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(2) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggula-

ngan bencana dan penanganan pengungsi secara terpa-
du; dan

(3) memberixan pedoman dan pengarahan terhadap upaya
penanggulangan bencana dan pengungsi yang meliputi

pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruk-
si.

Dalam hal terjadi pengungsian domestik di suatu daerah
tertentu, tentunya harus segera dibentuk SATKORLAK seba-
gaimana dinyatakan dalam pasal 9 bahwa “Penanggulangan
bencana di provinsi, di selenggarakan oleh Satuan Koor-
dinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanga-
nan Pengungsi yang disingkat SATKORLAK PBP yang dike-
tahui oleh Gubernur". SATKORLAK PBP bertugas meng-
koordinasikan upaya penanggulangan bencana dan pe-
nanganan pengungsi di wilayah sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh BAKORNAS PBP, baik meliputi ke-
giatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekons-
truksi. Organisasi dan tata kerja badan ini ditetapkan oleh
Gubernur/ Ketua SATKORLAK PBP.*

Pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Satuan
Pelaksaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pe-
ngungsi yang disingkat SATLAK PBP yang diketuai oleh
Bupati/Walikota, yang organic=si dan tata kerjanya ditetap-
kan oleh Bupati/Walikota. SATLAK PBP ini bertugas melak-
sanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanga-
nan pengungsi yang terjadi di daerahnya dengan memper-
hatik%{? kebijakan dan arahan yang diberikan BAKORNAS
PBP.

Apabila terjadi bencana alam atau pengungsi, maka
BAKORNAS PBP harus melakukan kerja secara efisien yaitu
dengan cara mengadakan rapat koordinasi secara berkala
sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun atau sewaktu-
waktu sesuai dengan keperluan. Rapat tersebut sangat pen-
ting dalam rangka:®'
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a. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional' pe-
nanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ter'-
masuk petunjuk pelaksanaannya, yang antara lain meli-
puti tata cara penyaluran/ penggunaan bantuan beserta
pengawasan dan pertanggung jawabannya;

b. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penye-
lesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksana_tan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi,;

c. menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan
dengan dampak penanggulangan bencana dan pena-
nganan pengungsi; dan

d. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan de-
ngan hal-hal tersebut pada huruf a, b, dan ¢ dalam rang-
ka memperlancar pelaksanaan kegiatar] penanggula-
ngan bencana dan penanganan pengungsi.

Hal yang sangat penting dalam rangka penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi adalah menyangkut
masalah pembiayaan dan bantuan. Menurut ketentuan pasal
13 segala pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara (APBN). Sehubungan dengan
teknis pembiayaan, pasal 14 dan 15 Kepres No. 3 tahun
2001 menegaskan sebagai berikut :

1. Pembiayaan kegiatan teknis opersional Departemen/
Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan‘ penang-
gulangan bencana dan penanganan pen.gungsydlbeb'an-
kan kepada anggaran departemen dan instansi masing-

masing;

2. Pembiayaan administrasi pembinaan dan operasional
SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP dibeban‘kan kepa-
da Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/ Kabupa-
ten/Kota masing-masing;

3. Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bag!
penanggulangan bencana atau penanganan pengungsi
dapat diberikan langsung kepada kOfban bgncana atau
pengungsi melalui Gubernur, Bupati/ Walikota selaku
ketua SATKORLAK PBP atau Ketua SATLAK PBP;

* Lih. Pasal 9 ayat 2 dan 3
_ Lih pasal 10 dan 11
% Lih. Pasal 12
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4. Segala bantuan luar negeri yang diberikan bagi penang-
gulangan bencana dan penanganan pengungsi dikoor-
dinasikan oleh Ketua BAKORNAS PBP dan dapat lang-
sung diserahkan kepada :

a. Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua SAT-
KORLAK PBP atau Ketua SATLAK PBP yang wila-
yahnya terkena bencana/terdapat pengungsi, atau

b. dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak;
langsung kepada korban bencana atau pengungsi.

Dalam menanggulangi permasalahan yang timbul sehu-
bungan dengan kasus pengungsi domestik di Indonesia,
khususnya di Provinsi NAD, berdasarkan pengamatan, pe-
merintah pusat maupun pemerintah daerah belum sepe-
nuhnya melakukan apa yang telah diatur dalam Kepres No. 3
tahun 2001 itu. Malah pemerintah daerah berusaha lari dari
tanggungjawabnya untuk memecahkan masalah pengungsi
domestik di daerah NAD. Lebih ironis lagi pemerintah daerah
masih sering menyalahkan kenapa pengungsian itu terjadi
daripada menyelesaikan dan mengurangi beban para pe-
ngungsi yang hidup di kamp-kamp pengungsian.

Dari perspektif hukum, Kepres No. 3 tahun 2001 telah
meletakan pedoman yang relatif memadai untuk menangani
persoalan pengungsi domestik di Indonesia tinggal lagi
keinginan politik (political will) dari pemerintah untuk berbuat
guna menyelesaikan persoalan pengungsi domestik tersebut.
Begitu juga secara internasional, prinsip-prinsip penuntun
pemindahan secara internal, walaupun tidak memiliki keku-
atan hukum sebagai suatu perjanjian internasional dapat di-
katakan sudah cukup memadai. Sebab itu sebagai anggota
masyarakat internasional, apalagi prinsip-prinsip yang ter-
muat di dalamnya sangat manusiawi dan universal sudah
selayaknya dalam menangani masalah pengungsi domestik
di Indonesia, pemerintah Indonesia mempedomaninya. Apa-
lagi pemindahan penduduk dalam suatu negara adalah suatu
problem kemanusiaan, baik bagi negara yang bersangkutan
maupun masyarakat internasional secara keseluruhan.?

® ICRC., ICRC Activities Relating to Internal Displacement Economic and Social
Council-Humanitarian Affairs Segment., dalam http://www. lcrc.org/Web/Eng/ siteengO.
nsf/iiwplList128/5BA471F787461F15C1256B6600608ACF
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Kemudian menyangkut keterlibatan organisai-organisasi
internasional haruslah dikedepankan pertimbangan kemanu-
siaan tanpa adanya kepentingan politik. Oleh karena itu,
pemerintah Indonesia harus mengacu kepada Konvensi me-
ngenai status pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status
Pengungsi dan Prinsip-prinsip Pemindahan secara internal.
Disamping itu, dalam rangka memaksimalkan upaya penang-
gulangan pengungsi domestik perlu kiranya melibatkan orga-
nisasi internasional dalam hal ini atau Komisi Tinggi PBB un-
tuk Pengungsi. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta
secara resmi kepada Majelis Umum PBB dan Sekjen PBB
agar UNHCR dilibatkan dalam penanganan pengungsi do-
mestik di Indonesia.

Organisasi kemanusiaan lain yang dapat dilihat adalah
ICRC. Hal ini menurut Instrumen utama hukum humaniter
internasional, berupa 4 buah Konvensi Jenewa tanggal 12
Agustus 1949% dan dua protokol tambahannya tanggal 8
Juni 1977.%* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 melindungi
orang: yang luka, sakit dan anggota angkatan bersenjata
(Konvensi | dan II), tawanan perang (Konvensi lll), dan
orang-orang sipil, terutama sewaktu mereka berada di wi-
layah sengketa dan wilayah-wilayah yang diduduki (Konvensi
IV). Sedangkan protocolnya berkenaan orang-orang sipil
terlantar dalam sengketa bersenjata Internasional dan
sengketa bersenjata Non Internasional (Protokol | dan I1).

Perlindungan terhadap pengungsi (Konvensi IV) dan
orang-orang terlantar di dalam negaranya akibat konflik ber-
senjata baik bersifat internasional maupun internal dilindungi
ICRC sebagai lembaga kemanusiaan. Oleh karena internally
displaced persons di Indonesia mayoritas terjadi akibat kon-
flik bersenjata internal, maka sudah selayaknya jika belum,
meminta bantuan dari /CARC. Namun perlu diingat dalam
pandangan /CRC yang paling bertangung jawab terhadap

% Empat buah Konvensi Jenewa 1949 dimaksudkan adalah:

64

Konvensi | : Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit
dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat;

Konvensi Il : Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan
Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Perang;

Konvensi lll: Konvensi Jenewa mengani Perlakuan Tawanan Perang; dan
Konvensi IV: Konvensi Jenewa menaenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu
Perang.

. Protokol dimaksud adalah : Protokol Tambahan | 1977 mengenai Sengketa

Bersenjata Internasional, dan Protokol Tambahan Il 1977 mengenai Sengketa Ber-
senjata Non-Internasional.
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internally displaced persons adalah pejabat nasional yang
bersangkutan seperti dinyatakan sendiri oleh /CRC:®°

‘ The ICRC believes that the responsibility for
meeting the assistance and protection needs of
people displaced within a country lies in the first
instance with the national authorities’

Untuk kasus pengungsi domestik di Aceh sepertinya ke-
terlibatan organisasi-organisasi internasional dan NGO inter-
nasional dapat lebih diefektifkan lagi. Hal ini disebabkan an-
tara lain persoalan kepercayaan pengungsi dan keamanan
pelaksanaan program pengamanan pengungsi lebih efektif,
sehingga program penganan pengungsi domestik Aceh di-
perkirakan akan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki.

*. ICRC, ICRC activities... Op.cit.,
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